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PERSEMBAHAN 
UNTUK AL-MUKARRAM ALMARHUM 
GUS DUR; PROGRESIFKAN 
PANCASILA 


Kepada engkau guru kami, Abdurrahman 
di pojok sana, kami dapatkan 
baliho bertuliskan: “Dari sana negeri ini selamatkan” 


Jangan engkau marahi, karena mereka sekadar 
melakukan penghormatan 


Di tengah kelesuan, keterceraiberaian, dan kelemahan 


kemiskinan, pragmatisme para komprador, dan 


kehancuran 


Engkau ajarkan kami perubahan tanpa memotong 


masa lalu sebagai nilai Indonesia 
Kau didik kami untuk membuka jendela-jendela 


toleransi, HAM, oposisi demokrasi, membela 


Pancasila 
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juga ketulusan mengabdi rakyat dan membela yang 
jelata 


Kau ajarkan menghormati yang tua, mengasihi yang 
muda 


Tak lupa, cium tangan, ziarah kubur, dzikir, dan doa 


Cita-citamu agar bangsa ini maju, adil, dan jaya 
Kau pertaruhkan persatuan agar tidak berdarah-darah 


Meski begitu, engkau tegas, bangsa ini engkau sebut 
masih penakut dan pelupa 


karena bangsa ini selalu membiarkan yang salah 
Mohonkan guru, generasi kami bisa meneruskan 
cita-cita 


agar bangsa kita bermartabat di mata dunia 


Engkau katakan, tanpa Pancasila negara pasti bubar 
Kualitas negara Pancasila masih dalam proses upaya 
Pancasila menjadi titik temu agar kita dewasa 
Pancasila bisa saja dikhianati siapa saja 

Jagalah Indonesia, progresifkan Pancasila 


agar Indonesia adil dan mengangkat kaum jelata, 
dengan ridha Allah Ta'ala 


Guru, kami teringat, tatkala engkau berjuang memaju- 
kan bangsa 
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orang-orang mencacimu seperti kalap 

mengatai engkau buta dan gila 

Tapi, dari sana, engkau malah tersenyum dan tertawa 
Mohonkan ampun guru, atas mereka yang nglama' 


karena mereka memang belum dewasa, kanak-kanak, 


dan masih balita 

Ya, tak akan kami lupakan 

Baju batik itu, beserta peci yang engkau kenakan 
Setelah itu, yang kami rasakan selalu kerinduan 
membuktikan kebeningan yang engkau ajarkan 


melintasi suku, ras, bahasa, dan bangsa untuk 
kebangunan 


Adamu dan matimu pun menggugah jiwa-jiwa 
“memercikkan kehidupan” 


Nur Khalik Ridwan 
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PENGANTAR PENULIS 
TENTANG “NEGARA BUKAN-BUKAN” 


“(la) yang mati memang telah dikubur. Jasadnya diusung 
lalu ditanam. Tetapi, ia yang mati sejatinya hidup. Bukankah 
engkau pernah menjumpainya, dan kemudian dibimbingnya, 
meski ia telah mati. Jadi, kematian sejatinya ialah kehidupan 
yang lain,” kata Kiai Saleh kepada seseorang dalam suatu 
kesempatan. 

Ungkapan Kiai Saleh tersebut sangatlah relevan apa- 
bila dihubungkan dengan berita kewafatan Gus Dur pada 
penghujung tahun 2009. Sang guru bangsa, bapak oposisi 
demokrasi, dan pejuang toleransi ini memang telah ber- 
pulang ke haribaan Ilahi, tetapi sejatinya ia masih hidup. 
Warisannya berupa pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan 
yang berharga senantiasa menginspirasi generasi bangsa. 

Atas dasar itulah, dalam tulisan ini, salah satu warisan 
Gus Dur tentang negara Pancasila telah mendorong saya 
untuk mengkajinya. Maraknya kekerasan di Timur Tengah 


yang mengatasnamakan agama tentu menjadi pelajaran 
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penting bagi kita di Indonesia. Kita patut bersyukur, karena 
sampai saat ini, kita masih memiliki Pancasila, yang dengan 
wasilah dasar negara ini, Indonesia masih berdiri dan bersatu, 
meskipun dalam berbagai aspek tetap perlu pembenahan. 

Bagi generasi sekarang, saya menilai bahwa persoalan 
negara Pancasila penting untuk diperhatikan. Awalnya, saya 
pernah menghadiri diskusi-diskusi, tidak jarang muncul se- 
macam guyonan dari kawan-kawan soal Pancasila dan negara 
Pancasila. Negara Indonesia, katanya “negara bukan-bukan”; 
sekuler bukan, dan negara agama juga bukan. Itulah sebabnya, 
dalam diskusi tentang hak-hak sipil dan politik di beberapa 
tempat, ketika sudah menyentuh ke dalam aspek bentuk 
negara Indonesia, tidak jarang ada suara-suara seperti ini: 
“Indonesia ialah negara bukan-bukan”. 

Walau hanya guyonan tentang “negara bukan-bukan”, 
tetapi persoalan ini justru menggerakkan saya untuk melacak 
kembali ide negara Pancasila. Sengaja saya melacaknya lewat 
gagasan-gagasan Gus Dur, karena di kalangan santri, NU- 
lah yang paling terdepan mengambil posisi membela negara 
Pancasila; dan Gus Dur ialah sosok yang memperkokoh, dan 
ikut memaknai NU agar menerima negara Pancasila, sekaligus 
mengisinya agar lebih berkualitas. 

Di kalangan muslim, Pancasila memang masih dipersoal- 
kan. Dan, Gus Dur merupakan tokoh muslim yang banyak 
menginspirasi orang, dan menggagas penerimaan negara 
Pancasila di kalangan muslim serta bangsa Indonesia sambil 


memberi isi yang progresif. 
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Setelah melacak tulisan-tulisan Gus Dur, ternyata 
guyonan “negara bukan-bukan” itu, saya menyimpulkannya 
sebagai ketidakmampuan kita dalam memahami jati diri 
bangsa, kondisi psikologis masyarakat kita, dan jangkauan 
progresivitas dalam negara Pancasila. Pangkal kesalahannya, 
karena kita sekadar berangkat dari satu sisi, dan memaksanya 
untuk mengatasi semua persoalan. Sementara, pada saat 
yang sama, praktik-praktik kekerasan dalam kasus tertentu, 
baik yang diperankan oleh pemerintah pada masa lalu atau 
sekarang, maupun yang dilakukan kelompok tertentu atas 
kelompok yang lain, memang menyebabkan frustrasi para 
penggiat HAM dan aktivis sosial. Frustrasi juga melanda 
kalangan garis keras, karena Indonesia tidak dapat dijadi- 
kannya sebagai negara Islam. 

Oleh karena itu, membaca kembali pemikiran Gus Dur 
tentang persoalan ini (negara Pancasila) sangat penting di- 
lakukan. Setidaknya, karena beberapa hal berikut. Pertama, 
untuk menghormati almarhum Gus Dur, yang ternyata 
memang masih hidup, benar-benar hidup, dan terus meng- 
inspirasi banyak orang, serta tetap menyapa orang yang ingin 
disapanya “dari sana”. Kedua, untuk menggugah kembali 
semangat kebangsaan kita yang saat ini terlihat sudah mulai 
luntur dan luluh sebagai akibat pragmatisme elite, korupsi, 
neoliberal, dan sejenisnya. 

Dengan terbitnya buku ini, saya ucapkan terima kasih 
kepada Kang Sugiarto el-Zuhri yang bersedia meminjami 


buku-buku kumpulan tulisan Gus Dur (terbitan-terbitan 
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LKiS), Bapak Marzuki Kurdi (terbitan Leppenas), Ahmad 
Shidqi (buku kecil terbitan PCNU Gresik), teman-teman di 
Komunitas Tanah Air yang ikut mendorong selesainya buku 
ini: Ali Usman, Irsyadul Ibad, M. Ali Usman, dan lain-lain yang 
tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. 

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada KH. 
Mu'tashim Billah, KH. Hasan Abdillah, Imam Aziz, Ahmad 
Suaedy, Marzuki Wahid, Farid Wajidi, Marzuki Kurdi, dan 
sahabat-sahabat lain yang sering saya ganggu untuk ber- 
diskusi dan mengurusi hal-hal kecil. Tak lupa, saya ucapkan 
juga terima kasih kepada teman-teman di Jamaah NU 
Yogyakarta, yang sedang bereksperimen membuat “Koperasi 
Bumi Aswaja", dan pada Kang Edi. 

Terakhir, selamat membaca dan mendiskusikan buku ini. 
Semoga buku ini bisa berfaedah tumrap liyan, dan mendapat 
ridha dari Tuhan. Amin. 


Nur Khalik Ridwan 
Yogyakarta, 20 Mei 2010 
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BAB 1 


GUS DUR; GURU BANGSA-GURU 
KAUM NAHDLIYIN 


A. Gus Dur sebagai Guru Bangsa 


Predikat KH. Abdurrahman Wahid (selanjutnya ditulis 
Gus Dur) sebagai “guru bangsa” sesungguhnya tidak ber- 
angkat dari ruang kosong. Predikat mulia ini didasarkan pada 
warisan sosial Gus Dur yang amat banyak bagi masyarakat 
Indonesia, dan secara khusus bagi kaum Nahdliyin. Dalam 
konteks kebangsaan, misalnya, salah satu sikap teladan yang 
ditunjukkan Gus Dur ialah sikap oposisi demokrasi yang 
ia pegang teguh sepanjang hayat, sejak ia muncul sebagai 
ketua umum PBNU, ketua Dewan Syuro PKB, presiden, 
hingga lengser dari kursi kepresidenan. Dalam oposisi, ia 
mengajarkan kita agar senantiasa bersikap teguh dan militan 
dalam memperjuangkan suatu prinsip. 

Oposisi demokrasi yang dilakukan Gus Dur dicontohkan 


dan dilakukan, misalnya, terhadap KPU yang menganulir 
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pencalonan dirinya sebagai presiden karena alasan kesehatan, 
kepada PKB yang dipimpin Muhaimin yang tak lain ialah 
mantan orang dekatnya, dan kepada gagasan mainstream 
ketika ia menjadi presiden. 

Saat menjadi presiden, Gus Dur sering kali melontarkan 
gagasan perihal prinsip-prinsip negara Pancasila yang modern 
dan humanis kerakyatan agar setiap warga memiliki hak hidup 
secara politik, dan ia juga mengusulkan pencabutan Tap MPRS 
No. XXXV tahun 1966 yang berkaitan dengan kasus 1965, yang 
berimplikasi mendiskualifikasi mantan orang-orang PKI, dan 
orang-orang yang di-PKI-kan oleh penguasa. 

Oposisi Gus Dur yang paling berkesan di hati anak- 
anak muda NU khususnya, dan masyarakat Indonesia 
pada umumnya, ialah oposisi demokrasi kerakyatan yang 
dilakukannya terhadap rezim Soeharto. Oposisinya dilakukan 
dalam banyak hal: kasus Kedungombo, menjadi ketua Fordem, 
melawan rekayasa rezim Soeharto dalam Muktamar Cipasung 
pada tahun 1994, menolak pencalonan kembali Soeharto 
sebagai presiden yang oleh Gus Dur diubah menjadi loyalitas 
kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam apel akbar tahun 1992, 
dan masih banyak lagi. 

Sejumlah warisan kebijakan Gus Dur sewaktu menjadi 
presiden yang berumur pendek juga sangat berkesan. Usulnya 
untuk mencabut Tap MPRS No. XXXV tahun 1966 ialah 
warisan kebijakannya yang sangat brilian untuk menjaga 
martabat bangsa Indonesia. Selain itu, warisan kebijakannya 


ialah pertama, menggeser jabatan-jabatan politik yang selalu 
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diisi oleh orang-orang militer, dan memasukkan orang-orang 
sipil ke dalam jabatan-jabatan tersebut. 

Kedua, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Teritorial. 
Dengan perubahan ini, profesionalisme militer ditingkatkan 
dengan cara mengurangi peran militer dari persoalan 
non-militer. Ketiga, memisahkan jabatan Menhan dengan 
Menkopolkam, dan penempatan orang sipil di jabatan 
Menhan. Keempat, realisasi pemisahan TNI-POLRI yang 
gagasan awalnya sudah muncul di kalangan TNI, tetapi sampai 
tahun 1999, POLRI masih berada di bawah komando ABRI. 

Kelima, penghapusan hak prerogatif militer dengan 
menghapus Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan dan 
Pemantapan Nasional) yang dahulu menjadi pengganti 
Kopkamtip (Komando Operasi Pemulihan dan Keamanan). 
Keenam, penghapusan kebijakan Litsus (meneliti seseorang 
terlibat PKI atau tidak) yang sering kali dijadikan alat rezim 
Orde Baru untuk menekan lawan-lawan politiknya. Ketujuh, 
pengakuan Konghucu dan tradisi orang-orang Tionghoa se- 
hingga hak-hak mereka kembali setelah sekian lama “dikebiri” 
rezim Soeharto.' 

Dalam hal ini, Gus Dur mengajarkan kepada manusia- 
manusia Indonesia agar bersikap teguh dalam memegang 
prinsip sehingga kita dapat menjadi negara beradab dan 


bermartabat, serta tidak hanya mementingkan kekuasaan. 


1 Lihat Khamami Zada (Ed.), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan (Jakarta: 
Lakpesdam, 2002); A. Malik Haramain, Gus Dur, Militer, dan Politik (Yogyakarta: LKiS, 
2004); Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010); dan lain-lain. 
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Gus Dur—menurut pengakuannya—tidak melupakan 
pelengseran dirinya, tetapi ia sudah memaafkan, sebagai- 
mana diwawancarai dalam acara Kick Andy yang sudah beredar 
luas. Ia mementingkan manusia Indonesia, mendahulukan 
kepentingan nasional, dan tidak peduli terhadap kekuasaan. 
Alhasil, ia tetap lengser tanpa pertumpahan darah, padahal 
situasinya sudah sangat memburuk. Hanya saja, Gus Dur 
menyebut bangsa Indonesia sebagai “bangsa penakut”, karena 
selalu membiarkan orang-orang yang bersalah.” 

Di antara warisan Gus Dur yang paling berharga untuk 
bangsa Indonesia, dan akan terus menjadi sumber inspirasi 
bagi manusia-manusia kreatif Indonesia ialah tulisan- 
tulisannya. Warisan Gus Dur ini akan terus dikenang, dibaca, 
dan dimaknai oleh manusia-manusia kreatif Indonesia. 
Tulisan-tulisannya telah tersebar di berbagai media: majalah, 
buku, koran, dan sebagainya. 

Saat ini, setidaknya tulisan-tulisan Gus Dur telah berhasil 
dikumpulkan dan diterbitkan oleh LKiS, Wahid Institute, 
Desantara, Kompas, dan Leppenas. Di luar itu, tentu masih 
ada tulisan-tulisan lain yang belum diterbitkan, dan belum 
dipublikasikan secara luas—sebagaimana saya temukan— 


yang di antaranya untuk bahan penulisan tema buku ini. 


* Wawancara Gus Dur dengan Kick Andy di Metro TV, diputar kembali oleh orang- 
orang yang memperingati hari-hari wafatnya Gus Dur di berbagai tempat. Saya melihat 
ini di Yogyakarta yang salah satunya diselenggarakan oleh Aji Damai (Aliansi Jogja untuk 
Indonesia Damai) bertempat di LKiS, PSI UII, dan lain-lain dalam memperingati 7 hari 
meninggalnya Gus Dur. 
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Tulisan-tulisan Gus Dur tentu sangat inspiratif, meng- 
gugah manusia-manusia Indonesia untuk berpikir maju, 
dengan tetap tidak melupakan tradisi masa lalu. Ia menekankan 
pentingnya kepentingan nasional, bangsa, dan umat. Gus Dur 
menyatakan, negara Pancasila ialah perjanjian luhur, yang bisa 
menjadi titik temu di antara berbagai kelompok, meskipun 
ia secara pribadi mengakui adanya ketegangan-ketegangan 
hubungan antara kelompok-kelompok (terutama Islam) 
dengan Pancasila. Tetapi, ia menyebutkan bahwa ketegangan 
itu bisa menjadi kreatif apabila ada kedewasaan masing- 
masing kelompok, dan sikap mendahulukan kepentingan 
nasional di atas kepentingan kelompok. 

Tidak dimungkiri, warisan Gus Dur berupa tulisan, sikap, 
dan wacana yang dikembangkannya di Indonesia telah tercatat 
dan membekas di dalam sanubari masyarakat Indonesia. 
Pemakaman Gus Dur di Jombang pada 31 Desember 2009 yang 
dijubeli oleh puluhan ribu orang benar-benar menjadi saksi. Di 
seluruh pelosok Tanah Air, berbagai lapisan masyarakat dari 
beragam etnik dan ideologi turut mendoakan, mengiringi, 
dan mengenangnya. Pembacaan tahlil, penyalaan lilin, serta 
berbagai ritual lain tentu menunjukkan dengan sangat jelas 
betapa Gus Dur sangatlah berharga bagi masyarakat Indonesia. 

Meski begitu, saya secara pribadi mengakui bahwa setelah 
Gus Dur dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, musuh- 
musuhnya tetaplah ada. Tetapi, kebesaran nama Gus Dur 
sebagai “guru bangsa” sepertinya telah menenggelamkan 


semua cerita negatif yang sering kali dilontarkan oleh orang- 
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orang yang tidak sejalan dengan sikap dan pemikirannya. 
Maka, secara otomatis, posisi Gus Dur sebagai guru bangsa 
memang telah lekat di hati manusia-manusia kreatif Indonesia. 

Pada saat ini, beragam cara dilakukan orang untuk 
mengekspresikan penghormatan terhadap Gus Dur setelah 
ia meninggal dunia: dari orang-orang yang benar-benar 
tulus mengakui kebesaran tokoh ini hingga orang-orang 
yang sekadar menjual namanya untuk memperoleh pundi- 
pundi uang pribadi; dari orang-orang yang berkeinginan 
mengumpulkan para Gusdurian hingga yang sekadar membeli 
kembali buku-buku Gus Dur; dari yang sekadar mencari rezeki 
dengan menjadikan Gus Dur sebagai merek produk tertentu 
hingga orang-orang yang terus mengunjungi makam Gus Dur; 
dari orang-orang yang menjadikan Gus Dur sebagai objek 
seni rupa dan kolase hingga orang-orang yang terus diberi 
bimbingan Gus Dur meski tokoh ini sudah meninggal. Mereka 
mengekspresikan pemaknaan-pemaknaan subtil yang laten 
tentang Gus Dur, karena ia sudah menjadi milik publik dan 
guru bangsa. 

Gus Dur akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi 
manusia-manusia Indonesia, yaitu bagi mereka yang lebih 
mementingkan kualitas, isi, dan martabat bangsa, bukan 
hanya mementingkan citra dan tebal muka. Gus Dur ialah 
guru bangsa bagi orang-orang yang tidak silau dengan tebal 


muka dan citra, apalagi kekuasaan. 
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B. Gus Dur sebagai Guru Kaum Nahdliyin 


Gus Dur berasal dari pesantren dan komunitas kaum 
Nahdliyin. Di komunitas ini, ia merupakan guru besar bagi 
kaum muda dan para kiai. Tentunya, merupakan hal lumrah 
apabila di kalangan NU tetap ada orang yang tidak suka dan 
tidak sepaham dengannya. Ketidaksepahaman itu pastinya 
tidak akan mampu mengurangi kebesaran, dan menurunkan 
kedudukannya sebagai guru besar bagi kaum Nahdliyin, 
terutama bagi kaum muda NU dan kiai-kiai NU. 

Posisi Gus Dur sebagai guru besar kaum Nahdliyin 
tidaklah bisa diperdebatkan sebagaimana orang memper- 
debatkan wajib dan tidaknya mendirikan negara Islam. Kalau 
diibaratkan sebuah bangunan pesantren di perkampungan 
tengah sawah dengan satu jendela dan satu pintu, Gus Dur 
ialah mantan anak pesantren yang pernah mengembara. Ia 
kemudian kembali, dan menjadi guru di pesantren itu. Ia 
melakukan berbagai perbaikan dengan tidak merobohkan 
pesantren itu. Artinya, ia tetap membiarkan fondasi pesantren 
seperti sediakala. Ia tahu bahwa pesantren tersebut telah 
dibangun dengan kokoh, dan dengan mempertimbangkan 
perjalanan sejarah manusia nusantara sejak ratusan tahun 
lalu. 

Sebagai guru yang pernah mengembara; melihat 
kampung-kampung sekitar; melihat jalan-jalan di berbagai 
tempat; dan melihat peradaban di berbagai belahan dunia, 


Gus Dur menginisiasi pembuatan jendela-jendela lebih banyak 
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lagi di pesantren agar para murid melihat bahwa dunia luar 
itu tidaklah hanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang ada 
di depan satu jendela dan satu pintu. Jendela-jendela baru 
diperlihatkan kepada murid-murid, dan selanjutnya mereka 
mendiskusikan bahwa ternyata dunia luar memang tidak 
seperti sesuatu yang terlihat di depan satu jendela awal. Dunia 
luar ternyata ada di depan kiri kita, di atas kita, di belakang 
kita, dan di berbagai penjuru di sekitar kita. 

Setelah para murid ditunjukkan cakrawala luar, Gus 
Dur membekali mereka dengan berbagai pengetahuan 
kritis tentang dunia luar itu, tentunya dengan tetap tidak 
meninggalkan tradisi yang berkembang di pesantren. Ia tetap 
mengajarkan tradisi cium tangan untuk menghormati orang 
yang lebih tua, melakukan suluk, ziarah ke makam leluhur 
dan para wali, dan sebagainya. Setelah ia menjelaskan banyak 
hal untuk membekali para murid, selanjutnya mereka disuruh 
melewati pintu-pintu yang dibuatnya bersamaan dengan 
jendela itu. Murid-murid menjadi para salik di dunia sosial 
sebagaimana Gus Dur melakukannya, dengan mewariskan 
sikap, wacana, dan tulisan yang dapat dikaji. 

Para murid telah banyak berlari menjadi diri mereka 
sendiri. Ada yang mengenal dunia luar terlalu jauh hingga 
melupakan akar dari pesantren. Ada yang mengenal dunia 
luar terlalu jauh, dan kemudian menyadari perlunya akar dari 
pesantren itu, dan mereka menggabungkan keduanya. Ada 
yang mempelajari Gus Dur, dan hanya mendengarkan kisah 


Ken Arok dan Kebo Ijo dengan melupakan yang lain, dan 
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ditambahi “gula-gula” oleh mereka yang ingin agar komunitas 
pesantren berantakan, kemudian menikam sang guru besar 
dengan berbagai alasan. Ada pula yang meneruskan tradisi 
spiritual Gus Dur, tetapi melupakan suluk yang dilakukannya, 
dan tetap berpijak pada dialektika sosial, serta kemudian 
menggantinya dengan memanggil ruh Gus Dur untuk diajak 
wawancara. Ada yang kemudian menjadi tokoh-tokoh kecil 
berbaju pemberdayaan masyarakat, yang karena terlalu 
lamanya berkuasa lantas lupa bahwa atas jasa guru besar itu, 
mereka bisa berhubungan dengan dunia luar. Dan, karena 
sudah lupa diri, mereka selanjutnya menjadi raja-raja kecil 
yang tidak melakukan regenerasi, dan masih banyak lagi. 

Para murid itu beragam dan berfaksi-faksi. Terkadang 
satu sama lain bisa bekerja sama. Tetapi, ada juga yang satu 
sama lain saling memakan, menelikung, dan semacamnya. 
Meski demikian, semua murid ini mengakui jasa-jasa sang 
guru ketika menginisiasi untuk membuka jendela-jendela dan 
pintu-pintu baru pesantren di tengah perkampungan sawah 
itu. Para murid telah berhasil menjadi diri mereka sendiri, dan 
terkadang memetik keuntungan dari nama besar Gus Dur, 
dan bisa jadi mereka belum berbuat sesuatu yang nyata untuk 
sang guru. Begitulah, bagaimanapun Gus Dur ialah guru besar 
kaum Nahdliyin, meskipun juga tetap ada orang di kalangan 
NU yang tidak sepaham dengannya. 

Kalau ada sesuatu yang perlu disebut, para murid masih 
memiliki utang budi yang harus dibayar, yaitu meneruskan 


warisan-warisan dan cita-cita Gus Dur. Cita-citanya ialah 
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membangun Indonesia yang lebih bermartabat; Indonesia 
yang memanusiakan manusia; Indonesia yang bisa menyejah- 
terakan rakyat; Indonesia yang tidak melupakan masa lalu, 
dengan tetap mengambil hal-hal baru yang bermanfaat 
dan progresif; Indonesia yang menghargai kebebasan dan 
perbedaan pendapat; Indonesia yang harus menegakkan 
supremasi hukum, bukan hanya taat hukum; Indonesia yang 
mementingkan isi, kualitas, substansi, bukan terus-terusan 
menumpuk citra kebaikan dengan mengganti kebopengan dan 
kepalsuan; Indonesia yang tetap memerhatikan nasib wong 
cilik; dan seterusnya. 

Ketika guru besar Nahdliyin itu sudah meninggal, 
menurut Kiai Saleh, masih saja terdapat murid-murid yang 
memanfaatkannya dengan “menjual” kebesaran nama sang 
guru untuk keuntungan pribadi, bukan untuk membangun 
komunitas dan martabat kaum Nahdliyin. Kiai Saleh 
lantas tertawa dan bertanya dalam dirinya, “Beginikah cara 
memperlakukan Gus Dur? Bukan hanya ketika hidup, tetapi 
juga ketika sudah di alam kubur pun, mereka masih terus 
menerus “menyusu”. Kapan mereka menjadi dewasa?” 

Ya, Kiai Saleh tertawa kembali. Orang-orang itu, yang 
dimaksudkan Kiai Saleh, rambut mereka sudah mulai 
memutih, tetapi perilaku mereka belum dewasa. Mereka, 
oleh Kiai Saleh, diistilahkan sebagai “keduluan pintar, 
tetapi terlambat dewasa.” Menurut Kiai Saleh, janganlah 
kita mengikuti mereka, tetapi kita mesti terus berjuang me- 


wujudkan dan meneruskan cita-cita Gus Dur. 
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C. Gus Dur dan Buku Ini 


Buku ini ingin memperkenalkan dan membaca kembali 
pemikiran Gus Dur tentang Pancasila, penolakannya ter- 
hadap negara Islam, dan gagasannya tentang hukum Islam. 
Tema ini menjadi penting: pertama, setelah sepuluh tahun 
lebih reformasi, ketika arus neoliberal semakin gencar, ketika 
gebyar korupsi justru dilakukan para elite yang diberi mandat 
untuk mengurus rakyat, ketika keran kebebasan mendirikan 
partai dibuka, dan ketika praktik-praktik pragmatisme terus 
mengguyur jagat politik kita, hampir-hampir tak ada lagi orang 
tertarik membicarakan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan 
dengan keadilan sosial, persatuan, dan sebagainya. 

Setelah saya telusuri, dalam pemikiran Gus Dur, gagasan 
tentang Pancasila ini sangat urgen dan signifikan untuk 
dipikirkan kembali. Di antara poin pentingnya ialah Gus 
Dur menolak liberalisme (tetapi menerima beberapa sisi 
kemanusiaannya), menolak teokrasi (tetapi mengakomodasi 
sebagiannya), dan keinginannya ialah menjaga kepentingan 
nasional yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, 
dengan tetap mengutamakan rakyat dan keadilan. Apalagi 
ketika rezim Soeharto masih berkuasa, orang membicarakan 
Pancasila terasa sangat tabu. Sementara, Gus Dur justru men- 
jadikan gagasan tentang Pancasila menjadi penting untuk 
dikembangkan lantaran keterkaitannya dengan kehidupan 


rakyat pada masa depan. 
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Kedua, semakin maraknya gerakan-gerakan Islam yang 
menawarkan gagasan khilafah, pemurnian, negara Islam, dan 
penerapan syariat Islam, yang sebagiannya telah merembes ke 
kalangan Nahdliyin, meskipun saat ini agaknya sudah mulai 
tidak segencar dahulu. Pada saat bersamaan, di kalangan 
kaum Nahdliyin sudah sejak sepuluh tahun terakhir, menurut 
informasi yang saya dengar di beberapa tempat, belum ada lagi 
kaderisasi masyarakat NU, karena pemimpinnya sibuk Pilkada 
dan terlibat dalam politik praktis. Meski begitu, persoalan 
kaderisasi itu sempat dipikirkan kembali di Muktamar NU di 
Makassar pada akhir Maret 2010, meskipun sebenarnya, kaum 
muda NU di berbagai tempat sudah sejak lama melakukan 
kaderisasi. 

Pendangkalan kaderisasi diiringi oleh arus pragmatisme 
politik dan elite, di mana dasar-dasar kebangsaan kita 
bernama Pancasila disambilalukan, diguyur, dan dikaburkan 
oleh sebagian orang yang masuk ke dalam gerakan-gerakan 
Islam yang mengesahkan pemakaian kekerasan atas nama 
Islam, dikaburkan oleh korupsi, dan kebopengan lain oleh elite 
politik. Pendangkalan itu mulai mengkhawatirkan dengan 
adanya ketakutan terhadap “menjaga hal lama yang baik, 
dan mengambil hal baru yang lebih baik”, karena kreativitas 
di kalangan anak muda sebagiannya dimusuhi atas stigma- 
stigma Islam liberal, Syi'ah, dan lain-lain. 

Bahkan, sebagian kalangan muda mulai ada yang 
khawatir, di sebagian kecil kalangan NU kembali muncul 


imajinasi tentang Piagam Jakarta dalam model yang lain, 
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terutama masuknya sebagian mereka ke organisasi-organisasi 
yang memakai gaya Wahhabi, dengan beragam alasan. Padahal, 
NU telah menuntaskan hal tersebut sejak tahun 1984, ketika 
Muktamar NU ke-27 di Situbondo telah jelas menerima sah 
dasar Pancasila. Sekarang, sudah waktunya berbicara tentang 
kepentingan nasional, nasib rakyat bawah, dan dialektika 
global. Apalagi Tiongkok, Rusia, India, dan Brazil sudah mulai 
harus diperhitungkan secara benar. Sebuah bangsa yang 
bersikap membebek kepada negeri pusat kapitalis merupakan 
tendensi yang keliru. Maka, sekarang sudah saatnya bagi 
negara Pancasila menjadi progresif. 

Untuk sampai ke arah progresif tersebut, salah satu hal 
terpenting yang mesti dilalui ialah membicarakan dan mem- 
perkenalkan kembali Pancasila, menolak negara Islam, dan 
membincang masalah hukum Islam di tengah kebangsaan— 
sebagaimana digagas Gus Dur. Pemikiran-pemikiran Gus Dur 
tentang hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Apalagi, 
posisi Gus Dur di kalangan kaum Nahdliyin sangat dihormati 
sehingga membicarakan pemikirannya menjadi relevan di 
tengah kondisi seperti sekarang. 

Gus Dur menginginkan progresivitas negara Pancasila, 
dan menerimanya sebagai suatu perjanjian luhur, yang 
ternyata juga didorong oleh ijtihadnya yang tidak menemukan 
konsep negara Islam setelah mencarinya sepanjang hayat. 
Bagi kaum muslim, tentu ada pertanyaan: “Bagaimana hukum 
Islam di mata Gus Dur, kalau ia mengakui dan menerima 


negara Pancasila?” Buku ini ingin memberikan penjelasan 
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terkait masalah tersebut yang boleh jadi setiap orang bisa 
berbeda satu sama lain atas penjelasan dan penarasian yang 
saya lakukan. 

Sengaja buku ini ditulis tidak terlalu tebal agar mudah 
dicerna. Dan, tentunya tidak membutuhkan waktu terlalu 
lama untuk membacanya. Di buku ini, sengaja saya tidak lagi 
membahas biografi Gus Dur. Sebab, menurut saya, persoalan 
tersebut sudah banyak beredar, baik di internet maupun buku 
yang ditulis Greg Barton berjudul Biografi Gus Dur' sehingga 
kalau ingin melihat biografi Gus Dur dapat langsung membaca 
karya Greg Barton itu. 

Dalam buku ini, saya langsung memperkenalkan sumber- 
sumber tulisan dan tema-tema pemikiran Gus Dur, kemudian 
menjelaskan gagasannya tentang Pancasila, penolakannya 
terhadap konsep negara Islam, termasuk pula soal gagasannya 
tentang hukum Islam di tengah kebangsaan Indonesia. 

Setelah itu, saya membaca gagasan Gus Dur dilihat dari 
kerangka besar dasar-dasar progresivitas, representasinya 
dari dialektika gagasan yang mewakili kaum Nahdliyin untuk 
Indonesia, pikirannya tentang model kebangkitan kaum 
Islam di dalam kerangka ke-Indonesia-an, serta konsistensi 
gagasannya, dan setelah itu melanjutkan gagasan progresivitas 
negara Pancasila yang digagas Gus Dur sebagai kerja-kerja 


berkelanjutan yang belum selesai. 


3 Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2003). 
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Dengan cara tersebut, saya bermaksud memperkenalkan 
kembali gagasan Gus Dur untuk menggugah apa yang di- 
istilahkan oleh KH. Achmad Shidiq sebagai “ibarat makanan, 
barang sudah kita kunyah bertahun-tahun, kok sekarang 
diributkan” oleh sebagian orang.* Konteksnya sekarang 
ialah “disambilalukan, nyaris terlupakan” di tengah arus 
pragmatisme elite dan kebopengan-kebopengan yang di- 
bungkus dengan citra sok santun dan sok shalih; di tengah 
negara yang acap kali dikalahkan oleh orang-orang yang meng- 
gunakan kekerasan atas nama agama, dengan menghancurkan 
toleransi dan dasar-dasar kebersamaan untuk menjadi bangsa. 
Ya, barang itulah yang bernama Pancasila, yang menjadi 
dasar negara kita, Indonesia, yang nyaris kita lupakan, dan 


menghadapi berbagai tantangan internal dan global. 


* Saifullah Ma'shum (Ed.), Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU 
(Bandung: Mizan, 1998), hlm. 363. 
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BAB 2 


SUMBER TULISAN DAN TEMA-TEMA 
PEMIKIRAN GUS DUR 


A. Sumber-Sumber Tulisan Gus Dur 


Di kalangan rakyat, dari anak-anak hingga mbah-mbah, 
nama KH. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur 
begitu terkenal. Dikenalnya Gus Dur oleh khalayak Indonesia, 
karena banyolan-banyolannya dalam melakukan artikulasi 
gagasan sangatlah inspiratif, seperti yang tampak dalam 
berbagai tulisannya. Bahkan, sosok Gus Dur juga sangat 
mendunia. Sayangnya, meskipun kredibilitasnya diakui dunia, 
pada masa-masa senja, ia justru “ditelikung” habis-habisan 
oleh lawan-lawan politik dan para mantan anak asuhnya 
sendiri. 

Meskipun demikian, bagi masyarakat Indonesia, Gus 
Dur tetap dipandang sebagai guru bangsa. Tidak heran, 
ketika pemakamannya berlangsung, puluhan ribu orang ber- 


datangan dari berbagai kota. Sebagai guru bangsa, selain sikap 
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dan ketokohannya, ia juga sudah meninggalkan khazanah 
intelektual dalam bentuk tulisan-tulisan, yang sebagian- 
nya telah dibukukan oleh beberapa penerbit, seperti LKiS, 
Desantara, Wahid Institute, Leppenas, dan Kompas. 

Di luar lima penerbit tersebut, tentu masih ada penerbit 
yang lain, dan banyak lagi dari beberapa tulisan Gus Dur yang 
belum diterbitkan dalam bentuk buku. Meski begitu, harus 
diakui bahwa hampir semua tulisannya yang dipublikasikan 
oleh kelima lembaga itu, sudah mewakili hampir keseluruhan 
tulisan Gus Dur. 

Buku-buku yang mengumpulkan tulisan-tulisan Gus Dur 
sebagaimana telah disebutkan, bisa dirinci sebagai berikut: 
1. Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000); 
Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999); 

Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007); 
Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998); 

Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Yogyakarta: Ihe Wahid 
Institute, 2006); 

6. Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama 

Era Lengser (Yogyakarta: LKiS, 2002); 

7. Membaca Sejarah Nusantara: Membaca 25 Sejarah Kolom 

Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010);” 

8. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Yogyakarta: 

Desantara, 2001); 


Maa a 


? Tulisan ini merupakan pecahan dari kumpulan tulisan No. 6. 
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9. Menggerakkan Tradisi (Yogyakarta: LKiS, 2001, 2007, 
2010); 

10. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LKiS, 
1997, 2000, 2010): 

11. Muslim di Tengah Pergumulan (Yogyakarta: Leppenas, Juli 
1983): 

12. Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: Kompas, 
2010): 

13. Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat (Jakarta: Kompas, 
2007). 


Tulisan-tulisan yang dihimpun tersebut dikumpulkan 
dalam bentuk tema-tema, dan berdasarkan sumber tulisan, 
bukan berdasarkan tahun urutan pertama sampai tahun 
terakhir tulisan. Misalnya, buku Kiai Nyentrik Membela 
Pemerintah, berisi kolom-kolom yang berkaitan dengan sosok- 
sosok kiai dalam pandangan Gus Dur. Buku-buku yang lain 
juga dikumpulkan berdasarkan tema-tema tertentu. 

Sebagaimana saya sebutkan, tidak semua transkrip, 
wawancara, dan tulisan Gus Dur ada dalam kumpulan tulisan 
yang dipublikasikan oleh kelima lembaga tersebut, yang 
notabene diorganisasi oleh anak-anak muda Nahdliyin (kecuali 
Leppenas dan Kompas). Saya telah menelusuri, meskipun 
tentu tidak semuanya bisa terlacak, ada beberapa tulisan 


lain yang masih tercecer. Beberapa daftar saya tulis untuk 


ê Dua buku yang diterbitkan Kompas masih mudah dicari di beberapa toko buku. 
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menunjukkan tulisan-tulisan yang belum dipublikasikan oleh 


kelima lembaga tersebut. Berikut ialah rinciannya: 


1. 


“NU Memasuki Abad Modern” (LTNU Cab. Gresik, 
1986). Tulisan ini merupakan transkrip penting dari 
ceramah Gus Dur di depan PCNU Cabang Gresik yang 
membicarakan soal NU, Pancasila, dan Islam Indonesia: 
“Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan Kehidupan 
Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Peny.), 
Pancasila sebagai Ideologi (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), 
“Letakkan Fondasi Hukum di Negeri Kita”, dalam tabloid 
Warta, edisi Juli 1996: 

“Kepentingan Nasional Adalah Kepentingan Islam”, 
wawancara dalam Majalah Aula, edisi Desember 1991: 
“Letak Umat Islam dalam Arus Masyarakat Indonesia”, 
dalam Majalah Aula, edisi Desember 1991: 

“NU, Politik, dan Tradisi Akhlak” dalam Tim Wartawan 
Harian Surya, Ke mana NU (Surabaya: Harian Surya, 
1989), 

“Islam, Ekspresi Spiritual atau Ajaran Kekuasaan”, dalam 
Tim Wartawan Harian Surya, Ke mana NU (Surabaya: 
Harian Surya, 1989), 

“Konfusianisme di Indonesia”, pengantar buku Lasiyo, 
dkk., Pergulatan Mencari Jati Diri, Konfusianisme di 
Indonesia (Yogyakarta: Interfidei, 1995), 


#5: NUR KHALIK RIDWAN 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


“Benar-Benar Pengantar”, pengantar buku Zuhairi 
Misrawi, Al-Qur'an Kitab Toleransi (Jakarta: Fithrah, 
2007): 

“Benarkah Kiai Membawa Perubahan Sosial”, pengantar 
dalam buku Hiroko Horikosi, Kiai dan Perubahan Sosial 
(Jakarta: P3M, Tanpa Tahun), 

“Saya Ingin Cepat Pensiun, Lalu Menulis”, dalam tabloid 
Warta, edisi Desember 1993: 

“NU Tidak Ada Urusan dengan PPP”, dalam tabloid Warta, 
edisi Mei 1997: 

“Mega Tak Butuh Bantuan PPP”, dalam tabloid Warta, 
edisi Juni 1997, 

“Mencari Sintesa Agama-Negara”, dalam Pengantar 
buku YB. Sudarmanto, A. Ariobimo Nusantara, dan R. 
Masri Sareb Putra, H. Matori Abdul Jalil: Dari NU untuk 
Kebangkitan Bangsa (Jakarta: Grasindo, 1999), 

“Postra di NU?”, pengantar dalam buku Rumadi, 
Postradisionalisme Islam (Cirebon: Fahmina Institute, 
2008), 

“Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi”, pengantar 
dalam buku Alwi Shihab, Islam Sufistik (Bandung: Mizan, 
2001), 

“Subchan dan Nahdlatul Ulama”, dalam Kompas, 27 
Februari 1972: 

“Musuh dalam Selimut”, pengantar dalam buku Ilusi 
Negara Islam (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 
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19. “Masalah Segregasi Agama”, dalam Pelita, 4 November 
1990; 

20. “Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama”, dalam 
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Passing Over 
(Jakarta, 1998); 

21. “Teori Praktik Kebijakan Ekonomi”, dalam Anonim, Dari 
Para Ulama Menuju NU yang Benar (Jakarta: Tanpa Nama 
Penerbit, 2004); 

22. “Pembangunan Ekonomi dan Liputannya”, dalam Anonim, 
Dari Para Ulama Menuju NU yang Benar (Jakarta: Tanpa 
Nama Penerbit, 2004): 

23. “Hubungan Antar Agama: Dimensi Internal dan 
Eksternal”, dalam buku Dialog: Kritik dan Identitas Agama 
(Yogyakarta: Dian Interfidei, 1994): 

24. “Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama”, 
dalam Kompas, 26 September 1985, 

25. “Hassan Hanafi dan Eksperimentasinya”, pengantar dalam 
buku Kazhuo Shimogaki, Kiri Islam (Yogyakarta: LKiS, 
1993, 1994, 1997, 2000, 2001, 2003), 

26. “Di NU, Bungkus Lebih Penting daripada Substansinya”, 
dalam jurnal Taswirul Afkar, No 19, tahun 2006: 

27. “Pengantar”, dalam Greg Fealy dan Greg Barton, 
Tradisionalisme Radikal (Yogyakarta: LKiS, 1997), 


7 Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 
2002), hlm. 398. 
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28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


“Martin van Bruinessen dan Pencariannya”, pengantar 
dalam buku Martin van Bruinessen, Kitab Kuning 
Pesantren dan Tarekat (Mizan: Bandung, 1995, 1999); 
“Indonesias Muslim Middle Class: An Imperative or a 
Choice”, dalam Kanter and Young (Ed.), The Politics of 
Middle Class Indonesia;* 

“Menatap Pangkalan-Pangkalan Pendaratan Menuju 
Indonesia yang Kita Cita-citakan”, dalam Imam Waluyo 
dan Kans Kleden (pewawancara dan editor), Indonesia Kini 
dan Esok (Jakarta: Leppenas, 1980); 

“Fiqh Permusyawaratan/Perwakilan”, dalam Masdar F. 
Mas'udi, (Ed.) Fiqh Permusyawaratan Perwakilan (Jakarta: 
P3M-RMI-Pesantren Cipasung, Tanpa Tahun); 

“Islam, Anti Kekerasan dan Transformasi Nasional”, 
dalam Abdurrahman Wahid, dkk., Islam Tanpa Kekerasan 
(Yogyakarta: LKiS, 1998); 

“Percakapan dengan Abdurrahman Wahid”, dalam Budhy 
Munawar-Rachman (Ed.), Membela Kebebasan Beragama 
(Jakarta: Paramadina, 2010); 

“Romo Mangun Wijaya dan Moral Absolut”, dalam Th. 
Saumartana, dkk. (Peny.), Mendidik Manusia Merdeka 
(Yogyakarta: Interfidei, 1995); 

“Pengamat yang Terlibat”, dalam Mohammad Sobary, 
Kang Sejo Melihat Tuhan (Jakarta: Gramedia, 1993); 


8 Robert W Hefner, ICMI dan Perjuangan Kelas Menengah di Indonesia (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 1995), hlm. 83. 
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36. 


37. 


38. 


“Aspek Religius Agama-Agama di Indonesia dan 
Pembangunan", dalam M. Masyhur Amin, Moralitas 
Pembangunan Perspektif Agama-Agama di Indonesia 
(Yogyakarta: LKPSM, 1994); 

“Sumbangan Agama-Agama dalam Menopang 
Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia”, 
dalam Pradjarta Dirjosanjoto (Ed.), 90 Menit Bersama Gus 
Dur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006); 

“Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, dalam Masdar 
F. Mas'udi, Agama Keadilan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1991). 


Selain tulisan-tulisan tersebut, saya juga melacak 


kutipan-kutipan yang diriwayatkan orang tentang Gus Dur, 


di luar tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan atas nama 


Gus Dur. Di antaranya, saya menemukan kutipan-kutipan 


pendek yang disandarkan kepada Gus Dur, terutama dalam 


buku-buku berikut: 


i 


Buku-buku yang menghimpun humor Gus Dur, di 
antaranya ditulis oleh M. Mas'ud Adnan, Gus Dur Hanya 
Kalah dengan Orang Madura (Harian Bangsa, 2001): 
Tim Penyusun, 50 Anekdot Gus Dur (Yogyakarta: Java 
Publishing, 2010): Sihabudin Raso, 69x Tertawa Bersama 
Gus Dur (Jombang, Tebuireng, 2010): AS. Rozi Macho, 


? Untuk sementara daftar ini saya cukupkan sampai No. 38. Saya dan Komunitas 


Tanah Air sedang melacak lagi sambil proses mempersiapkan tulisan-tulisan Gus Dur 


yang tercecer itu bisa dikumpulkan dan dibaca publik dalam sebuah buku utuh. 
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1). 


Gus Dur: Biografi, Anekdot, Joke-Joke Segar, dan Humor- 
Humornya (Tanpa Kota: Pustaka A'lam, 2010): dan lain- 
lain: 

Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia 
(Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), yang banyak menukil 
soal Pancasila: 

Robert W Hefner, Civil Islam (Jakarta: ISAI, 2000): 

Ali Yahya, Gus Dur di Mata Adik-adiknya (Jombang: 
Tebuireng, 2010): 

Ahmad Mubarok Yasin dan Fathurrahman Karyadi, Gus 
Dur di Mata Keluarga dan Sahabat (Jombang: Tebuireng, 
2010): 

Ahmad Suaedy dan Subhy Azhary, Gus Dur Memilih 
Kebenaran daripada Kekuasaan: Wawancara dengan Syarif 
Utsman Yahya (Jakarta: WI, 2007): 

Elyasa KH. Darwis, Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil 
(Yogyakarta: LKiS, 1994, 1997): 

Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2003): 
Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal 
(Yogyakarta: LKiS, 1997): 


. Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama (Yogyakarta: LKiS, 2003), 
11. 


Laode Ida, Kaum Muda NU dan Sekularisme Baru (Jakarta: 
Erlangga, 2004); 

Kacung Marijan dan Ma'mun Murod al-Brebesy, 
Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan 
Negara (Jakarta: Grasindo, 1999); 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


13. Imron Hamzah dan Choirul Anam (Peny.), Sebuah Dialog 
Mencari Kejelasan Gus Dur Diadili Kiai-Kiai (Surabaya: Jawa 
Pos, 1989); 

14. Gus Nuril Soko Tunggal dan Khoirul Rasyadi, Ritual Gus 
Dur dan Rahasia Kewaliannya (Yogyakarta: Galang Press, 
2010); 

15. Mahfudh MD, Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi 
Menteri di Saat Krisis (Jakarta: Murai Kencana, 2010); 

16. Mohammad Sobary, Jejak Guru Bangsa (Jakarta: 
Gramedia, 2010). 


Dalam buku-buku tersebut, Gus Dur dikutip dengan 
kode wawancara atau transkrip dalam sebuah diskusi, tentu 
dengan beragam tema sesuai dengan kepentingan isu yang 
diangkat oleh para penulis yang mengarang buku-buku 
tersebut. Kutipan-kutipan itu berdasarkan wawancara para 
penulis dengan Gus Dur, dan kesaksian-kesaksian tertentu 


yang sifatnya terkadang personal. 


B. Tema-Tema Pemikiran Gus Dur 


Di antara tulisan-tulisan yang dikumpulkan oleh kelima 
lembaga, dan yang belum dilacak, serta telah saya susun 
daftarnya tersebut, pemikiran Gus Dur bisa dikelompokkan 
ke dalam beberapa tema pemikiran. Tulisan-tulisan Gus Dur 
yang diterbitkan LKiS, kecuali buku Prisma Pemikiran Gus Dur 


dipecah ke dalam tema-tema tertentu. Sementara, Prisma 


alan, 
a 
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Pemikiran Gus Dur tidak dikelompokkan ke dalam tema-tema 
tertentu, tetapi hanya dikumpulkan berdasarkan tulisan yang 
pernah dimuat di jurnal Prisma. 

Dari tulisan-tulisan Gus Dur (LKiS), seperti Menggerakkan 
Tradisi: Kiai Nyentrik Membela Pemerintah: Tabayun Gus Dur, 
dan Tuhan Tidak Perlu Dibela, tema-temanya dikelompokkan, 
seperti refleksi kritis pemikiran Islam, intensitas kebangsaan 
dan kebudayaan, demokrasi, ideologi, dan politik luar negeri, 
menggerakkan tradisi: suksesi dan demokrasi pluralisme, 
sepak bola, humor, seni dan keluarga, Islam, ideologi, dan 
pemberdayaan masyarakat sipil: tradisi dan penghormatan 
atas kiai: dan lain-lain. 

Tulisan-tulisan Gus Dur yang diterbitkan oleh The 
Wahid Institute, yaitu Islam Kosmopolitan dan Islamku, 
Islam Anda , Islam Kita, tema-temanya dikelompokkan ke 
dalam beberapa hal, yaitu Islam dalam diskursus ideologi, 
kultural dan kebangsaan, Islam negara dan kepemimpinan 
umat: Islam, keadilan, dan hak asasi manusia: Islam dan 
ekonomi kerakyatan, Islam, pendidikan, dan masalah sosial 
budaya, Islam tentang kekerasan dan terorisme, Islam, 
perdamaian, dan masalah internasional, ajaran transformasi 
dan pendidikan agama, nasionalisme gerakan sosial dan 
anti kekerasan, serta pluralisme kebudayaan dan hak asasi 
manusia. 

Tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh Desantara berjudul 
Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, tema-temanya 


dikelompokkan menjadi tiga: desentralisasi kebudayaan, 
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kebudayaan dan siasat kaum beriman; pergulatan Islam, 
seni, dan kebudayaan lokal. Sementara, tulisan Gus Dur yang 
diterbitkan oleh Leppenas dengan judul Muslim di Tengah 
Pergumulan, tidak dikelompokkan dalam tema-tema tertentu. 

Selanjutnya, tulisan-tulisan Gus Dur yang diterbitkan oleh 
Kompas, dikelompokkan ke dalam berbagai tema, yaitu agama 
dan kekuasaan; kepemimpinan, moral dan spiritual; keadilan 
untuk Palestina, agama Islam dan negara; kepemimpinan 
politik, kepemimpinan moral spiritual, dan membangun 
tradisi politik serta demokrasi. 

Pengelompokan tema dari pemikiran-pemikiran Gus Dur 
tersebut, tentu masih ada beberapa tulisan yang diulang, atau 
dimuat secara bersamaan oleh beberapa penerbit. Meskipun 
hal ini tidak terjadi dalam banyak tulisan. Di antara tulisan 
Gus Dur yang diulang, seperti buku Kebangkitan Peradaban 
Islam, Adakah Isa? (Desantara) diterbitkan lagi oleh The 
Wahid Institute dalam Islam Kosmopolitan dan LKiS dalam 
Prisma Pemikiran Gus Dur (LKiS); Nilai-Nilai Indonesia: Adakan 
Keberadaannya Kini (LKiS-Prisma Pemikiran Gus Dur dan The 
Wahid Institute-Islam Kosmopolitan), Universalisme Islam dan 
Kosmopolitanisme Peradaban Islam (The Wahid Institute-Islam 
Kosmopolitan dan Desantara-Pergulatan Negara, Agama dan 
Kebudayaan), Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang 
Pembangunan (dalam The Wahid Institute-Islam Kosmopolitan 


dan LKiS-Prisma Pemikiran Gus Dur), dan sebagainya. 
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Dari berbagai tema dan pelacakan terhadap tulisan, 
wawancara, dan transkrip yang kemudian dipublikasikan (oleh 
kelima lembaga dan tulisan-tulisan yang belum dikumpulkan 
serta tidak masuk dalam kumpulan tulisan Gus Dur oleh kelima 
penerbit tersebut), menurut saya, tulisan-tulisan Gus Dur bisa 
dikelompokkan ke dalam tema-tema berikut: tradisi pesantren 
dan pembaruan; kebangkitan dan pembaruan Islam-Aswaja; 
negara Islam; NU dan Islam Indonesia; Pancasila, ideologi 
negara, dan nilai-nilai Indonesia; dialektika Islam, adat, 
dan kebangsaan; penghormatan terhadap tradisi kiai; Islam 
kerakyatan, kemiskinan-keadilan, dan globalisasi; demokrasi, 
pluralisme, dan HAM; gerakan sosial dan ilmu sosial kritis; 
penafsiran kembali sejarah masa lalu Islam dan nusantara; 
kebudayaan, seni, dan peradaban Islam; cendekiawan dan 
pergulatan sosial; politik untuk rakyat; dunia internasional 
dan Timur Tengah; humor-humor Gus Dur; dan lain-lain. 

Dalam buku ini, saya hanya fokus pada soal pemikiran 
Gus Dur tentang Pancasila. Dalam menganalisis tentang tema 
ini, di dalamnya sudah pasti mensyaratkan untuk membahas 
tentang penolakan Gus Dur atas konsep negara Islam, 
dan bagaimana posisi hukum Islam di tengah kebangsaan 
berdasarkan negara Pancasila itu yang sering menjadi 


persoalan di kalangan politikus muslim. 
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C. Tulisan-Tulisan Gus Dur tentang 


Pancasila, Negara Islam, dan Hukum 
Islam 


Di antara tema yang dibahas dalam buku ini ialah tentang 


Pancasila kaitannya dengan ideologi negara, penolakan atas 


konsep negara Islam, dan hukum Islam di tengah kebangsaan 


Indonesia. Saya melacak sumber-sumber tulisan Gus Dur 


yang tersebar di berbagai buku, dan tulisan-tulisannya yang 


belum dipublikasikan secara luas. Berikut saya sebutkan daftar 


tulisan Gus Dur yang berkaitan dengan tema yang saya tulis. 


1. 


a. 


Pancasila dan Ideologi Negara 


“Agama Ideologi dan Pembangunan”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010); 
dan dalam Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan 
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007); 

“Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan Kehidupan 
Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Peny.), 
Pancasila sebagai Ideologi (Jakarta: BP7 Pusat, 1991): 
“Pancasila dan Liberalisme”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: 
Desantara, 2001): 

“Sekuler Tidak Sekuler”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999): 
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“Reideologisasi dan Retradisionalisasi Politik”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur 
(Yogyakarta: LKiS, 2010); dan dalam Abdurrahman 
Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: Ihe Wahid Institute, 
2007); 

“Nilai-Nilai Indonesia, Adakah Keberadaannya Kini?” 
dalam Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur 
(Yogyakarta: LKiS, 2010); dan dalam Abdurrahman 
Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: Ihe Wahid Institute, 
2007); 

“Pancasila, dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama”, 
dalam Kompas, 26 September 1985; 

Kutipan-kutipan yang disandarkan kepada Gus Dur soal 
Pancasila dalam buku Douglas E Ramage, Percaturan 
Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002). 


Gus Dur Menolak Negara Islam 


“Hindari Negara Berasumsi Agama”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: Ihe Wahid Institute, 
2007); 

“Adakah Sistem Islami?”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: Wahid Institute, 
2007); 

“Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita 
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007): 
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“Islam: Pokok dan Rincian”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid 
Institute, 2007); 

“Islam dan Orientasi Bangsa”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: Ihe Wahid 
Institute, 2007); 

“Negara Islam, Adakah Konsepnya?” dalam Abdurrahman 
Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid 
Institute, 2007): 

“NU dan Negara Islam”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid 
Institute, 2007): 

“Negara Berideologi Satu, Bukan Dua”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita 
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007): 

“Islam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita 
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007): 

“Gerakan Islam dan Wawasan kebangsaan”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Agama, Negara, dan 
Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001); 

“Agama dan Kebangsaan”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999): 
“Islam Punyakah Konsep Kenegaraan”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela 
(Yogyakarta: LKiS, 1999): 
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. Mengapa Mereka Marah, dalam Abdurrahman Wahid, 
Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999); 
“Massa Islam dalam Bernegara dan Beragama”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur 
(Yogyakarta: LKiS, 2010), dan dimuat juga dalam 
Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The 
Wahid Institute, 2007); 

“Segregasi Agama dan Negara”, dalam Pelita, 4 November 
1990, dimuat juga dalam Harian Umum Pelita, Seraut 
Wajah Baru (Jakarta: Harian Umum Pelita); 

“Mencari Sintesa Agama Negara”, dalam Pengantar 
buku YB. Sudarmanrtao, A. Ariobimo Nusantara, dan R. 
Masri Sareb Putra, H. Matori Abdul Jalil: Dari NU untuk 
Kebangkitan Bangsa (Jakarta: Grasindo, 1999). 


Hukum Islam di Tengah Kebangsaan Indonesia 


“Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang 
Pembangunan”, dalam Abdurrahman Wahid, Prisma 
Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010); 

“Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan HAM”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The 
Wahid Institute, 2007): 

“Hukum Pidana Islam dan HAM”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 
2007): 
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d. “Pribumisasi Islam”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: 
Desantara, 2001); 

e. “Salahkah jika Dipribumikan”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999); 

f. “Letakkan Fondasi Hukum di Negeri Kita”, dalam tabloid 
Warta, edisi Juli 1996: 

g. “Sumbangan Islam bagi Pengembangan Kebudayaan 
Indonesia”, dalam Abdurrahman Wahid, Pergulatan 
Agama, Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 
2001): 

h. “Antara Westernisasi dan Bid'ah Phobia”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Agama, Negara, dan 
Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001). 


Guna menjadi bahan buku ini, sumber-sumber tulisan 
Gus Dur tersebut tentu saja saya tambah dengan petikan- 
petikan dari berbagai tulisannya yang bisa jadi membahas atau 
menyinggung sedikit soal Pancasila sebagai ideologi negara, 
penolakannya tentang negara Islam, dan keinginannya untuk 
meninjau kembali hukum Islam agar mampu berperan di 


tengah kebangsaan. 
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BAB 3 


GUS DUR, PANCASILA, 
DAN IDEOLOGI NEGARA 


B agi sebagian muslim, Pancasila sebagai dasar negara 
Indonesia dapat saja dianggap sebagai penghalang cita- 
cita negara Islam, dan mengkhianati kaum muslimin. Pokok 
masalahnya, karena negara tidak secara eksplisit dan tegas 
mendasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Ihwal ini, pernah 
menjadi lanskap perjuangan sebagaimana dilakukan kalangan 
Islam tertentu pada masa lalu, baik yang berlabel negara Islam 
Indonesia” atau yang selainnya, tetapi memiliki tujuan yang 


sama. 


10 Tentang NII, Gus Dur sering mengemukakan bahwa Kartosoewirjo ialah 
salah satu staf ahli/asisten Jenderal Soedirman, dan ia diperintahkan untuk mengisi 
kekosongan pasukan pemerintah RI di bagian Barat. Hanya saja, Gus Dur juga mengakui, 
dalam kelanjutannya Kartosoewirjo bertindak lebih jauh dengan mendirikan NII dan 
memberontak kepada RI. Gus Dur menuturkan ini dengan mengutip atau menyandarkan 
pada ayahnya, KH. Wahid Hasyim, yang menjadi asisten/staf ahli Jenderal Soedirman. 
Lihat, Abdurrahman Wahid, “Bagaimana Membaca NU?”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 18-19. 
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Sementara itu, pada saat ini, gerakan-gerakan Islam ter- 
tentu, seperti Hizbut Tahrir jelas-jelas memberikan pengertian 
tentang “perlu digulingkannya pemerintahan yang tidak 
berdasarkan Islam”, yang berarti juga penggulingan atau 
pembubaran negara berdasarkan Pancasila. 

Meski demikian, harus diakui bahwa sebagian besar umat 
Islam di Indonesia menerima Pancasila sebagai dasar negara, 
entah karena proses pengalaman sejarah sosial dan politik, 
atau karena sejak awal memang menghendaki Pancasila. 
Di antara kalangan muslim yang sejak awal menghendaki 
Pancasila itu, kelompok yang diidentifikasi oleh Clifford Geertz 
sebagai abangan, banyak menyalurkan aspirasinya ke PNI, dan 
lain-lain. Sementara, kalangan santri yang hilang timbul dalam 
hubungannya dengan Pancasila, menyalurkan aspirasinya 
yang terbesar ke dalam NU, Masyumi, Perti, dan PSII. 

Dalam konteks tersebut, pandangan Gus Dur tentang 
Pancasila tentu sangat penting. Sebab, sebagai guru bangsa, 
dan guru kaum Nahdliyin yang notabene santri, pandangan- 
pandangannya menginspirasi dan dibaca banyak kalangan. 
Pandangan Gus Dur dapat mendekatkan kalangan muslim 
non-santri yang sejak awal menghendaki Pancasila; dan 
kalangan non-muslim untuk menggalang persatuan demi 
kemajuan Indonesia. 

Dalam bab ini, pertama-tama saya jelaskan tentang 


Pancasila sebagai konsep dalam pandangan Gus Dur yang 


U Merujuk kitab Hizbu Tahrir, Manhaj Hizbi Tahrir fi Taghyir, diterjemahkan menjadi 
Strategi Dakwah Hizbu Tahrir. Saya mendapatkan buku ini semasa kuliah S1. 
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memunculkan ide ketegangan kreatif, kemudian Pancasila 
dan konsesi yang dipandang Gus Dur sebagai tawar menawar 
yang sepi, perlunya mempertahankan Indonesia, Pancasila 


dan masalah liberalisme, serta nilai-nilai Indonesia. 


A. Pancasila dan Ketegangan Kreatif 


Bagi Gus Dur, Pancasila ialah kesepakatan luhur antara 
semua golongan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, 
setiap warga negara Indonesia terikat dengan ketentuan- 
ketentuannya yang sangat mendasar, yaitu yang tertuang 
dalam lima sila, bukan hanya masing-masing sila. Meski 
begitu, Gus Dur mengakui bahwa seluhur apa pun sebuah 
kesepakatan maka tidak akan berfungsi jika tidak didudukkan 
dalam status yang jelas.” 

Setidaknya, dalam melihat Pancasila, perspektif Gus Dur 
perlu didudukkan dalam beberapa hal. Pertama, Pancasila 
sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Pancasila ber- 
status sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam 
undang-undang dan produk-produk hukum yang lain. Tata 
pikir seluruh bangsa, menurut Gus Dur, ditentukan oleh 
falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan 


konsistensinya oleh negara. 


12 Abdurrahman Wahid, “Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan Kehidupan 
Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dalam Oetojo Oesman 
dan Alfian (Peny.), Pancasila sebagai Ideologi (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm. 163-168. 
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Kedua, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. 
Harus jelas dikatakan bahwa adanya tumpang tindih antara 
Pancasila dengan sebagian sisi kehidupan beragama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, 
Gus Dur berpendapat bahwa agama-agama yang ada, dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung 
unsur-unsur universal (meskipun masing-masing kepercayaan 
atau agama juga mengandung unsur-unsur eksklusif) sehingga 
sulit dibatasi hanya dalam konteks keindonesiaan. Dan, 
ia juga berargumen bahwa Pancasila sesungguhnya ialah 
keindonesiaan itu sendiri. 

Pancasila yang mengandung unsur-unsur universal, dan 
nilai-nilai keindonesiaan, menurut Gus Dur, sesungguhnya 
tampak dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi 
toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan ke- 
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski begitu, 
wawasan tentang kebersamaan antar agama-agama dan 
kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
tidak sepenuhnya sama dengan wawasan tentang itu dalam 
agama-agama dan kepercayaan. 

Dari sini, Gus Dur selanjutnya mengakui dua sisi 
penting. Pertama, adanya independensi teologis kebenaran 
masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua, Pancasila 
perlu bertindak sebagai “polisi lalu lintas” dalam kehidupan 
beragama dan berkepercayaan. Gus Dur menggambarkan 
hal ini dengan jelas dalam rumusan sederhana tetapi sangat 


penting, yaitu semua agama diperlakukan sama oleh undang- 
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undang dan diperlakukan sama oleh negara. Dalam konteks 
ini, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, memiliki 
fungsi yang batasan-batasan minimalnya, tidak boleh 
ditundukkan oleh agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan 
yang ada. 

Gus Dur mengakui bahwa dua sisi tersebut akan 
menimbulkan ketegangan, dan tidak perlu ditutup-tutupi 
oleh siapa pun. Tetapi, ketegangan itu disebutnya sebagai 
“ketegangan kreatif” dalam bangsa kita. Sebagai ketegangan 
kreatif, tentu Gus Dur tidak melihat bahwa ketegangan itu 
akan menimbulkan permusuhan dan bertolak belakang. 
Ketegangan kreatif itu bermakna suatu sikap kelapangan dada 
dan toleransi dalam lalu lintas kebangsaan yang kreatif untuk 
kemajuan dan mengembangkan kualitas bangsa Indonesia. 

Gus Dur selanjutnya menjelaskan bahwa ada beberapa 
titik strategis yang memerlukan pemecahan. Titik ketegangan 
Pancasila dan agama-agama serta kepercayaan terletak pada 
adanya perbedaan antara wawasan Pancasila dan agama- 
agama serta kepercayaan. Bagi kalangan Nasrani, menurut 
Gus Dur, titik soalnya ada di dalam aspek kelembagaan, yang 
misalnya bisa dipertanyakan: benarkah Pancasila merupakan 
sumber dari segala sumber, yang meniadakan keputusan 
gereja sebagai sumber keputusan keagamaan. Setelah para 
pemimpin gereja yakin dengan kedaulatan teologis masing- 
masing secara internal, barulah penerimaan Pancasila sebagai 
satu-satunya asas dapat dilakukan dengan penuh tanggung 


jawab. 
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Menurut Gus Dur, perspektif kalangan Nasrani tersebut 
tentu berbeda dengan kalangan Islam. Dalam Islam, me- 
nurutnya, tidak dikenal wewenang kenegaraan dan keagamaan 
(seperti wewenang gereja). Karenanya, justru secara 
kelembagaan, Islam mengundang peranan negara dalam 
kehidupan kaum muslimin (tentu maksudnya dalam wadah 
negara berdasarkan Pancasila). 

Meski demikian, status Pancasila sebagai “sumber segala 
sumber” bukan menggantikan agama, dan tidak memiliki 
dimensi keakhiratan. Pandangan inilah yang sebenarnya 
berkembang, tetapi diakui masih menimbulkan problematika, 
yang dalam bahasa Gus Dur, tentu akan menimbulkan 
ketegangan kreatif: baik bagi agama-agama dan kepercayaan- 
kepercayaan maupun bagi penafsiran dan pengejawantahan 
terhadap Pancasila. 

Dari ketegangan kreatif itulah, Gus Dur melihat perlunya 
dikembangkan pemikiran untuk mencari nilai-nilai dasar 
bagi kehidupan bangsa kita. Nilai-nilai dasar itu bisa ditarik 
dari dua arah. Pertama, nilai-nilai agama dan kepercayaan, 
karena ajaran agama akan tetap menjadi referensi umum 
bagi Pancasila. Kedua, bisa juga dilihat dengan cara bahwa 
agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan harus memper- 
hitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang 
akan menjamin semua pihak bisa menggunakan jalan raya 
kehidupan bangsa tanpa terkecuali. 

Gus Dur melihat bahwa Pancasila sebenarnya berposisi 


netral, tetapi ketika sudah terlalu memenangkan pihak 
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yang lain, atau satu pihak maka akan muncul kerawanan 
dan kegentingan. Konsesi terlalu berlebihan terhadap satu 
kelompok agama akan menimbulkan luka jangka panjang 
bagi orang-orang yang mendukung Pancasila, dan Gus Dur 
mengakui hal tersebut sehingga dalam praktiknya ketegangan 
kreatif itu jangan sampai menimbulkan saling kecurigaan yang 


mengarah pada kerawanan berbangsa. 


B. Pancasila dan Tawar Menawar yang 
Sepi 


Gus Dur mengakui bahwa Pancasila ialah dasar negara 
dan falsafah bangsa. Meskipun demikian, ia tetap memandang 
perlunya memahami aspek pertumbuhan ideologi negara 
yang di banyak negara dunia ketiga ternyata prosesnya belum 
mantap dan tetap. Dengan mengetahui hal ini, pemecahan 
masalah tentu bisa dilakukan secara tuntas, karena berpijak 
pada persoalan nyata." 

Menurut Gus Dur, ragam persoalan kebangsaan sejatinya 
bermula pada proses pertumbuhan ideologi yang berjalan 
secara labil. Dalam hal ini, pertentangan antara ideologi 
teokratis dan ideologi sekuler senantiasa berjalan berlarut- 


larut, dan biasanya tidak selesai hanya dengan keputusan 


13 Abdurrahman Wahid, “Agama Ideologi dan Pembangunan”, dalam Abdurrahman 
Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 1-22, dan dalam 
Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 
164-184. 
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formal. Gus Dur mengambil contoh penetapan Pancasila 
sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Menurut Gus Dur, aspirasi sekuler dari gerakan-gerakan 
nasionalis dan gerakan-gerakan keagamaan non-Islam 
berbenturan dengan aspirasi golongan Islam menjelang 
tercapainya kemerdekaan formal dari tangan pendudukan 
Jepang. Setelah terjadinya kesepakatan formal yang bernama 
Pancasila, berbagai benturan masih terus berlanjut berupa 
pengamanan Pancasila dari masing-masing pihak, dari 
kemungkinan penyimpangan penafsiran oleh lawan politik. 
Upaya itu, menurut Gus Dur, ditumpukan pada tindakan 
politik agar aparat negara dan kelengkapannya dapat berbuat 
sesuatu, dan karenanya berdimensi penguasaan. 

Gus Dur melihat sepanjang sejarah Republik Indonesia, 
baik pada masa mempertahankan kemerdekaan, demokrasi 
liberal, demokrasi terpimpin, maupun Orde Baru (Soeharto), 
terjadi terus menerus pengamanan ideologi negara dari 
kemungkinan salah penafsiran yang mengambil jalan 
penguasaan aparat pemerintahan, kelengkapan negara, dan 
pendayagunaannya bagi perumusan yang benar atas ideologi 
negara. Pada zaman Orde Baru, misalnya, upaya tersebut 
ialah dengan mengambil bentuk dalam format indoktrinasi 
P4 yang kebablasan. 

Kasus Pancasila tersebut, menurut Gus Dur, bukanlah 
persoalan unik, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di 
banyak negara, menurutnya, perumusan dan pemantapan 


dasar negara selalu ada yang mengambil jalan dialog intensif 
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antara pihak-pihak yang berbeda pendapat, dan biasanya 
mengambil dua jalan. Pertama, dialog terbuka, seperti yang 
terjadi antara kaum Federalis dan Republikan di AS (diwakili 
Hamilton dan diwakili Jefferson) pada dasawarsa pertama 
abad ke-19. Kedua, dialog dengan bentuk proses tawar 
menawar yang sepi (silent bargaining's), dan inilah—yang 
menurut Gus Dur—yang terjadi di Indonesia. 

Penyelesaian dari dialog-dialog perumusan dan pe- 
mantapan dasar negara tersebut juga berbeda-beda. Pertama, 
jalan kekerasan dan bentrok berdarah-darah perang saudara, 
seperti terjadi di Amerika Serikat, perang Biafra di Nigeria, 
dan perang kemerdekaan yang melahirkan Bangladesh 
(Bangali). Kedua, yang sering terjadi ialah penumpasan/ 
penghambatan aspirasi suatu kelompok dianggap menentang 
konstitusi, seperti aspirasi gerakan-gerakan separatis di 
Indonesia yang mengambil jalan penumpasan bersenjata 
dan pelarangan paham ideologi tertentu dengan berakhirnya 
kekalahan golongan yang dianggap separatis. Ketiga, jalan yang 
dimenangkan oleh kelompok separatis atau yang dianggap 
berbeda dengan ideologi negara, seperti dalam kemenangan 
yang dicapai oleh Khomeini melawan Syah Iran (Reza Pahlevi). 

Meskipun demikian, jalan yang ditempuh negara Islam, 
seperti Pakistan menunjukkan corak berbeda dengan Iran. Di 
Pakistan, kesepakatan formalnya ialah ideologi keagamaan, 
tetapi ketika puncak kekuasaan dipegang oleh Ali Bhutto, yang 
mengombinasikan kerakyatan (populisme) dan nasionalisme, 


hal ini justru diterima oleh para pemimpin gerakan agama 
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di Pakistan. Gus Dur mewanti-wanti bahwa sesuatu yang 
dilakukan Ali Bhutto harus dibayar mahal, yaitu adanya koalisi 
unsur-unsur militer yang keras, dan kelompok keagamaan di 
Pakistan dalam koalisi yang berwatak memelihara status quo, 
menunjukkan jenis penyelesaian yang berbeda dengan Iran. 

Adanya kemelut dalam proses penyelesaian pemantapan 
ideologi yang berbeda-beda, menurut Gus Dur, menunjukkan 
adanya persoalan pelik yang dihadapi negara-negara yang baru 
berdiri pada abad ke-19. Persoalan utamanya, menurut Gus 
Dur, ialah tetap beredarnya persepsi di kalangan gerakan- 
gerakan keagamaan terhadap konsolidasi negara sebagai 
kerugian bagi nilai-nilai transendental yang mereka yakini. 

Sementara itu, di lain pihak, menurut Gus Dur, pe- 
mecahan yang seimbang dan berwatak rasional sudah agak 
terlambat untuk dijadikan respons terhadap tantangan 
yang sejak semula tidak terdeteksi, yaitu berupa munculnya 
gerakan-gerakan keagamaan yang memajukan paham-paham 
alternatif dari penafsiran resmi atas ideologi negara. Dalam 
situasi ini, akan ada dua bentuk: akomodasi-oportunis, yang 
model ini pernah dilakukan di Mesir ketika Anwar Sadat 
berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin, tetapi tidak bertahan 
lama; dan model konfrontasi langsung dengan golongan yang 
mengajukan paham-paham alternatif itu. 

Dengan membaca sejarah tersebut, pandangan Gus Dur 
tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara 
dalam kerangka ketegangan kreatif niscaya akan menjadi 


saluran yang elegan. Pancasila dan ketegangan kreatif yang 
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dirumuskan Gus Dur di tengah situasi pemecahan masalah 
yang berkeseimbangan, serta berwatak rasional sudah agak 
terlambat untuk dijadikan respons terhadap tantangan yang 
sejak semula tidak terdeteksi, yaitu munculnya gerakan- 
gerakan keagamaan yang memajukan paham-paham alternatif 
atas penafsiran resmi negara. 

Gus Dur menginginkan ketegangan kreatif itu bukanlah 
konfrontasi langsung, atau akomodasi oportunis, melainkan 
sebuah kelapangan dada dan toleransi sampai batas-batas 
tertentu. Sehingga, masing-masing kelompok tidak ada yang 
merasa ada konsesi terlalu berlebihan. Jalan yang ditawarkan 
Gus Dur ini menjelaskan dua arah sekaligus: pertama, perlunya 
kembali melakukan penyegaran-penyegaran secara internal di 
kalangan pemeluk agama dan kepercayaan; kedua, perlunya 
tidak terlalu memaksakan penafsiran tunggal penguasa 
pada satu sisi, dan pada sisi lain tidak menghendaki jalan 
separasi dengan cara pemberontakan oleh kelompok yang 
menghendaki paham alternatif. 

Bagi Gus Dur, ketegangan kreatif dalam memaknai dan 
menjaga Pancasila ialah jalan dialog terus menerus, setelah 
hubungan Pancasila, penguasa, dan kelompok-kelompok 
agama berjalan sebagai silent bargaining atau tawar menawar 
yang sepi. Ketegangan kreatif merupakan aktivisme untuk 
kreativitas membangun bangsa dengan mempertimbangkan 
masing-masing kelompok, dan tetap menjaga Pancasila 
sebagai perjanjian luhur bangsa agar lebih bisa kontekstual 


menghadapi kenyataan-kenyataan zaman. 
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C. Perlunya Mempertahankan Negara 
Pancasila 


Di samping argumentasi dari aspek sejarah sosial 
politik di Indonesia tentang Pancasila dan ideologi negara 
seperti disebutkan tersebut, Gus Dur meningkatkan level 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan dasar Pancasila. Pertanyaannya, mengapa kita ber- 
sikeras mempertahankan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila? Gus Dur memberikan argumentasi, baik secara 
organisasi (karena ia pernah menjadi ketua umum PBNU), 
ataupun substansi: 

Pertama, secara organisatoris, karena Muktamar NU itu 
telah memutuskan di dalam komisi organisasi bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ialah bentuk final, sebagai 
ikhtiar atau upaya mendirikan negara bagi kaum muslimin 
di Indonesia. Menurut Gus Dur, kita tidak bisa menerima 
bentuk yang lain. Gus Dur berkata, "Kartosoewirjo membawa 
bentuknya sendiri, Darul Islam, Imran dengan Islam Jamaah- 
nya. Kita tidak terima, dan nanti saya rasa akan ada yang 
lain, walaupun kesempatannya sekarang bertambah kecil. 
Keinginan orang itu akan selalu ada.” Nah, menurut Gus Dur, 
kewaspadaan perlu kita tambah sehingga keinginan untuk 


membawa bentuk yang selain Pancasila tidak terwujud. 


14 Bagian ini banyak diambil dari tulisan Abdurrahman Wahid, NU Memasuki Abad 
Modern (Gresik: LTNU Cab. Gresik, 1986). Tulisan ini merupakan transkrip penting dari 
ceramah Gus Dur di depan PCNU Cabang Gresik, yang membicarakan soal NU, Pancasila, 
dan Islam Indonesia. 
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Kedua, dari sisi substansi, jika suatu negara telah mem- 
berikan wewenang kepada kaum muslimin untuk menegakkan 
tauhid—atau bahasa slogannya li i'la'i kalimatillah hiya al-`ulya 
(meluhurkan asma Allah yang agung)—negara itu sudah harus 
ditaati. Mengapa? Karena gantinya belum tentu begitu. Itulah 
masalahnya. Gus Dur menyatakan, “Sekarang ini negara RI 
telah memberikan jaminan atau hak kepada warga negara 
untuk menegakkan keimanan mereka sendiri-sendiri. Negara 
semacam ini, misalnya, kita ganti: apa gantinya? Sebuah 
negara tauhid? Belum tentu.” 

Jadi, menurut Gus Dur, negara Indonesia pertama- 
tama sudah menjamin pelaksanaan tauhid. Suatu hal yang 
menurut Gus Dur sudah pasti mantap. Apakah negara 
Pancasila masih akan diganti dengan yang meragukan, yang 
kemungkinannya bisa dihancurkan militer dan menimbulkan 
perpecahan. Menurut Gus Dur, yang seperti itu umurnya 
belum tentu panjang. Dengan menukil kaidah fiqh, Gus Dur 
menyebutkan, al-yaqin la yuzalu bi asy- syakk (keyakinan tidak 
bisa dihilangkan dengan/karena keraguan). Jadi, memang 
jelas, negara Indonesia dengan dasar Pancasila merupakan 
upaya final yang harus dipikirkan secara mendalam dan 
bertanggung jawab. 

Meski demikian, Gus Dur mewanti-wanti bahwa di mata 
undang-undang (bukan dari sisi akhiratnya), semua agama 
itu diperlakukan sama menurut negara. Agama-agama dan 
kepercayaan-kepercayaan harus diperlakukan sama di muka 


undang-undang. Gus Dur menyatakan, “Adapun di akhirat itu 
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urusannya Allah yang sudah mengatakan inna ad-dina 'indallahi 
al-islam. Tetapi, kalau di Indonesia, perlakuan negara haruslah 
sama. Sebab, kita ialah warga negara RI. Tidak boleh ada warga 
negara kelas satu, kelas dua, dan seterusnya, hanya karena 
berbeda suku, bahasa daerah, agama, paham pemikiran, dan 


lain-lain. Di mata undang-undang, semua warga ialah sama." 


D. Tentang Demokrasi Pancasila dan 
Penyelewengannya 


Selanjutnya, Gus Dur melihat bahwa Pancasila me- 
mungkinkan untuk ditafsirkan dan dikembangkan. Hal ini 
terjadi karena Pancasila tidaklah diciptakan sebagai tuntunan 
operasional secara detail dan rigid. Pancasila menyediakan 
ruang yang perlu dikembangkan; yang satu sama lain saling 
terkait dan tidak boleh ditinggalkan. Dalam pengembangan 
inilah, terjadi perbedaan-perbedaan, dan hal ini tentu saja 
wajar lantaran sesuai dengan perkembangan demokrasi yang 
berjalan di negara Pancasila. 

Menurut Gus Dur, demokrasi sejatinya mengalami 
perkembangan. Tidak ada yang bisa kita katakan cocok 
dan layak. Gus Dur menyebutkan bahwa demokrasi ialah 
politik. Dan, politik ialah alat atau seni untuk mencapai hal 
yang dimungkinkan. Oleh karena itu, politik tidak berhenti 
berkembang. Ada dinamikanya. Begitu pula demokrasi. Tidak 
ada sebuah demokrasi yang layak dan cocok. Tetapi, yang 
penting, bentuk apa pun yang diterapkan haruslah setia kepada 
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cita-cita ideal. Ya, cita-cita ideal kita, menurut Gus Dur, ialah 
kebebasan berbicara, berpendapat, dan berbeda pendapat.” 
Dalam tulisannya yang lain, Gus Dur juga menyatakan ihwal 
pentingnya memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, serta 
adanya kontrol sosial. 

Faktanya, dua rezim sebelum reformasi, baik Soekarno 
maupun Soeharto, menurut Gus Dur, sama-sama memakai 
demokrasi sebagai alat politik. Dan, Soeharto bahkan terang- 
terangan memakai label Pancasila.** Perkembangan demokrasi 
di Indonesia, menurut Gus Dur, dahulu diambil langsung dari 
induknya di negara-negara Barat, dan kemudian dijalankan 
secara Barat, atau disebut demokrasi liberal. Sementara, 
kemampuan menggunakan instrumen demokrasi liberal 
itu, menurut Gus Dur, tidaklah sama antara masing-masing 
kelompok. 

Kemampuan menumbuhkan demokrasi untuk ke- 
pentingan masing-masing kelompok, menurut Gus Dur, 
tidaklah sama. Hasil yang diperoleh dari kehidupan bernegara 
berlainan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. 
Sebagai akibatnya, ada kelompok, yang menurut Gus Dur, 
disebut merasa tidak ada gunanya menggunakan demokrasi 
liberal di Indonesia sehingga mereka selalu mencari bentuk- 
bentuk yang lain. 

Bung Karno, menurut Gus Dur, mencoba dengan 


demokrasi terpimpin. Lalu, Orde Baru mencari bentuk lain 


15 Abdurrahman Wahid, Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 112. 
16 Ibid., hlm.191-192. 
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dengan demokrasi Pancasila. Jadi, menurut Gus Dur, semua 
bentuk demokrasi tersebut ialah akibat saja dari kenyataan 
bahwa demokrasi yang sedang dikembangkan itu tidaklah 
memenuhi kebutuhan. Kalau kita berbicara secara historis, 
negara kita sejak dahulu sudah mengenal demokrasi secara 
nyata. Kalau tidak demikian, tidak mungkin kita bisa mencapai 
kemajuan peradaban sebagaimana sekarang. Sementara itu, 
kebutuhan rakyat akan demokrasi itu sangatlah nyata, karena 
prinsip demokrasi, menurut Gus Dur, ialah mengutarakan 
pendapat, keinginan untuk memperjuangkan kepentingan. 
Demokrasi harus menjamin adanya proses argumentasi. 

Termasuk ketika muncul istilah demokrasi Pancasila 
yang dikembangkan rezim Orde Baru, menurut Gus Dur, 
pertanyaannya ialah apakah kebutuhan politis itu sesuai 
dengan hakikat demokrasi yang memang sudah ada dalam 
kehidupan bangsa kita sejak dahulu sehingga demokrasi 
Pancasila itu berhasil menghayati wawasan yang benar-benar 
bisa menjadi demokratis? Demokrasi Pancasila, bagi Gus Dur, 
bukan hanya permainan silat lidah. Demokrasi, pada dasarnya, 
juga berarti kontrol sosial, kritik terhadap praktik kekuasaan 
oleh golongan yang ada di luar. 

Kalau yang dimaksud demikian, menurut Gus Dur, 
pemerintah akan berjalan bersih, selalu berjalan di rel yang 
ditetapkan, untuk mencapai tujuan yang dirumuskan ber- 
sama. Masalahnya, bagaimana dengan demokrasi Pancasila? 
Sudahkah bangsa Indonesia mampu melakukan kontrol atas 


jalannya pemerintahan? Bentuknya, tidak mesti sebagai 
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demonstrasi, koran kampus, dan lain-lain, tetapi juga bisa 
dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti adanya lembaga yang 
bisa melakukan kritik-kritik sosial. 

Dalam kondisi seperti itu, Pancasila memungkinkan 
diselewengkan, atau demokrasi yang berlabel Pancasila 
pun bisa diselewengkan. Pada zaman Orde baru, Gus Dur 
menyebutkan, “Sekarang sudah jelas bahwa demokrasi kita 
itu memang mengalami kemandekan. Itu karena demokrasi 
ditafsirkan secara berbeda-beda. Di kalangan pemerintah, 
pada umumnya, pemahamannya ialah kelembagaan, yaitu 
telah didirikannya lembaga-lembaga demokrasi, seperti 
lembaga perwakilan. Tetapi, pihak lain berbicara soal perilaku 
demokrasi.” 

Hal yang menarik ketika Gus Dur menjadi ketua umum 
PBNU, ia mengadakan acara yang secara jelas menunjukkan 
kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pada waktu itu, 
tanggal 1 Maret 1992, ketika NU mengadakan Harlah yang ke- 
66, Gus Dur mengadakan istighasah dan rapat besar-besaran 
warga NU untuk menunjukkan loyalitas NU pada Pancasila 
dan UUD 1945, di tengah situasi presiden Indonesia yang 
ketika itu selalu memakai kata kembali ke Pancasila secara 
murni dan konsekuen. 

Dalam konteks ini, penting dijelaskan mengapa Gus Dur 
dan NU yang dipimpinnya pada saat itu harus menyatakan 


loyalitasnya kepada Pancasila. Gus Dur dan NU ketika itu 


1 Ibid., hlm. 76. 
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ingin melakukan kritik secara tajam bahwa demokrasi 
Pancasila telah digunakan Soeharto untuk terus memegang 
kekuasaan. Loyalitas Gus Dur dan NU terhadap Pancasila, 
penting dilakukan di tengah demokrasi Pancasila yang saat 
itu digunakan sebagai tameng untuk terus mendukung pen- 
calonan Soeharto yang kelima kali, dan sejumlah despotisme 
yang lain; termasuk dukungan Soeharto terhadap ICMI, bisa 
mendorong eksklusivisme yang mengancam pembentukan 
Islam terbuka, dan Islam yang menerima Pancasila. 

Gus Dur pada saat itu menyatakan, “Dengan menolak 
dukungan terhadap Soeharto secara terbuka, berarti kami 
menolak mendukung sistem pemerintahan yang tidak adil. 
Dengan mendukung UUD 1945 dan Pancasila, kami bisa 
berkata bahwa NU mencoba melancarkan transisi dari sistem 
sekarang yang didasarkan pada kronisme dan kehancuran 
negara ini dalam jangka panjang, serta dirampoknya sumber- 
sumber daya nasional yang dimanfaatkan oleh segelintir 
orang. ° 

Dengan demikian, kesetiaan Gus Dur terhadap Pancasila 
menutup kemungkinan baginya untuk mengkhianati Pancasila 
dan embel-embel yang dikaitkan dengannya. Kesetiaan Gus 
Dur bukan pada orang atau kekuasaan, melainkan lebih pada 
bentuk ideal pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila. 
Gus Dur menyatakan, “Kami telah berkata kepada rakyat, 
kepada sejarah, kepada kawan-kawan kami, kepada pengikut- 


18 Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 
2002), hlm. 108. 
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pengikut kami bahwa kami berjuang demi sebuah bentuk ideal 
pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila yang masih 
harus kami upayakan tegaknya. Alhasil, kami loyal kepada 
suatu bentuk negara ideal yang akan menganut semangat 
Pancasila yang riil dan murni.” 

Pemerintahan yang berlabel Pancasila, tetapi tidak 
menerapkan nilai-nilai demokrasi, menurut Gus Dur, 
tidaklah patut untuk didukung. Gus Dur menyatakan, 
“Sebuah pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang 
melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat, berorganisasi, 
dan berserikat, serta pemerintahan yang menjamin kesamaan 
di depan hukum. Tidak demikian, dengan pemerintahan 
yang ada sekarang... Karena pemerintahan sekarang tidak 
menjalankan aspek demokrasi dalam pemerintahan...” 

Untuk mempertahankan Pancasila, Gus Dur berani 
mengatakan akan mempertaruhkan nyawa. Hal ini dikata- 


kannya dengan jelas sebagai berikut: 


Tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila ialah seper- 
angkat asas, dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan 
tentang negara yang harus kita miliki, dan kita perjuangkan. Dan, 
Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tidak 
peduli apakah ia akan dikebiri oleh angkatan bersenjata atau 
dimanipulasi oleh umat Islam, atau disalahgunakan keduanya.” 


1 Ibid., hlm. 109. 
20 fhid., hlm. 108. 
21 fhid., hlm. 80. 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


Dengan demikian, sangat jelas bahwa Pancasila sebagai 
dasar negara dan falsafah bangsa, bagi Gus Dur, ialah fondasi 
sekaligus tiang-tiang dari sebuah bangunan. Dan, ketika 
fondasi itu dirobohkan, rumah itu niscaya juga pasti ikut 
roboh. Sebagai fondasi dan tiang-tiang, Gus Dur menganggap 
Pancasila itu bisa menjembatani dan mengakomodasi 
elemen-elemen bangsa yang majemuk. Meski begitu, ia 
mengakui bahwa dalam praktiknya bentuk rumah itu bisa 
berbeda-beda, meskipun fondasi dan tiang-tiangnya sudah 
ada. Kenyataannya, Indonesia dengan dasar Pancasila 
pernah bereksperimen dengan demokrasi liberal, demokrasi 
terpimpin, demokrasi Pancasila, dan seterusnya. 

Untuk menciptakan dan mengkreasikan rumah 
bernama Indonesia itu, dengan fondasi-fondasi dan tiang- 
tiangnya, inheren di dalamnya, menurut Gus Dur, fondasi itu 
menyediakan ruang ketegangan kreatif di antara kelompok- 
kelompok bangsa, dan ketegangan kreatif itu akan menjadi 
suatu yang penting untuk proses memajukan bangsa 
Indonesia. Ketegangan kreatif memungkinkan Indonesia 
dikelola secara adil tanpa memberikan konsesi yang ber- 
lebihan terhadap sebuah kelompok. Pada saat yang sama, 
kemungkinan manipulasi terhadap Pancasila sangat bisa 
terjadi, baik oleh angkatan bersenjata, pemerintah, umat 
Islam, dan kelompok-kelompok lain di negara RI, dan hal ini 
perlu dikontrol oleh masyarakat. 

Manipulasi terhadap Pancasila bisa terjadi manakala 


pengelolaan negara menihilkan aspek-aspek penting 
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demokrasi: kontrol sosial, kebebasan berpendapat, pe- 
manfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, dan 
lain-lain. Untuk mencapai negara ideal Pancasila yang bisa 
mengejawantahkan keadilan sosial, Gus Dur dengan terang 
benderang siap mempertaruhkan nyawa untuk membela 
Pancasila, termasuk berhadapan dengan angkatan bersenjata 
dan umat Islam, apabila mereka (kelompok-kelompok ter- 


tentu) ini memanipulasi Pancasila. 


E. Pancasila dan Masalah Liberalisme 


Meski Gus Dur mengakui Pancasila sebagai perjanjian 
luhur bangsa Indonesia, dan kemungkinan adanya penye- 
lewengan terhadap Pancasila, ia dalam bagian lain tulisannya, 
memperjelas lagi hubungan Pancasila dan liberalisme. Istilah 
liberalisme ini sangat luas, menyangkut soal ekonomi dan 
politik. Menyangkut ekonomi, biasanya berhubungan dengan 
konsep liberalisme Adam Smith yang kemudian mengilhami 
para neoliberal untuk mengembangkan model-model yang 
lebih canggih dalam bentuk ekonomi pasar bebas. Sementara, 
dalam hal ini, Gus Dur memaknai liberalisme sebagai 
demokrasi liberal, bukan dalam pengertian ekonomi.” 

Tampaknya, gagasan tentang liberalisme tersebut, terkait 
erat dengan kemungkinan Pancasila tetap bisa diselewengkan 
oleh para pelakunya. Gus Dur berangkat dari pandangan para 


2 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Jakarta: 
Desantara, 2001), hlm. 63-68. 
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pejabat yang menolak demokrasi liberal, meskipun demokrasi 
ini pernah hidup pada masa lalu, yang saat itu negara 
Indonesia juga masih tetap memakai dasar Pancasila, meski 
kabinetnya berganti-ganti. Bahkan, penolakan atas demokrasi 
liberal oleh Gus Dur dianggap sebagai pandangan baku dari 
pemerintah (yang kekuasaan saat itu dipegang oleh Soeharto). 

Kontradiksi dengan rezim yang menolak demokrasi 
liberal, menurut Gus Dur, karena bangsa secara keseluruhan 
belum melakukan pengukuran yang rinci secara kuantitatif- 
objektif, tentang sikap bangsa Indonesia dengan demokrasi 
liberal. Karena itulah, menurut Gus Dur, terjadi kontradiksi, 
karena pemerintah sebagai institusi negara yang sah 
menganggap demokrasi dan Pancasila bertentangan dengan 
demokrasi liberal, dan dengan sendirinya setiap tindakan 
yang bernilai demokrasi liberal dapat dikenai sanksi hukum. 
Sementara itu, rakyat secara keseluruhan belum pernah 
mengamalkan hasil keputusan hukum secara nyata, meskipun 
dalam kenyataannya yang terjadi selama ini ialah praktik 
demokrasi liberal. 

Gus Dur mencontohkan kenyataan perilaku kelembagaan 
masyarakat. Menurut Pancasila, persaingan dibolehkan 
guna tercapainya kemajuan, tetapi persaingan harus di- 
lakukan dengan kesopanan dan saling memberi, serta me- 
nerima antar berbagai pihak. Golongan yang menang akan 
mewakili konsensus semua pihak. Persaingan ialah proses 
pencapaian konsensus yang berwatak integralistik. Gus Dur 


mencontohkan kasus PDI dan PPP pada masa lalu yang sering 
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berkonflik dan berujung pada pemisahan. Pihak yang bersaing 
jelas tidak mengindahkan budaya politik yang diinginkan 
Pancasila. Masing-masing masih ingin menang sendiri. 
Mereka yang menang tidak merasa terikat oleh konsensus, 
dan yang kalah memisahkan diri, di samping tentu memang 
ada rekayasa pemerintah saat itu. 

Dalam konteks inilah, menurut Gus Dur, masih perlu 
dirumuskan secara keseluruhan wawasan Pancasila tentang 
demokrasi yang integralistik. Kita masih harus merumuskan, 
sejauh mana dan apa yang ditolak oleh Pancasila dari 
demokrasi liberal secara rinci. Faktanya, sikap kritik terhadap 
pemerintah, setidaknya di bawah, diperlakukan sebagai 
tindakan menentang pemerintah itu sendiri. Gus Dur juga 
menambahkan bahwa kita juga belum merumuskan secara 
yuridis dalam bentuk perundang-undangan yang pasti, antara 
perbedaan pendapat dan subversif. 

Selama belum ada kejelasan terkait persoalan tersebut, 
masyarakat akan cenderung tidak mengemukakan pendapat 
apa-apa atas setiap persoalan yang timbul. Akhirnya, 
perbedaan pendapat hanya akan timbul di antara segelintir 
orang yang memiliki keberanian menyuarakan pendapat. 
Tidak hanya berhenti di situ, Gus Dur juga mengusulkan 
pembicaraan yang mendalam mengenai sikap kita terhadap 
liberalisme sebagai sebuah pandangan. 

Gus Dur kemudian menjelaskan bahwa dalam budaya 
politik kita, yang disebut demokrasi liberal, ia harus ditolak 


karena ekses-ekses yang dibawanya. Keseimbangan antara 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


hak-hak perorangan warga masyarakat dan hak-hak kolektif 
masyarakat dianggap membahayakan pandangan integralistik 
yang dimiliki Pancasila. Demokrasi liberal, menurut Gus Dur, 
mendukung kontradiksi sebagai sendi budaya, sementara 
Pancasila justru menolaknya. 

Meski begitu, Gus Dur mengakui bahwa demokrasi liberal 
tidak hanya menampakkan diri dalam politik yang serba 
kontradiktif—yang dibawa oleh demokrasi liberal. Ia juga 
falsafah yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas 
kehidupan. Ia juga keyakinan yang secara mutlak mendukung 
penegakan kedaulatan hukum. Ia juga mengandung perlunya 
perlakuan sama di depan hukum, tanpa memandang asal 
usul etnis. Bahkan, ia melindungi golongan yang berbeda 
dari mayoritas bangsa. Dengan sendirinya, dari jurusan 
ini, Gus Dur mengakui liberalisme memiliki nilai-nilai yang 
mendukung peradaban yang tinggi. Ia menyatakan, “Harus 
diakui, liberalisme menyimpan tujuan-tujuan mulia dan nilai- 
nilai luhur yang dianut Pancasila.“ 

Dalam konteks ini, Gus Dur menginginkan hubungan 
yang matang antara Pancasila dan paham-paham seperti 
liberalisme. Ketidakcocokan dalam satu aspek bukannya 
berarti dianggap sebagai pertentangan total antara Pancasila 
dan paham tersebut. Jika persoalan ini tidak didudukkan 
secara matang, Gus Dur memperingatkan bahaya chauvinisme 


Pancasila kepada paham-paham seperti liberalisme itu. 


23 Ibid., hlm. 66. 
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Meskipun Gus Dur tampaknya mengakui adanya nilai- 
nilai mulia yang dikandung dalam liberalisme yang men- 
junjung tinggi manusia, dan kemudian dijelaskan dengan 
perlunya perspektif baru Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 
menegakkan harkat dan martabat manusia Indonesia, toh ia 
pada akhirnya mengakui adanya banyak pandangan tentang 
penegakan HAM. Gus Dur memilih pandangan yang lebih 
menyeluruh dalam menegakkan HAM. 

Jadi, pandangan tentang liberalisme sebagai nilai-nilai 
yang menjunjung tinggi manusia memang diterima oleh Gus 
Dur, tetapi segi-segi penegakannya sebagai HAM, Gus Dur 
tetap menginginkan bahwa beragam pandangan soal ini coba 
dimaknai kembali, yang memerlukan perspektif baru dengan 
menggabungkan banyak segi: liberalisme, sosio-ekonomi, 
tata internasional baru dunia pertama dan ketiga, psikologi 
masyarakat, dan sejenisnya. 

Gus Dur secara tegas ingin mendudukkan dan menjadikan 
aspek-aspek yang berkembang dari luar tetap bisa diterima, 
tetapi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia, 
bukan bermanfaat bagi segelintir elite. Di sinilah relevansinya 
membicarakan pandangan Gus Dur tentang aspek-aspek 
Pancasila dan nilai-nilai Indonesia. Ada segi-segi luar yang 
diterima, tetapi tidak seluruhnya, termasuk soal liberalisme 
tadi. 
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F. Pancasila dan Nilai-Nilai Indonesia 


Gus Dur menyebut Pancasila sebagai perjanjian luhur 
yang bisa mempertemukan banyak kelompok di Indonesia. 
Meskipun ia percaya bahwa di dalam Pancasila mengandung 
ketegangan kreatif. Dan, ketidaksetujuan Gus Dur terhadap 
liberalisme dalam berbagai segi, serta penerimaan segi 
kemanusiaannya, menyisakan sebuah pertanyaan penting: 
kalau begitu, adakah nilai-nilai Indonesia yang perlu diper- 
juangkan? Dan, adakah hal penting yang perlu dimiliki 
manusia-manusia Indonesia?” 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Gus Dur 
mengemukakan beberapa varian kelompok yang meninjau 
nilai-nilai Indonesia. Ia setidaknya membagi ke dalam empat 
kelompok berikut. 

1. Versi kritikus sosial, yang di antaranya dikemukakan 
oleh Mochtar Lubis. Kelompok ini menyebutkan bahwa 
manusia Indonesia cirinya ialah pemalas, munafik, main 
belakang, dan sejenisnya. Pandangan ini disebut Gus 
Dur dipegangi oleh penulis tua untuk menanamkan rasa 
tanggung jawab yang penuh atas masa depan bangsa 
dalam diri generasi muda. Karena kedudukan mereka 
sebagai kritikus, tentunya mereka memerlukan ke- 


sediaan untuk mengemukakan penyakit-penyakit utama 


24 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 
2007), hlm. 153-163, dan dalam Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan 
Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 2001), hlm. 29-41, juga dalam Abdurrahman Wahid, 
Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 101-112. 
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kehidupan bangsa, dan tanpa melakukan itu niscaya 
mereka akan kehilangan relevansinya di tengah kehidupan 
bangsa Indonesia. 

Versi kelompok yang mengidealisisasikan nilai-nilai 
luhur yang dimaksudkan untuk membawa bangsa pada 
kejayaan. Di antara nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah 
mengambil bentuk sikap bijaksana, seperti keserasian 
tanpa menghilangkan kreativitas perseorangan; bangsa 
Indonesia pencipta perdamaian, sopan kepada orang 
lain tanpa sedikit pun menyerahkan diri kepada akibat 
koruptif dan manipulatif modernisasi, giat berkarya, 
tetapi memiliki akar yang dalam pada kehidupan yang 
kaya dengan refleksi dan meditasi; dan sabar tetapi tekun 
dalam membangun masyarakat yang adil. Menurut Gus 
Dur, meski satu sama lain saling bertentangan, semua 
nilai tersebut ialah yang dijadikan indoktrinasi melalui 
penataran P4. Meski begitu, Gus Dur menyebut tentang 
persoalan ini sebagai idealisasi yang terlalu kekanak- 
kanakan. 

Versi kaum akademisi yang dikembangkan, di antaranya 
oleh Koentjaraningrat, yang tidak menempuh dua jalan 
yang saling berkebalikan tersebut: penyesalan diri dan 
pengidealan diri. Menurut pendekatan ini, kita harus 
mengikuti sesuatu yang empiris yang dilakukan para 
sarjana. Dalam versi ini, menunjukkan bahwa premis- 
premis antropologis, dan yang sejenisnya menyebutkan 


“sejumlah orientasi tertentu (misalnya, cara hidup ala 
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priyayi keraton), ternyata menghadap pada sikap-sikap 
dan penguasaan keterampilan yang diperlukan untuk 
mengambil inisiatif mengatasi tantangan modernisasi. 
Dalam hal ini, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa 
mentalitas priyayi sebagai penghambat pembangunan, 
menunjukkan kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan- 
nya, karena pemusatan pada sejumlah orientasi atau 
nilai pengukurannya dapat diperoleh dengan cara 
objektif. Kelemahannya, perdebatan itu cenderung mem- 
perlakukan semua nilai dan orientasi sebagai sesuatu yang 
dibeda-bedakan dari faktor kehidupan yang lain, yang oleh 
sebagian ilmuwan sudah banyak dikritik, lalu oleh para 
kritikus ini ditambah adanya faktor-faktor selain orientasi 
dan mentalitas yang dipegangi Koentjaraningrat. 

Versi kebangsaan modern untuk menjadi Indonesia, 
yang menurut Gus Dur lahir dari pemuda-pemuda 
daerah dan gerakan Islam. Pemuda-pemuda daerah 
selanjutnya membentuk gugusan pemuda kepulauan 
tertentu, seperti para pemuda dari berbagai penjuru 
Sumatera yang membentuk Jong Sumatera, Jong Java, 
dan seterusnya. Di dalam gerakan Islam, terutama yang 
dilakukan Sarekat Islam (dahulunya SDI [Sarekat Dagang 
Islam)) yang menyediakan ruang bagi semua jenis santri 
yang bermula dari pencarian sebuah rasa kebangsaan 
melampaui suku, tetapi kemudian mengalami guncangan 
setelah terlibatnya Muhammadiyah (dan mestinya 


juga Persis) yang mengupayakan untuk memutus masa 
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lalu, sehingga mengakibatkan kelesuan di dalam tubuh 
Sarekat Islam. Dalam hal ini, Gus Dur menunjukkan 
bahwa ada rasa memiliki terhadap dunia yang lebih luas 
dari dunia mereka semua: dari Aceh, Minang, Sulawesi, 
Jawa, dan lain-lain; dan santri dari berbagai daerah 
yang membentuk SI juga memiliki hal sama. Menurut 
Gus Dur, ada sebuah proses kesakitan untuk melakukan 
pilihan antara ketundukan terhadap hidup lama dengan 


mengikuti kehidupan modern di pihak lain. 


Dari versi-versi tersebut, Gus Dur menyebutkan masih 
adanya kekaburan tentang nilai-nilai yang membentuk 
karakteristik bangsa Indonesia. Hal yang terjadi ialah 
pengembaraan rohani dengan pembatasan yang belum jelas, 
yang membawa mereka untuk mengembangkan nilai-nilai 
dan orientasi baru, bahkan digunakan untuk menciptakan 
pemikiran sosial dan ideologi politik yang baru. Rasa menjadi 
sebuah bangsa berawal dari kebutuhan mencari alternatif, 
dan kewajiban yang tidak menyenangkan untuk merumuskan 
hubungan masing-masing dengan dunia mereka yang semula. 

Dari penjelasan tersebut, Gus Dur kemudian berijtihad 
bahwa yang disebut “paling Indonesia” di antara semua 
nilai yang diikuti oleh warga bangsa ini ialah pencarian 
tidak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa 
memutuskan sama sekali dengan masa lampau kita. Gus 
Dur mengistilahkan hal ini dengan “pencarian harmoni”. 


Nilai-nilai yang bersumber dari pencarian ini membentuk 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


gugusan nilai-nilai Indonesia, berupa solidaritas sosial tanpa 
harus menghilangkan getaran impulsif dan kelompok yang 
lebih sempit. 

Menurut Gus Dur, nilai-nilai Indonesia tersebut menam- 
pilkan watak kosmopolitan, yang diimbangi rasa keagamaan 
yang kuat, dan kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan 
tentang pengaturan masyarakat yang lebih luas, dengan 
tetap berpijak pada kerendahan hati yang timbul dari 
kesadaran akan kekuatan dasar masyarakat tradisional 
untuk mempertahankan diri berhadapan dengan kenyataan 
perubahan yang selalu muncul di tengah-tengah kehidupan 
sosial. 

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara—yang 
merupakan perjanjian luhur bangsa—perlu dikembangkan 
dengan nilai-nilai keindonesiaan, yang menurut Gus Dur 
ialah pencarian terus menerus untuk perubahan sosial tanpa 
harus memutus masa lalu. Gus Dur menegaskan penolakannya 
terhadap purifikasi (pemurnian) dan pemutusan sejarah 
nenek moyang masyarakat nusantara. Di sisi yang lain, ia juga 
menolak liberalisme dan isme-isme lain yang diartikulasikan 
atau dikemukakan secara mutlak. Dalam hal inilah, kemudian 
sangat bisa dipahami bahwa Gus Dur menolak arabisme, 
negara Islam, liberalisme dalam segi-segi yang buruk, dan 
menerima segi-segi kemanusiaannya, dan lain-lain. 

Kalau Pancasila juga berarti menghendaki adanya 
ketegangan kreatif, sekaligus perlunya dikembangkan nilai- 


nilai Indonesia, dengan sendirinya Gus Dur membedakan 
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negara Pancasila itu dengan negara sekuler dan negara agama. 
Gus Dur selanjutnya menjelaskan persoalan ini dengan konsep 


sekuler dan tidak sekuler. 


G. Negara Pancasila dan Masalah Negara 
Sekuler 


Dalam membincang persoalan negara Pancasila dan 
negara sekuler, Gus Dur pertama-tama mengutip Soenawar 
Soekawati dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada masa 
awal-awal penyederhanaan partai politik, yang menyatakan 
bahwa negara Indonesia ialah negara sekuler. Pernyataan ini 
dikatakan Soenawar lantaran Indonesia bukan negara agama, 
dan karena kekuasaan agama dibedakan dengan kekuasaan 
pemerintahan. Gus Dur kemudian menyebut bahwa selama 
ini pembicaraan tentang status negara kita tidak pernah jelas, 
karena ada rasa takut jika sampai menimbulkan kerawanan 
politik. Dalam konteks ini, Soenawar membuka diskusi itu.” 

Selama ini, menurut Gus Dur, kita cenderung me- 
rumuskan status hanya dari sudut menegasikan sesuatu 
yang tidak selayaknya diletakkan pada negara kita: bukan 
negara agama dan bukan pula negara sekuler. Dikatakan 
negara sekuler, tetapi negara kita punya sila Ketuhanan Yang 


Maha Esa. Gus Dur kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya 


25 Abdurrahman Wahid, “Sekuler Tidak Sekuler”, dalam Tempo, 3 September 1983, 
juga dalam Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 2010), 
hlm. 109-112. 
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status negara Indonesia tidaklah membingungkan bagi 
yang bisa memahaminya secara tersirat. Negara Indonesia 
berdasarkan Pancasila, menurut Gus Dur, diakui memiliki 
legitimasi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, kalau 
perlu melalui jalur pemerintahan. Meski begitu, landasan 
formalnya, perlu dipahami tidak menetapkan “hanya agama” 
yang menjadi ramuan dalam kegiatan pemerintahan. 

Dalam persoalan tersebut, Gus Dur ingin menegaskan 
bahwa secara eksplisit Pancasila tidak menyebutkan landasan 
keagamaan dalam kehidupan bernegara, tetapi secara implisit, 
ia mendukung pemerintahan yang menunjang kehidupan 
beragama. Dalam konteks ini, Gus Dur mengkritik dua 
pandangan: pertama, golongan yang menyebut Indonesia 
sebagai negara sekuler, dengan mendasarkan pada kenyataan 
“yang negara diurus oleh negara, dan yang agama diurus oleh 
lembaga keagamaan”; kedua, menolak negara sekuler dengan 
kenyataan bahwa banyak rakyat Indonesia yang taat beragama, 
dan pemerintah berkiprah di banyak bidang keagamaan, 
beribu-ribu tempat sekolah dan tempat peribadatan dibangun 
pemerintah, dan lain-lain. 

Gus Dur melihat kedua pandangan tersebut cenderung 
berada di titik yang berlainan: yang satu takut, kalau tidak 
dinyatakan sebagai negara sekuler, Indonesia akan dianggap 
sebagai negara agama; dan yang lain takut kalau-kalau negara 
akan kehilangan kaitannya dengan agama bila ia dinyatakan 


sekuler. Bagi Gus Dur, hal ini menunjukkan masih rapuhnya 
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kehidupan konstitusional kita. Pengertian-pengertian yang 

dikandung ideologi negara dan UUD 1945 belum diperjelas. 

Bagi Gus Dur, yang perlu dilakukan ialah memperjelas, 
secara perlahan sambil melihat keadaan, dengan mendiskusi- 
kan pengertian dan persoalan: apakah perbedaan antara 
wewenang agama, wewenang kenegaraan, dan sekularisme 
di pihak yang lain? Bagi Gus Dur, kalau dinyatakan sekuler, 
dalam hal ini, tidak berarti menerima falsafah sekularisme. 
Lalu, di manakah letak titik pisahnya? Di sinilah, Gus Dur 
mendorong untuk terus memperbincangkan persoalan ini 
tanpa harus membawa keributan. 

Di tempat yang lain, Gus Dur ketika membicarakan 
segregasi agama memberikan jawaban atas pertanyaan 
tersebut. Menurutnya, di dalam negara Pancasila, mestilah 
terjadi hal-hal berikut: 

1. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama 
harus dibatasi jangkauannya, bahkan kalau mungkin 
dipersempit. Organisasi-organisasi keagamaan yang di- 
buat oleh kelompok-kelompok yang turut duduk dalam 
pemerintahan harus didorong untuk menjadi independen 
dari pemerintah. Politisasi gerakan keagamaan harus 
dihindari secara maksimal. 

2. Pembinaan kehidupan keberagamaan sebaiknya meng- 
ambil bentuk dengan peranan pihak pemerintah bersifat 
tidak langsung, bukannya seperti sekarang. Hanya 
dalam hal-hal esensial, pemerintah langsung melakukan 


kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 
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dan peradilan agama. Hal-hal yang bersifat rutin dapat 
diserahkan kepada organisasi-organisasi dan lembaga- 
lembaga keagamaan yang telah ada. 

3. Segenap kegiatan pemerintah di bidang keagamaan harus- 
lah diserahkan ke pemantapan integrasi nasional kita, 
bukannya memperkuat status kecenderungan segregasi 
agama yang masih ada sisa-sisanya dalam kehidupan 


bangsa kita sampai saat ini.” 


Dalam hal ini, Gus Dur menginginkan adanya ke- 
seimbangan: pada satu pihak, ketergantungan terhadap 
lembaga-lembaga keagamaan yang telah mapan berakibat 
pada birokratisasi kehidupan beragama kita; dan pada pihak 
yang lain, jarak terlalu jauh dari mereka akan membawa akibat 
mudahnya gerakan-gerakan sempalan menyusun jaringan 
eksklusif, dengan akibat akan semakin jauh berkembang 
segregasi agama yang masih berlangsung dewasa ini. Dari situ, 
Gus Dur mengingatkan, “Akan sangat berat tantangan yang 
dihadapi bangsa kita pada masa datang, karena kegagalan 
kita melakukan segregasi kehidupan agama yang senantiasa 
mengancam keutuhan kita sebagai bangsa.” 

Selanjutnya, Gus Dur menjelaskan soal batas-batas 
peranan negara yang menunjang kehidupan beragama di 
dalam negara Pancasila, perlunya masyarakat agama untuk 
—— 28 Abdurrahman Wahid, “Segregasi Agama”, dalam Pelita Minggu, 4 November 
1990, dan dalam Harian Umum Pelita, Seraut Wajah Baru (Jakarta: Harian Pelita, 1990), 


hlm. 110-111. 
27 Ibid. 
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menjadi otonom, dan melakukan peninjauan diri dengan 
mempertimbangkan perubahan zaman dan tantangan ke 
depan. Dengan sendirinya, Gus Dur tidak menginginkan 
negara sekuler dalam pengertian filsafat, tetapi meng- 
inginkan adanya segregasi agama; pihak mana yang wewenang 
pemerintah; dan pihak mana yang tidak; dan pada saat yang 
sama, semuanya diorientasikan untuk mencapai suatu negara 
ideal Pancasila dan pemantapan integrasi nasional. 

Gagasan negara ideal Pancasila tersebut, lagi-lagi me- 
nurut Gus Dur, ialah didasarkan pada Pancasila yang masih 
harus diupayakan tegaknya. Bentuk ideal negara Pancasila 
itu bukan negara Islam. Bahkan, kalau yang dimaksud 
ialah menciptakan masyarakat Islam dalam pengertian 
pemerintahan, menurut Gus Dur, berarti mengkhianati UUD 
1945, karena akan menjadikan orang-orang non-muslim warga 
negara kelas dua. Tetapi, suatu masyarakat Indonesia di mana 
orang Islam itu kuat, dan kuat berarti berfungsi dengan baik, 
menurut Gus Dur, ialah hal yang baik.” Umat Islam yang kuat 
dalam konsep Gus Dur, salah satunya ialah umat Islam yang 
bisa menciptakan negara ideal Pancasila di tengah masyarakat 
Indonesia untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, 
menjamin kebebasan berpendapat dan penggunaan sumber- 
sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk 


segelintir orang. 


2 Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 
2002), hlm. 109. 
2 Ibid., hlm. 115. 
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Selanjutnya, dalam bab berikutnya (bab 4), saya men- 
jelaskan pandangan Gus Dur tentang penolakannya atas 
konsep negara Islam. Gus Dur mendukung negara berdasarkan 
Pancasila, dan dalam jangka panjang harus menjadi negara 
ideal. Gagasannya tentang posisi hukum Islam di tengah 
kebangsaan, yang menunjukkan bahwa di tengah negara 
kebangsaan berdasarkan Pancasila itu, hukum Islam tetap 
harus berperan (tetapi bagaimana bentuknya, akan dibahas di 
bab 5), karena menurut Gus Dur, ia menjadi salah satu bagian 


dari ramuan yang menggarami nilai-nilai Indonesia. 


#5: NUR KHALIK RIDWAN 


BAB 4 


GUS DUR DAN PENOLAKAN NYA 
ATAS PENDIRIAN NEGARA ISLAM 


GEZ tentang Pancasila dan ideologi negara yang 
dikemukakan Gus Dur dalam tulisan-tulisannya sudah 
dibahas di bab 3. Di bab 4, saya membahas soal penolakan Gus 
Dur tentang ide pendirian negara Islam, yang menjadi bagian 
penting selanjutnya yang perlu dibahas. Gagasan tentang ini 
menjadi relevan dibicarakan, karena Gus Dur menyebutkan 
soal negara Pancasila yang telah dijelaskan di bab 3 sebagai 
pilihan. Mengapa Gus Dur tidak setuju dengan ide pendirian 
negara Islam di Indonesia? Bab inilah yang ingin menelusuri 


persoalan itu. 


Gagasan Gus Dur tentang penolakan atas negara Islam 
menjadi bagian dari legitimasi dan argumentasi di kalangan 
Islam untuk menerima negara Pancasila dan negara nasional 
kebangsaan. Dengan membaca gagasan ini, akan sangat jelas 
terlihat posisi Gus Dur di tengah pergulatan muslim Indonesia 


yang sangat beragam dan tidak tunggal soal Pancasila: ada 
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yang menerima, ada pula yang menolak. Gus Dur berada di 
posisi yang menerima, bahkan mengusahakan dukungan 
kepada masyarakat muslim Indonesia untuk menerima negara 
Pancasila itu. 

Paling tidak, selama ini gagasan tentang negara Islam atau 
Islam sebagai dasar negara dan pergulatannya di Indonesia 
memiliki bentuk dari beberapa pola dan alur besar; bentuknya 
sebagai NII (Negara Islam Indonesia) yang memisahkan 
diri dari Republik Indonesia, dan kemudian ditumpas oleh 
pemerintah RI; bentuk yang diperjuangkan oleh Masyumi 
dengan tidak terpisah dari RI tetapi memperjuangkan 
Islam sebagai dasar negara sebagai alternatif dari Pancasila; 
dan bentuk perjuangan muslim yang menerima Pancasila 
(misalnya, diwakili NU sejak tahun 1984, dan menerima 
keputusan PPKI tahun 1945 untuk mencoret 7 kata dalam 
sila pertama), dengan tetap menginginkan Islam sebagai 
penunjang pembangunan. 

Gagasan Gus Dur ialah bagian dari pergulatan muslim 
Indonesia ini. Bagaimana Gus Dur bisa menolak ide pendirian 
negara Islam di Indonesia dan menerima negara Pancasila, 


akan menjadi jelas bila dilihat argumentasi Gus Dur berikut. 


#5: NUR KHALIK RIDWAN 


A. Negara Islam Tidak Ada Konsepnya 


Soal negara Islam, menurut Gus Dur, ada dua pendapat 
di kalangan muslim selama ini. Pertama, sebuah negara 
Islam harus ada seperti pendapat kaum elite politik di Saudi 
Arabia, Iran, Pakistan, dan Mauritania. Kedua, seperti dianut 
oleh NU dan ormas-ormas Islam lainnya, menyatakan tidak 
perlu ada negara Islam. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas 
yang sangat tinggi di antara warga negara Indonesia, selain 
kenyataan ajaran Islam menjadi tanggung jawab masyarakat, 
dan bukannya negara. Pandangan NU ini bertolak dari 
kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang 
baku tentang negara. Ajaran yang jelas ada ialah mengenai 
tanggung jawab setiap kaum muslim untuk melaksanakan 
Islam.” 

Meski Gus Dur mengakui ada dua pendapat tentang 
gagasan negara Islam, tetapi menurutnya, Islam tidak me- 
miliki konsep perihal cara negara harus dibuat dan diper- 
tahankan. Bahkan, ia secara terang-terangan menyebutkan 
bahwa negara Islam itu “tidak ada” sebagai konsep." Menurut- 
nya, sepanjang hidup, ia telah mencari makhluk yang bernama 
negara Islam, dan sampai hari ini, tidak ditemukannya.” 
Pandangan ini menjelaskan bahwa Gus Dur mengakui ada 


pendapat yang mengatakan adanya gagasan negara Islam, 


30 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 
2006), hlm. 102. 

31 Tbid., hlm. 91. 

32 Ibid. 
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tetapi bagi Gus Dur, konsep negara Islam itu tidak ditemukan 

dalam al-Qur'an dan Islam, yang ada ialah klaim saja tentang 

negara Islam. 

Dasar dari pernyataan dan kesimpulan itu, menurut Gus 
Dur, dapat dipetakan pada beberapa level: kenyataan dan 
alasan-alasan teks. Alasan-alasan empiris itu, misalnya bisa 
disebutkan sebagai berikut: 

1. Islam tidak mengenal pandangan yang tegas tentang 
pergantian kepemimpinan. Bukti-buktinya, menurut Gus 
Dur, ialah Abu Bakar Ra. dipilih oleh dewan elite muslim 
yang saat itu berbaiat kepadanya; Umar bin Khathab Ra. 
dipilih lewat penunjukan oleh Abu Bakar Ra. sebelum 
yang digantikan wafat; Utsman bin Affan Ra. dipilih 
oleh dewan elite muslim yang ditunjuk oleh Umar bin 
Khathab Ra. dengan catatan satu elite tidak boleh dipilih 
(maksudnya ialah anaknya sendiri, Abdullah bin Umar 
Ra.); Ali bin Abi Thalib Ra. juga dipilih lewat dewan elite 
muslim.** Tiga khalifah yang terakhir berhenti dengan 
cara pembunuhan oleh sesama muslim. Setelah itu, 
Dinasti Umaiyah yang juga bergelar khalifah memakai 
sistem dinasti berbasiskan keturunan hingga para sultan 
sebelum munculnya negara bangsa. Menurut Gus Dur, 
kalau memang Nabi Muhammad Saw. menghendaki 
berdirinya sebuah negara Islam, mustahil masalah 


suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak 


33 Ibid., hlm. 81-82. 
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dirumuskan secara formal. Nabi Muhammad Saw. cuma 
memerintahkan, “Bermusyawarahlah kalian dalam suatu 
persoalan.” Masalah sepenting itu bukannya dilembagakan 
secara konkret, melainkan hanya dengan sebuah diktum: 
masalah dimusyawarahkan di antara mereka.” 

Negara yang diimajinasikan tidak jelas ukurannya. Nabi 
Muhammad Saw. dan Abu Bakar Ra. hanya memimpin 
sebuah negara kota Madinah, dan pada masa Umar bin 
Khathab Ra. kekuasaannya membentang dari pantai 
Timur Atlantik hingga Asia.” Kesimpulannya, menurut 
Gus Dur, ternyata tidak ada kejelasan juga apakah 
negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa 
saja (wawasan etnis) juga tidak jelas, negara bangsa 
(nation-state) atau negara kota yang menjadi bentuk 
konseptualnya.” 

Gus Dur juga mengungkapkan bahwa terjadi kerancuan 
apabila kita memakai dan mengklaim negara atas dasar 
kekuasaan Allah Swt., karena menurutnya, negara itu ada 
batasnya dan sangat jelas, sementara Tuhan tidak ada 
batasnya. Ketika batas-batas itu ditegakkan, menurut 
Gus Dur, tidak dapat sebuah negara itu ditegakkan tanpa 
memperkosa hal-hal yang menjadi kewajiban negara 
secara wajar. Sementara itu, Tuhan suci dari hal yang 


demikian.” 


34 Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 21. 


35 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 16. 
36 Jbid., hlm. 83. 
37 Ibid., hlm 8-9. 
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Sementara, alasan-alasan yang digunakan Gus Dur 


dalam soal teks, ada beberapa ayat yang diberi komentar, 


di mana ayat-ayat ini sering dijadikan alasan oleh golongan 


yang mendukung gagasan negara Islam. Ayat-ayat itu bisa 


disebutkan sebagai berikut, yang dapat ditemukan dalam 


berbagai tulisannya: 


SPA 
3 1 
TA 

fa 


Ada ayat yang berbunyi: “Masuklah kalian ke dalam 'as- 
silmi’ secara penuh (udkhulu fi as-silmi kaffah)” dalam 
surat al-Baqarah [2], ayat 208. Menurut Gus Dur, dalam 
hal ini, terdapat perbedaan pendapat yang fundamental 
di antara kaum muslimin. Gus Dur mengungkapkan 
kalau kata as-silmi diterjemahkan menjadi kata “Islam”, 
dengan sendirinya harus ada entitas Islam formal dengan 
keharusan menciptakan sistem yang islami. Sementara 
itu, bagi golongan yang menerjemahkan ayat tersebut 
dengan kata sifat “perdamaian”, tentu menunjuk pada 
entitas universal yang tidak perlu diterjemahkan ke 
dalam sistem tertentu, termasuk sistem Islam.” Dalam 
posisi itu, Gus Dur termasuk yang mengikuti pandangan 
yang menafsirkan bahwa as-silmi ialah perdamaian, atau 
perjuangan untuk menegakkan perdamaian, baik secara 
tujuan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 
Ada adagium penting dari Umar bin Khathab Ra. 
yang sering dikutip oleh sebagian kalangan Islam: 
“Tidak ada Islam tanpa kelompok, tidak ada kelompok 


tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa 


38 Ibid., hlm. 3. 
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ketundukan (la islama illa biljama`ah wala jama 'ata illa 
bil imarah wala imarata illa bi ath-tha *ah).” Adagium ini 
sering digunakan untuk mendukung ide negara Islam, 
dan menurut Gus Dur, bukanlah menunjukkan adanya 
sebuah sistem. Menurut Gus Dur, tidak ada sesuatu 
dalam ungkapan itu yang mengungkapkan adanya sebuah 
sistem spesifik adanya sistem islami. Dengan demikian, 
semua sistem diakui kebenarannya oleh adagium itu, 
asalkan sistem itu bisa digunakan untuk memperjuangkan 
berlakunya ajaran Islam dalam sebuah masyarakat.” 

Ayat berikutnya sering dikutip: “Hari ini telah kus- 
empurnakan bagi kalian agama kalian, kutuntaskan bagi 
kalian pemberian nikmatku, dan kurelakan bagi kalian 
Islam sebagai agama”, dalam surat al-Maa'idah [5] ayat 3, 
diandaikan Islam menunjukkan sistem tertentu untuk 
bisa menjalankannya. Menurut Gus Dur, “Benarkah 
asumsi dasar bahwa Islam sebuah sistem hidup yang 
sempurna, dan harus diwujudkan dalam bentuk 
kenegaraan tertentu... Kitab suci Islam tidak menyatakan 
lembaga tertentu sebagai penjamin kelebihan agama Islam 
daripada agama lain, melainkan diserahkan kepada akal 
sehat manusia untuk mencapai kebenaran (kebenaran 
atas diktum itu). Dengan demikian, kesempurnaan sistem 


Islam, tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang 


39 fbid., hlm. 7. 
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lembaga tertentu, tetapi pada kemampuan akal manusia 

untuk melakukan perbandingan sendiri-sendiri.” 

4. Adajuga ayat berikut: “Orang yang tidak berhukum dengan 
hukum Allah maka orang itu kafir”, dalam surat al-Maa'idah 
[5] ayat 44. Menurut Gus Dur, tidak ada keharusan 
mendirikan negara Islam, karena hukum Islam tidak 
bergantung pada adanya negara, tetapi masyarakat pun 
bisa melakukan perintah agama. Misalnya, kita shalat 
Jum'at juga bukan karena peraturan negara, tetapi karena 
diperintahkan oleh Islam. Bahkan, dalam catatan kaki 
ketika mengomentari ayat ini jelas dikatakan: “Subjek 
yang dikritik dari ayat itu sehingga menjadi zhalim, kafir, 
dan fasik yang tidak memutuskan hukum berdasarkan 
sesuatu yang diberikan Allah Swt. ialah kelompok Yahudi. 
Dengan demikian, yang mendapat celaan itu bukan umat 
Islam atau Nabi Muhammad Saw.” 

5. Hanya ada satu ayat yang berkaitan dengan daulah 
(negara), dan daulah Islam tidak dikenal dalam al-Our'an. 
Sebab, kata-kata dalam al-Our'an itu berbunyi dulah, dalam 
surat al-Hasyr [59] ayat 7: “Agar harta yang terkumpul itu 
tidak berputar atau beredar di antara orang-orang kaya 
saja (likai la dulatan baina al-aghniya”).“ Karenanya, 
menurut Gus Dur, dari sisi teks, tidak ada yang menyuruh 


umat Islam membuat sistem yang kemudian disebut 


“0 fhid., hlm.14. 
^ Ibid., hlm. 103. 
2 Ibid. 

23 Tbid., hlm. 112. 
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negara Islam, tetapi yang diwajibkan ialah membangun 
masyarakat Islam agar sesuai dengan ajaran Islam, dan 
hal itu bisa dilakukan tanpa dengan negara Islam. Di 
tulisan yang lain, Gus Dur juga menyebutkan bahwa 
sejauh dicari kata daulah dalam al-Qur'an maka yang 
ada hanya bermakna "berputar atau beredar”. Misalnya, 
sistem yang dianggap ada oleh al-Qur'an, menurut Gus 
Dur, ialah sistem ekonomi dari sebuah negara (agar tidak 
hanya berputar di antara orang kaya), bukan bentuk dari 
sebuah negara itu sendiri. Menurut Gus Dur, hal ini ialah 
pembuktian tekstual, di mana Islam tidak memandang 
yang terpenting ialah bentuk negaranya. Dalam hal ini, 


Islam lebih mengutamakan fungsinya, bukan bentuknya.” 


Alasan-alasan tersebut lebih fokus pada soal internal 
kesejarahan, dan aspek-aspek dasar di kalangan muslim, tetapi 
belum menyentuh aspek luar yang berkaitan dengan sejarah 
sosial politik dan hal-hal lain di Indonesia. Dengan alasan- 
alasan level internal itu, Gus Dur menyebutkan bahwa gagasan 
untuk mendukung negara Islam dengan tanpa ada konsepnya, 
berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-cabik, karena 
perbedaan pandangan para pemimpin Islam, apalagi bila satu 
sama lain saling mengafirkan.” 

Gus Dur juga menegaskan bahwa satu-satunya yang 


disepakati seluruh muslim ialah nama Islam, dan gagasan 


“Ibid. 
3 Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 21. 
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negara Islam itu tidak dipegang oleh mayoritas kaum muslim 
di dunia. Menurutnya, gagasan negara Islam hanya dipikirkan 
oleh sejumlah orang pemimpin yang terlalu memandang dari 
sudut institusionalnya. 

Gus Dur mengakui memang tidak mudah membicarakan 
ada tidaknya negara Islam. Selain terdapat kesulitan politis, 
sebenarnya juga terdapat kesulitan teknis yang berkaitan 
dengan istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, soal kata 
"konsep”. Apa itu konsep? Sebuah teori tentang kenegaraan 
yang lengkap, tuntas, dan terperinci yang sama sekali berbeda 
dengan teori-teori lain (seperti Marxis, kapitalis, dan lain- 
lain). Jika hal inilah yang dimaksud maka amat jelas belum 
ada. Tetapi, jika pandangan mengenai cara mengatur negara, 
dan jika itu yang dimaksud maka dapat segera dibuat. 

Gus Dur mengajukan pertanyaan-pertanyaan: “Apakah 
yang dimaksud pandangan Islam tentang negara hanya 
menyangkut nilai-nilai dasar yang melandasi berdirinya 
negara? Atau juga menyangkut norma formal yang mengatur 
kehidupan di dalamnya? Atau juga soal kelembagaan yang 
ditegakkan di dalamnya? Ataukah ketiga-tiganya?” Menurut 
Gus Dur, selama tidak ada kejelasan dalam hal-hal tersebut, 
sebenarnya sia-sia saja dilakukan klaim bahwa Islam memiliki 
konsep kenegaraan. 

Meski Gus Dur menolak adanya konsep negara Islam atau 
ketiadaan konsep negara Islam, tidak berarti kaum muslimin 
harus hidup secara individual, tetapi mereka mesti membuat 


komunitas masing-masing dan merumuskan kewajiban- 
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kewajiban kolektif agama yang mereka anut. Dengan kata 
lain, amar ma'ruf nahi munkar dilakukan secara persuasif oleh 
tiap warga negara yang merasa memiliki kemampuan. Dengan 
demikian, menurut Gus Dur, akan terjadi keseimbangan 


antara hak-hak individu dan hak-hak bersama (kolektif). 


B. Islam Formal dan Tidak Formal 


Dengan tidak adanya konsep negara Islam, Gus Dur sama 
sekali tidak menafikan bahwa Islam sebagai agama, bahkan 
nama Islam itu telah disepakati. Islam sebagai agama perlu 
diperjuangkan di dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja, 
Gus Dur membedakannya ke dalam dua model Islam: Islam 
formal dan Islam tidak formal. Terkadang, disebut juga oleh 
Gus Dur dengan dua istilah: etis dan ideologis. 

Di dalam Islam formal, menurut Gus Dur, sering kali ter- 
jadi kerancuan, karena tidak bisa membedakan sesuatu yang 
disebut orientasi, dan sesuatu yang disebut sebagai konsep 
sebuah bangsa. Gus Dur menunjukkan pandangan Shakib 
Arslan yang sering kali menjadi rujukan kalangan Islam 
formalis (selain tentu tokoh seperti Abu A'la al-Maududi). 
Teori universalitas dan formalitas Shakib Arslan, bersumber 
dari orientasinya sebagai anggota parlemen Ottoman. 
Sementara itu, ia menolak pandangan nasionalisme Arab. 
Universalitas Islam, dan formalitas Islam dijadikannya teori, 


karena orientasinya ingin menjadikan dirinya sebagai anggota 
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tetap parlemen Ottoman, yang itu akan hilang manakala 
muncul nasionalisme Arab. 

Bagi Gus Dur, formalitas Islam akan mengganggu ke- 
bersamaan sebagai sebuah bangsa, dan sebenarnya agak 
mengganggu kebersamaan kaum muslimin di Indonesia. 
Dengan adanya Islam yang diformalkan, negara akan me- 
netapkan sebuah versi madzhab tertentu untuk dijadikan 
undang-undang. Formalitas yang demikian, menurut Gus 
Dur, berbeda dengan fiqh yang sering dipelajari di pesantren. 
Dalam pandangan fiqh, orang bisa saja berbeda pandangan, 
dan rumusan aturan tergantung dari pilihan masing-masing. 
Gus Dur menambahkan, karena Islam yang diformalkan 
dalam sebuah negara Islam, dengan sendirinya keputusan- 
keputusan hukumnya akan diwujudkan secara formal dan 
undang-undang formal. Ini akan mengabaikan asas pluralitas, 
dan sistem formal itu akan menjadi lahan tawar menawar saja. 

Pergumulan antara Islam dan adat dalam tradisi muslim 
di Indonesia juga ditunjukkan oleh Gus Dur sebagai dasar 
yang menegaskan bahwa masyarakat kita menolak bersandar 
pada formalitas. Berbagai ekspresi tradisi dan perpaduan 
antara Islam serta adat merupakan fakta bahwa Islam tetaplah 
berfungsi meskipun tidak dengan negara Islam. 

Dalam bahasan yang lain, Gus Dur sering menyebut 
perlunya perjuangan etis yang dihadapkan dengan pilihan 


perjuangan ideologis.** Bagi Gus Dur, yang terpenting ialah 


“6 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 111-115. 
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perjuangan yang mementingkan masyarakat. Menurutnya, 
umat Islam selama ini telah mengenal Islam sebagai pegangan 
hidup masyarakat, setidaknya berlaku untuk para warga 
gerakan Islam. Jadi, negara dapat saja didirikan tanpa harus 
dengan ideologi Islam, karena mementingkan dan membela 
masyarakat serta kepentingan masyarakat muslim dalam 
konteks negara, bisa juga tanpa ideologi Islam dalam bentuk 
negara Islam. 

Dengan dasar itu, Gus Dur mengungkapkan dua 
pandangan: golongan yang menganggap bahwa kalau inti 
ajaran Islam diakui dan bisa diterapkan sudah merupakan 
perjuangan membuat masyarakat Islam; dan pandangan yang 
menyebutkan masyarakat Islam terbentuk kalau menerapkan 
Islam formal. Kelompok pertama, Islam itu akan menjadi 
inspirasi, sumber yang mendorong legislasi dan pengaturan 
negara yang manusiawi, namun tidak menentang ajaran Islam. 
Kelompok kedua, menginginkan ajaran Islam dilaksanakan 
sepenuhnya, bahkan secara harfiah. Seolah-olah, sebuah 
negara masih harus diislamkan kalau belum benar-benar 
Islam secara total. 

Strategi yang dipilih di antara kelompok-kelompok 
itu, juga berbeda. Kelompok pertama menginginkan lewat 
substansi, dan tidak mementingkan bentuk formal. Sementara 
itu, kelompok kedua menginginkan formalisasi dalam 
bentuk kenegaraan yang harus menjadi syarat utama. Untuk 
masyarakat Indonesia, jawaban atas pertanyaan tersebut 


sering harus melalui proses “hilang timbul”: tidak dibicarakan 
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terbuka, namun muncul dalam memberikan tafsiran atas 
ideologi tunggal negara.” 

Dalam konteks tersebut, Gus Dur menginginkan Islam 
etis, dan bukan ideologis yang ingin mengagamakan negara. 
Islam etis ialah Islam yang bisa menjiwai, menjadi pendorong 
bagi terciptanya masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai 
agama pada satu sisi; tetapi pada sisi yang lain, agamawan 
menjadi faktor penting untuk mendorong masyarakat yang 
demokratis, adil, toleran, berpihak kepada rakyat, dan 


membela kaum jelata. 


C. Aspirasi Ideologi Islam dalam Sejarah 
Bangsa Indonesia 


Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, Gus Dur juga 
menolak gagasan golongan yang memperjuangkan Piagam 
Jakarta, meskipun menghormatinya sebagai pilihan di dalam 
berdemokrasi. Menurutnya, keinginan berbagai kalangan 
gerakan Islam agar Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam 
pasal 29 UUD 1945 memang perlu direspons oleh berbagai 
kalangan. Menurutnya, tuntutan ini muncul karena masih 
kurangnya pengertian di kalangan gerakan-gerakan tersebut. 
Pencantuman Piagam Jakarta dalam salah satu UUD 1945 


akan memasukkan ideologi agama ke dalam negara, dan 
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karenanya menyebabkan agama memiliki kedudukan resmi 
sebagai ideologi negara. 

Menurut Gus Dur, disepakatinya UUD 1945 dan Pancasila 
tanpa klausul dalam Piagam Jakarta menunjukkan para 
pemimpin Islam sejak dahulu menyadari bahwa bangsa 
kita ialah bangsa yang heterogen. Pendapat-pendapat yang 
dipegang para pemimpin Islam, jelas-jelas menunjukkan 
semangat persatuan Indonesia pada tingkat paling tinggi. Para 
ulama (ahli figh) bahkan tidak menolak pandangan itu. Hal ini 
menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejahteraan 
umat dinilai begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam. 

Gus Dur juga menunjukkan dalam kabinet pertama RI 
yang dipimpin Soekarno dan berumur pendek, tidak disebut- 
sebut kementrian agama. Baru dalam kabinet berikutnya, 
lembaga itu dicantumkan, dan sejak itu tidak pernah hilang 
dari peredaran. Kabinet kedua itu dikenal dengan Kabinet 
Syahrir. Mengapa Soekarno yang senang bergulat dengan 
pemikiran Islam tidak mencantumkan kementerian agama, 
sementara Syahrir yang diklasifikasikan sebagai tokoh sekuler 
tulen justru menciptakan kementrian agama." 

Menurut Gus Dur, hal tersebut terjadi karena kepentingan 
nasional. Tanpa kementerian agama, golongan Islam tidak 
dapat menerima pemerintah sah yang dipimpinnya. Sebagai 
pemimpin bangsa, Syahrir harus memerhatikan aspirasi 


kelompok agama. Sementara itu, Soekarno—karena saat 


28 Tbid., hlm.70-71. 
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itu negara masih dalam masa pasca proklamasi—tidak 
dihadapkan pada tuntutan itu ketika membentuk kabinet 
pertama Indonesia. Di sinilah, kepentingan nasional itu, 
dan Gus Dur mengingatkan kepada orang-orang yang 
sering mempertentangkan antara rasa kebangsaan dan rasa 
keagamaan. Bagi Gus Dur, keduanya sesungguhnya bisa 
bertemu.” 

Di samping soal kepentingan nasional, Gus Dur juga 
mengingatkan bahwa banyak pemuka Islam marah disebut 
fundamentalis, dan tersinggung kalau membicarakan isu 
negara Islam, serta bersikap kurang dewasa. Perkembangan 
ini patut direnungkan dan menunjukkan suatu persoalan 
yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat kaum 
muslim. Ini juga menyangkut isu kultural kaum muslimin di 
seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Indonesia. 

Dalam hal ini, Gus Dur mengingatkan perlunya me- 
nelusuri wilayah kehidupan yang hakikatnya menjadi 
agenda pemikiran kaum muslimin, dan membedakan dari 
agenda semu yang dijajakan sebagai janji kebangkitan Islam. 
Selama ini, yang berkembang, menurut Gus Dur, ialah aspek 
kelengkapan dan idealistis Islam, tetapi dirumuskan dalam 
segi-segi formalnya. Maka, tidak heran kalau segi-segi kritis 
terhadap diri sendiri tidak dapat dikembangkan sepenuhnya, 
terhalang oleh Islam yang diletakkan sebagai pagar tadi. 


Perkembangan di luar yang hebat sekalipun, tetap dikatakan 
sebagai tidak bisa menandingi kehebatan Islam pada masa lalu. 

Gus Dur menyebut golongan tersebut masih bermental 
banteng. Islam harus dipagari rapat-rapat dari kemungkinan 
penyusupan gagasan yang akan merusak kemurniannya. 
Tanpa disadari, menurut Gus Dur, mental seperti itu justru 
mengakui secara laten akan kelemahan Islam. Bukankah 
ketertutupan hanya membuktikan ketidakmampuan meles- 
tarikan keberadaan diri dalam keterbukaan? Bukankah isolasi 
menunjukkan kelemahan dalam pergaulan? 

Nah, sikap orang luar yang kemudian menyebut golongan 
tersebut sebagai fundamentalis, dan ingin mendirikan negara 
Islam, lalu marah, menurut Gus Dur, ialah akibat dari sikap 
mengunci diri, lalu curiga terhadap semua pendapat orang 
tentang dirinya. Reaksi marah itu, menurut Gus Dur, ialah 
reaksi dari ketakutan atas pengaruh dari luar tentang Islam. 
Padahal penamaan sebagai kaum fundamentalis, tidak hanya 
ditujukan kepada golongan yang hanya memperjuangkan 
Islam sebagai alternatif tunggal semua isme, keyakinan, dan 
ideologi yang ada. Cukup besar kehadiran pemimpin muslim 
yang menerima isme-isme yang lain, dan melihat peranan 
agama dalam mengarahkan isme-isme itu bagi kebutuhan 
hakiki umat manusia. Tetapi, Gus Dur mewanti-wanti bahwa 


kita tidak usah pesimistis dengan sikap jiwa seperti itu, 
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karena ia akan berkurang dengan sendirinya, kalau proses 
pendewasaan telah memengaruhi cara berpikir.” 

Dengan melihat sejarah dan belum dewasanya sebagian 
kalangan Islam, menurut Gus Dur, sesuatu yang terjadi 
pada masa lalu yang diperankan tokoh-tokoh Islam, perlu 
dilihat sebagai langkah taktis belaka. "Sepenting apa pun 
KH. A. Wahid Hasyim, M. Natsir, dan lain-lain, mereka se- 
harusnya menyadari bahwa penghilangan Piagam Jakarta di 
Konstituante, penetapan kembali Piagam Jakarta pada tanggal 
5 Juli 1959, hanyalah bersifat taktis. Dalam jangka panjang, 
secara lebih prinsipil ialah perjuangan menghilangkan atau 
menetapkan Islam dalam kehidupan bernegara. Gus Dur 
menyatakan, “Kalau kita mengikuti pendapat pertama, berarti 
kita ialah pengikut gerakan nasional. Apabila sebaliknya maka 
kita pengikut gerakan Islam yang menolak Pancasila.” 

Gus Dur juga menandaskan bahwa siapa pun tidak dapat 
menyangkal bahwa bangsa Indonesia memiliki jumlah terbesar 
kaum muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. 
Indonesia justru memiliki jumlah terbesar kaum muslimin 
statistik, atau lebih dikenal dengan istilah Islam abangan. 
Walaupun demikian, kaum muslimin yang taat beragama 
dengan nama kaum santri masih merupakan minoritas. 
Oleh karena itu, alangkah tidak bijaksana bila sikap ingin 
memaksakan negara Islam atas diri mereka.” Dalam hal ini, 

51 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 
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tampak bahwa Gus Dur mempertimbangkan pluralitas kaum 
muslim. 

Dengan begitu jelas, Gus Dur melihat bahwa pengalaman 
sejarah itu seharusnya bisa mendewasakan umat Islam, proses 
dari perumusan Piagam Jakarta, penghilangan Piagam Jakarta 
di PPKI, kembalinya Piagam Jakarta menjiwai dalam Dekret 5 
Juli 1959 dan seterusnya. Proses pendewasaan ini, menurut 
Gus Dur, harus berujung pada hal berkesudahan, antara 
golongan yang akan menetapkan atau menghilangkan Islam 
sebagai dasar negara, ataukah menerima Pancasila. Gus Dur 
memilih menerima Pancasila dengan tetap menjadikan Islam 
sebagai penunjang dan pengarah pembangunan. 

Karena itu pula, Gus Dur mendukung penghilangan 
Piagam Jakarta dalam PPKI, sebagaimana disetujui oleh 
tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Gus Dur menyebutkan 
bahwa keputusan para wakil berbagai organisasi Islam dalam 
PPKI untuk menghilangkan Piagam Jakarta dan pembukaan 
UUD 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah keputusan 
bijaksana dan harus dipertahankan.”* Mereka ini, disebut Gus 
Dur, berpandangan jauh, dapat melihat kesungguhan kaum 
muslimin dalam menegakkan ajaran-ajaran agama mereka 
tanpa bersandar kepada negara. Dengan begitu, mereka 
menghidupi, baik agama maupun negara.” 

Meski begitu, Gus Dur tidak menginginkan sebuah 


pemeliharaan dendam sesama anak bangsa, termasuk 
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terhadap golongan yang dahulu pernah memberontak atas 
nama negara Islam. Gus Dur menginginkan adanya rekonsiliasi 
sesama anak bangsa kepada bekas anggota NII/TII. Karena 
perikemanusiaan, Gus Dur memiliki solidaritas yang kuat 
dengan mereka (mantan PKI), seperti halnya solidaritasnya 
terhadap mantan anak buah Kartosoewirjo yang disebut DI/ 
TII. Karena itu, simpati Gus Dur kepada anggota DI/TII juga 
tidak kalah besarnya dari simpati kepada mantan orang PKI.” 

Dalam hal tersebut, tampak bahwa Gus Dur meng- 
inginkan rekonsiliasi dan keadilan. Menurutnya, konflik- 
konflik bersenjata pada masa lalu dapat dianggap selesai 
apa pun alasannya. Sebab, kita sekarang sudah kuat sebagai 
bangsa, dan tidak usah menakuti kelompok mana pun.” 

Bukan hanya kepada mantan NII, Gus Dur juga meng- 
akui dengan jujur tetap menghormati golongan yang 
memperjuangkan aspirasi negara Islam, baik di dalam partai 
politik maupun perkumpulan-perkumpulan berlabel Islam, 
sebagaimana Gus Dur juga menghargai dan ingin dihargai 
kalau berpandangan menolak negara Islam. 


Gus Dur menulis sebagai berikut: 


Justru karena penulis menolak negara Islam di Indonesia, 
tetapi tidak di tempat lain yang penduduknya homogen. Karena 
bangsa kita beraneka ragam dalam pandangan hidup, dengan 
sendirinya negara tidak dapat hanya melayani orang Islam. Orang 
muslim pun, seperti penulis yang tidak menerima negara Islam di 
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Indonesia, harus dihargai pendapat dan sikap hidupnya. Apalagi 
yang tidak beragama Islam, yang jumlahnya melebihi sepuluh 
persen bangsa.” 


D. Islam dalam Nation-State Indonesia 


Sebagaimana telah disebutkan, Gus Dur mengakui me- 
mang ada pendapat yang mendukung adanya gagasan negara 
Islam di Indonesia, tetapi ia menyatakan bahwa tidak ada 
konsep negara Islam dalam Islam. Alur ini menjelaskan ada 
suatu aspirasi keislaman yang dimiliki Gus Dur (secara umum, 
bahkan NU) yang tidak mendukung negara Islam, tetapi dalam 
bahasanya tetap bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam. 


Secara terang Gus Dur menyebutkan begini: 


Inilah yang menjadikan mengapa NU tidak memper- 
juangkan Indonesia menjadi NII. Kemajemukan yang tinggi 
dalam kehidupan bangsa kita, menjadikan kita hanya dapat 
bersatu dan kemudian mendirikan negara, yang tidak ber- 
dasarkan satu agama tertentu. Kenyataan seperti inilah yang 
sering dikacaukan oleh orang yang tidak sudi mengerti bahwa 
mendirikan sebuah NII tidak wajib bagi kaum muslimin, tetapi 
mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajaran 
Islam ialah suatu yang wajib.” 


Kutipan tersebut menjelaskan bahwa yang wajib bagi 
Gus Dur ialah memperjuangkan agar masyarakat muslim 


berpegang pada ajaran-ajaran Islam, bukan berjuang untuk 
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mendirikan negara Islam. Hal ini diperkuat Gus Dur dengan 
memperlihatkan fakta bahwa dalam Islam pun tidak tunggal; 
ada beberapa variasi madzhab, bahkan kelompok-kelompok. 

Menurut Gus Dur, yang tidak dibolehkan ialah 
pertentangan secara keras, bukan perbedaan. Gus Dur 
menyatakan bahwa perbedaan pendapat justru sangat 
dihargai dalam Islam. Sebab, yang tidak dibolehkan ialah 
bukan perbedaan pendapat, melainkan pertentangan 
dan perpecahan. Perbedaan pendapat itu penting, tetapi 
pertentangan dan berpecahan ialah malapetaka.” 

Untuk menunjukkan bagaimana Islam dan kelompok 
Islam tidak tunggal, di antaranya Gus Dur mencontohkan 
pandangan NU yang mengeluarkan resolusi jihad untuk 
mempertahankan negara nasional, bukan untuk memper- 
juangkan negara Islam. Resolusi Jihad yang dikeluarkan 
PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945 menyebutkan bahwa 
mempertahankan wilayah NKRI ialah kewajiban agama bagi 
kaum muslimin. Resolusi ini selanjutnya mengilhami Bung 
Tomo untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di 
Surabaya, yang notabene ialah bukan negara Islam.” Tetapi, 
negara Indonesia berdasarkan Pancasila. 

Kalau mempertahankan NKRI bukan sebuah kewajiban 
agama, tidak ada yang perlu dilakukan jihad berbasiskan 
ajaran Islam (cukup misalnya mempertahankan bangsa dari 


musuh) apabila ada keperluan-keperluan untuk memper- 
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tahankannya. Padahal bagi kelompok yang menyebutkan 
bahwa NKRI bukan negara Islam, dan karenanya harus diganti 
oleh dasar Islam dan negara Islam maka menghancurkan NKRI 
dan dasar-dasarnya ialah keharusan. Ini menunjukkan ada 
pandangan yang tidak tunggal, bahkan tentang NKRI dalam 
kaitannya dengan umat Islam sendiri; ada yang menginginkan 
negara Islam, dan ada pula yang cukup dengan adanya NKRI 
dan Pancasila. 

Meski begitu, Gus Dur tidak semena-mena dalam men- 
dukung Pancasila (dan lagi-lagi, Gus Dur tidak mendukung 
negara Islam), karena ia melihat ada pengebirian-pengebirian 
dan kemungkinan manipulasi dalam praktik ber-Pancasila. 
Bahkan, Gus Dur melakukan kritik-kritik, yang di antaranya 


dikemukakan sebagai berikut: 


...Terjadi penyempitan pengertian Pancasila itu sendiri, yaitu 
pengertian Pancasila hanya menurut mereka yang berkuasa. 
Pancasila harus dipahami lebih longgar, dan hal ini dilarang 
sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukan 
pertentangan tentang Pancasila, melainkan soal pengertian 
Pancasila.” 


Dalam memperjuangkan masyarakat Islam di bawah 
payung NKRI dan Pancasila itu, menurut Gus Dur, ada 
beberapa hal penting yang perlu dipahami, dan ini berserakan 


di beberapa tulisan Gus Dur, yaitu sebagai berikut: 
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Gus Dur menyebutkan bahwa ajaran Islam itu posisinya 
ada dalam kerangka kenegaraan Indonesia, dan hal 
ini harus diingat betul. Dalam hal ini, berlaku juga 
sebuah kenyataan sejarah yang berjalan seribu tahun 
lamanya, yaitu penafsiran ulang atas hukum agama 
yang ada ialah penting.” Gus Dur melihat pentingnya 
reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang sifat- 
nya kemasyarakatan dan dzhanni. Dalam hal ini, Gus 
Dur menginginkan adanya pribumisasi Islam dan 
reinterpretasi terhadap hukum Islam. Untuk yang 
terakhir, misalnya, Gus Dur juga menyebutkan di 
tulisan lain: “Secara teoretis hukum Islam meliputi 
semua bidang kehidupan, tetapi perkembangan sejarah 
telah menunjukkan penciutan bidang-bidang itu secara 
berangsur-angsur.”** Menurut Gus Dur, harus ada 
kesediaan dari para yuris muslim untuk memberi batasan 
atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau 
untuk menunjang pembangunan hukum nasional, jadi 
harus ada skala prioritas. Sebab, bagi Gus Dur, dalam 
sebuah negara hanya boleh ada satu ideologi negara, tidak 
boleh ada dua.” 

Menegakkan moralitas berdasarkan ajaran agama, bukan 
sekuler an sich. Menurut Gus Dur, yang terjadi dan terus 
terang dikembangkannya di Indonesia ialah penolakannya 


terhadap langkanya moralitas dalam kehidupan politik 
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kita dewasa ini. Jadi, kalau dalam Barat ada tradisi 
moralitas non-agama dalam kehidupan politik, di negara- 
negara berkembang yang belum memiliki tradisi mapan, 
moralitas ditegakkan melalui dasar-dasar agama. Dalam 
pandangan Gus Dur, ukuran-ukuran ideologis agama, 
tetap tidak memperoleh tempat dalam kehidupan 
bernegara.” 

Memperjuangkan moralitas berdasarkan ajaran-ajaran 
agama, menurut Gus Dur, ialah boleh. Bahkan, ia 
menyatakan dengan terang bahwa setiap kelompok 
boleh saja memakai atribut Islam atau asas Islam. Hanya 
saja, yang bersangkutan dengan negara secara ideologi 
tidak dibenarkan. Gus Dur menyebutkan bahwa karena 
yang memakai atribut Islam ialah partai politik dan atau 
perkumpulan-perkumpulan maka tidak ada sangkut 
pautnya dengan negara. Kalau mereka memperjuangkan 
Piagam Jakarta untuk dimasukkan ke dalam UUD maka 
itu hak mereka, juga untuk mengubah konstitusi dan 
dasar negara. Hal demikian, menurut Gus Dur, merupakan 
konsekuensi berdemokrasi. Bahkan, menurutnya, di AS 
juga terdapat orang yang ingin agar UUD-nya diubah 
menjadi UUD berideologi komunis. Masalahnya ialah 
apakah dalam pemilu rakyat sudi memilihnya, ataukah 


tidak? Sikap membedakan kehidupan negara dari 


55 Ibid., hlm. 55. 
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perkumpulan seperti ini ialah sikap yang sehat kalau ingin 


mengembangkan demokrasi di negeri kita." 


Dengan demikian, menurut Gus Dur, jelas ada jalan 
tengah yang akan ditempuh dan harus diperjuangkan. Kita 
menolak teokrasi (negara agama) dan sekularisme, dengan 
mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi 
politik yang kemudian dikembangkan sebagai ideologi 
bangsa ialah menolak dominasi agama ataupun anti agama 
dalam kehidupan bernegara.” Oleh karena itu, menurut 
Gus Dur, yang ditekankan bukan bentuknya, melainkan 
orientasi sebuah bangsa, apakah mendukung moralitas dan 
cita-cita yang diinginkan Islam, yaitu menegakkan keadilan, 
menyejahterakan masyarakat, ataukah tidak. 

Di bab selanjutnya, saya ingin memperdalam persoalan 
krusial yang lain, yang sering timbul di kalangan muslim, yaitu 
kalau Gus Dur tidak menerima konsep negara Islam dengan 
berbagai alasannya, lalu bagaimana posisi hukum Islam di 
tengah kebangsaan Indonesia? Dengan kata lain, bagaimana 
posisi hukum Islam di tengah negara berdasarkan Pancasila? 
Gus Dur menulis pemikiran-pemikirannya soal ini cukup 


menarik, dan akan saya bahas di bab selanjutnya (bab 5). 


5 Ibid., hlm. 51. 
67 Ibid., hlm. 118. 
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BAB 5 


GUS DUR DAN HUKUM ISLAM 
DI TENGAH KEBANGSAAN 
INDONESIA 


S etelah menjelaskan pandangan Gus Dur tentang Pancasila 
dan penolakannya atas ide pendirian negara Islam di 
Indonesia, kini saya akan menjelaskan aspek penting lain yang 
berkaitan dengan keduanya itu, yakni dengan mengajukan 
sebuah pertanyaan: “Bagaimana pemikiran Gus Dur tentang 
hukum Islam, kalau ia menyetujui sebuah negara nasional 
berdasarkan Pancasila, dan sementara ia juga merupakan 


seorang santri?” 


Posisi dan substansi hukum Islam menjadi sangat 
mutlak perlu dibicarakan, karena asumsi-asumsi yang selalu 
mengiringi tentang perdebatan bentuk negara di kalangan 
Islam, menerima Pancasila atau tidak, dan lain-lain, selalu 
inheren di dalamnya soal hukum Islam. Membicarakan hukum 
Islam di tengah kebangsaan Indonesia ialah persoalan serius 
yang harus dipecahkan. Meskipun memang, harus diakui 


kalau isu hukum Islam apabila dihubungkan dengan aspek 
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penerapan dalam konteks negara, tentulah sensitif, bukan 
hanya di kalangan Islam, melainkan juga di kalangan-kalangan 
sekuler dan non-Islam. 

Karena sensitivitas itulah, tidak heran dalam sejarah 
umat Islam, golongan yang mencoba menyegarkan hukum 
Islam, akan langsung dituduh dengan berbagai hal: murtad, 
kafir, dan sejenisnya. Suara-suara sejenis ini bahkan kembali 
gencar setelah gerakan reformasi dalam bentuk tuntutan 
perda-perda bernuansa atau dilabelkan dengan syariat, setelah 
sebelumnya nyaris menjadi pergulatan bawah tanah di antara 
organisasi-organisasi Islam, baik golongan yang pernah 
memiliki sejarah dengan gerakan NII, atau memiliki akar-akar 
dengan Masyumi, dan kalangan pemurnian lain. 

Setelah sepuluh tahun reformasi, suara-suara tersebut 
mulai redup, akibat akomodasi dan perjuangannya dianggap 
kurang menguntungkan bagi Islam secara keseluruhan dan 
bangsa, juga akibat adanya bias politik lokal dan elite-elitenya 
yang bukan karena ingin benar-benar memperjuangkan isu 
tersebut. Belum lagi, mulai mendapat tantangan dan kritik- 
kritik dari kalangan lain yang tidak menginginkan langkah- 
langkahnya. 

Di tengah kerumitan, antara posisi Indonesia bukan 
sebagai negara Islam dan bukan berdasarkan madzhab Islam 
tertentu, serta secara fakta berdasarkan Pancasila, ternyata 
Gus Dur memiliki pandangan menarik tentang hukum Islam 
di tengah kebangsaan Indonesia. Pandangan-pandangan Gus 


Dur berusaha menggabungkan aspek-aspek kebutuhan masa 
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kini, posisi Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, 
dan sebagai santri yang tentu inheren di dalamnya ingin 


menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 


A. Perlunya Penyegaran Hukum Islam 


Menurut Gus Dur, hukum Islam, selain mengandung 
pengertian hal-hal yang ada di bidang yuridis, juga menyang- 
kut soal-soal liturgi dan ritual keagamaan, etika sopan santun, 
hingga soal spekulasi estetis para mistikus, urusan perdata 
perseorangan, hingga urusan perniagaan dan moneter, 
soal-soal pidana hingga penetapan bukti dan saksi, soal 
ketatanegaraan hingga pengaturan hubungan internasional. 
Hukum Islam dalam pengertian yang demikian disebut Gus 
Dur sebagai “keseluruhan tata kehidupan dalam Islam”. 

Karena kedudukannya yang demikian, hukum Islam 
tidak hanya menentukan pandangan hidup dan tingkah laku 
para pemeluknya, tetapi yang penting ia menjadi penentu 
utama bagi pandangan hidup yang dimaksud. Menurut Gus 
Dur, betapa banyak aspek kehidupan yang disaring, ditolak, 
dan kemudian dihancurkan dalam sejarahnya yang panjang, 
menunjukkan dengan jelas posisi hukum Islam sebagai pem- 


beri legitimasi. 


68 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 
33-54; dan Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: WI, 2007), hlm. 44-64. 
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Masalahnya, sekarang ini, kedudukan yang begitu penting 
itu, hanya menjadi proyeksi teoretis, bahkan disebut Gus Dur 
sebagai “ada semacam proses fosilisasi yang hampir selesai”. 
Menurutnya, dalam berbagai aspek, memang masih dijumpai 
bekas-bekasnya, tetapi dalam hampir semua manifestasi 
praktiknya yang masih ada, hukum Islam mengalami 
irrelevansi secara berangsur-angsur, tetapi pasti. 

Pertanyaannya, untuk memperoleh hak hidup dalam 
proses pembangunan dalam negara dan bangsa sekarang ini, 
apakah yang dapat dilakukan jika tidak memiliki relevansi 
dalam kehidupan pada masa modern? Gus Dur menjelaskan 
bahwa meski hukum Islam dalam praktiknya tidak lagi 
berperan secara menyeluruh, toh hukum Islam masih memiliki 
arti bagi pemeluknya, paling tidak dalam tiga segi: 

Pertama, turut menciptakan nilai-nilai yang mengatur 
kehidupan umat, setidaknya dengan menetapkan apa yang 
menjadi perintah, baik, buruk, anjuran, maupun larangan 
agama. Kedua, dengan melalui proses yang lama, banyak 
keputusan hukum dari hukum-hukum Islam telah diserap 
menjadi bagian hukum positif yang berlaku, misalnya soal 
perkawinan, kewarisan, dan lain-lain. Ketiga, dengan masih 
adanya golongan yang beraspirasi teokratis, penerapan 
hukum secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang 
memiliki appeal cukup besar, dan dengan demikian, ia men- 
jadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih 
harus ditegakkan pada masa depan, betapapun jauhnya masa 


depan itu. 


#8 NUR KHALIK RIDWAN 


Sementara, hukum Islam di Indonesia, masih banyak yang 
bersifat apologetis, hanya mampu menggambarkan dunia 
yang terlalu ideal, yang masih jauh dari jangkauan masa kini, 
dengan kebutuhan-kebutuhan akutnya yang memerlukan 
penggarapan dan pemecahan segera. Di sinilah, Gus Dur 
menunjukkan bahwa para pemikir Islam selama ini sebagian 
besar lebih menunjukkan hukum Islam sebagai hal yang 
menolak kebatilan dan kemungkaran, belum mampu menjadi 
penganjur kebaikan yang lebih luas. 

Agar hukum Islam menjadi relevan, menurut Gus Dur, 
perlu dikembangkan watak dinamisnya, yaitu dengan men- 
jadikannya sebagai penunjang pembangunan nasional di 
bidang hukum. Hukum Islam dituntut ikut terlibat dalam me- 
mecahkan persoalan-persoalan aktual yang cepat berubah dan 
begitu banyak. Hukum Islam dituntut untuk mengembangkan 
diri dalam sebuah proses yang bersifat cair, dan tidak hanya 
terikat dengan gambaran dunia hayali, yang menurut teori 
telah tercipta pada masa lampau. Pandangan ke depan ini juga 
berarti perlu pendekatan multidimensi dan tidak hanya terikat 
oleh normatif yang telah sekian lama mengendap, bahkan 
hampir-hampir menjadi fosil yang mati. 

Meminjam perspektif Noel J. Coulson, Gus Dur menjelas- 
kan soal terlalu dominannya ciri-ciri hukum Islam selama ini: 
pertama, keterlepasan dari perspektif sejarah atau miskinnya 
perspektif sejarah sehingga, menurut Gus Dur, tidak tersedia 


ruang pembacaan yang menjelaskan konflik tajam antara 
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hukum Islam yang teoretis dengan hukum Islam yang praktik 
oleh berbagai negara di berbagai tempat. 

Kedua, keterikatan hukum Islam dengan penafsiran 
yang terlalu harfiah, sehingga kurang memungkinkan 
untuk menjadi dinamis, meniadakan pola diversifikasi dan 
multidimensional bagi hukum Islam. Inilah di antaranya 
yang disebut Gus Dur justru menggebu dikembangkan 
Muhammadiyah dan gerakan fundamentalisme Persis. Se- 
cara keseluruhan, menurut Gus Dur, upaya penyegaran yang 
dilakukan mereka tidaklah tercapai, justru menciptakan 
neokonservartisme baru. 

Ketiga, ketiadaan otoritas tunggal, yang mampu me- 
ratakan keputusan hukum di masyarakat. Dalam pandangan 
Gus Dur, kenyataan ini juga terjadi pada masa lalu, meskipun 
ada fatwa dan otoritas syaikhul Islam, tetapi tidak bisa menjadi 
kodifikasi untuk seluruh umat Islam. Dalam konteks ini, Gus 
Dur menyebut anarki hukum, dan ketidakpastian dalam 
skala yang besar, terutama kaitannya dengan kemacetan 
perkembangan hukum Islam, dan kemampuannya dalam 
mengantisipasi perkembangan keadaan yang semakin cepat. 

Dengan melihat tiga ciri tersebut, Gus Dur mengusulkan 
agar hukum Islam bisa menjadi penunjang pembangunan 
di bidang hukum di Indonesia, yaitu pertama, perlunya 
diberi pembatasan atas ruang lingkup hukum Islam, karena 
perkembangan sejarah menunjukkan adanya penciutan 
bidang-bidang itu secara berangsur-angsur. Di sini, Gus Dur 


mengemukakan perlunya dihindari pembicaraan yang terlalu 
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bertele-tele dan berkepanjangan yang tidak urgen. Gus Dur 
menekankan bahwa skala prioritas dalam pembangunan 
hukum nasional harus memilih pembidangan berdasarkan 
skala prioritas. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan 
manusiawi juga perlu mendapatkan perhatian serius. 

Kedua, perlu merumuskan tujuan dekat pengembangan 
hukum Islam agar kekaburan pandangan yang akan melanda 
proses pengembangan itu bisa diatasi. Salah satu tujuan dekat 
yang memerlukan penggarapan serius ialah memperluas 
daerah wewenang konsensus/ijma' sebagai sumber hukum 
Islam. Dalam hal ini, konsensus memungkinkan penyegaran 
relatif bagi pembuatan keputusan hukum, yaitu konsensus 
atas kesimpulan yang memodifikasi pengertian harfiah dari 
kehendak Tuhan yang ada di nash. 

Ketiga, dalam jangka panjang harus ditinjau kemungkinan 
menyusun sebuah sistem antisipatif, kemungkinan- 
kemungkinan hidup masa mendatang—di samping memang 
pertimbangan aspek manusiawi perlu mendapatkan per- 
hatian serius. Mengenai sensitifnya persoalan yang dibahas, 
penyusunan metodologi yang demikian, menurut Gus Dur, 
perlu dibicarakan dan dikembangkan di lingkungan terbatas 
dan tertutup dahulu. 

Keempat, perlu adanya lembaga atau institusi untuk 
keperluan penyusunan metodologi ini sehingga ada pranata 
yang secara sadar dan berencana berusaha menyegarkan 
yurisprudensi yang telah ada, hingga datang waktunya 


ditetapkan yurisprudensi baru nanti. Institusi ini harus bisa 
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menciptakan sarana administratif bagi upaya integrasi hukum 
Islam ke dalam hukum nasional, setidaknya menyusun indeks 
yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum yang 
tersebar, berserak-serak dalam ribuan literatur fiqh yang ada 
sekarang ini. 

Meski Gus Dur tetap menginginkan agar hukum Islam 
bisa menjadi penunjang terhadap pembangunan hukum 
nasional, ia membatasi dan menggariskan dengan jelas 
bahwa penerapan hukum secara langsung bukanlah tujuan 
pemberian peranan kepadanya, karena integrasinya dengan 
hukum nasional, persoalan tersebut akan terpecahkan se- 
cara langsung dengan sendirinya. Adapun yang dituju ialah 
bagaimana menjadikan hukum Islam lebih banyak lagi meng- 
gunakan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, termasuk 
pertimbangan ilmiah praktis, dalam proses pengambilan 
keputusan hukumnya. 

Dua arah yang dituju oleh Gus Dur disebut sebagai “dua 
jalur”, yaitu pertama, pihak yang dapat dilaksanakan, dan 
menjadi bagian dari pemerintahan, serta menjadi hukum 
formal; kedua, hukum digunakan secara suka rela oleh 
masyarakat. Penyegaran hukum Islam untuk mencapai dua 
arah ini, tentu disadari Gus Dur akan mendapatkan tantangan 
keras dari golongan yang tidak mampu melihat masa depan 
dengan pandangan jauh, jernih, dan berimbang. Tantangan 
itu, tentu harus dipahami. Sebab, menurut Gus Dur, hukum 
Islam memiliki arah perkembangan sendiri, yang tidak mutlak 


bergantung pada kemauan suatu kelompok. 
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Meski Gus Dur menginginkan penyegaran hukum Islam, 
tetapi ia menyebutkan bahwa penyegaran ini bukanlah ajakan 
untuk merombak hukum Islam. Maksud Gus Dur ialah agar 
hukum Islam bisa lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan 
manusiawi masa kini dan masa depan. Hukum Islam dengan 
sendirinya hanyalah mengadakan penyesuaian seperlunya 


tanpa mengubah aspek-aspek transendental dari Tuhan. 


B. Hukum Islam dan Pribumisasi Islam 


Gus Dur melihat perkembangan yang ada di kalangan 
Islam selama ini kurang menggembirakan sehingga meng- 
ganggu perkembangan hukum Islam. Perkembangan itu ialah 
serba formal, dan sedikit-sedikit sebagian kalangan muslim 
membuat tantangan agar harus ada sumbernya dari al-Qur'an 
dan hadits, lalu terdesaklah aspek-aspek lokal. Masjid beratap 
genting dituntut untuk dikubahkan, budaya Walisongo 
yang serba Jawa, Seudati Aceh dan Tabut Pariaman didesak 
oleh qashidah dan MTQ yang berbahasa Arab; pandangan 
kenegaraan juga dituntut harus universal seragam; yang 
benar hanyalah Sayyid Quthb, Al-Maudhudi, dan Khomeini. 
Pendapat lain yang sarat dengan khazanah lokal, mutlak 


disalahkan.” 


5? Bagian ini banyak diambil dari Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Pergulatan Agama, Negara, dan Kebudayaan (Jakarta: Desantara, 
2001), hlm. 117-136: dan Abdurrahman Wahid, “Salahkah Jika Dipribumikan”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.105-108. 
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Dalam keadaan itu, Gus Dur bertanya, “Tidakkah ke- 
hidupan kaum muslimin tercerabut dari akar-akar kesejarahan 
budaya lokal masing-masing?” Padahal pergumulan hukum 
Islam dengan budaya setempat, menurut Gus Dur, sudah lama 
menjadi pembicaraan di kalangan yuris muslim. Bahkan, salah 
satu kaidah fiqh yang selalu berhubungan dengan ini, sering 
dikutip, yaitu: al-`adah muhakkamah. Kalau diandaikan bahwa 
Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dengan 
penuh keragaman budaya, suku, dan bahasa maka Indonesia 
ialah kumpulan dari komunitas budaya yang beragam ini. 

Berkaitan dengan pembahasan tentang perlunya 
penyegaran hukum Islam tersebut, dan juga adanya konteks 
budaya setempat seperti Indonesia ini, Gus Dur juga 
menawarkan satu cara pandang yang disebutnya sebagai 
pribumisasi Islam. Kalau di bagian “perlunya penyegaran 
hukum Islam” Gus Dur belum merumuskan konsep tentang 
penyegaran itu maka di bagian selanjutnya, ternyata Gus Dur 
merumuskannya untuk penyegaran dan rekonsiliasi dengan 
budaya setempat lewat istilah pribumisasi Islam. 

Pribumisasi Islam, menurut Gus Dur, adalah memper- 
timbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumus- 
kan hukum-hukum agama, tanpa harus mengubah hukum." 
Pribumisasi juga bukan meninggalkan norma dan budaya, 
tetapi agar norma-norma itu bisa menampung kebutuhan- 


kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang 


7 Abdurrahman Wahid, Pergulatan..., hlm. 119. 
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disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap 
mempertimbangkan dan menggunakan peranan ushul fiqh 
dan kaidah fiqh. 

Pribumisasi Islam juga dimaknai Gus Dur sebagai 
rekonsiliasi, dengan jalan bukan menghindarkan timbulnya 
perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, tetapi 
justru agar budaya itu tidak hilang. Bahkan, Gus Dur mengakui 
bahwa proses arabisasi atau mengidentifikasi diri dengan 
budaya Timur Tengah akan berakibat tercabutnya kita dari 
akar budaya kita sendiri. Dari sinilah, Gus Dur menginginkan 
bahwa upaya rekonsiliasi itu titik tolaknya dengan cara melihat 
ke level internal: wahyu dipahami dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor kontekstual. 

Secara metaforis Gus Dur mengumpamakan pribumisasi 
Islam dengan sebuah sungai besar dalam sejarah Islam. 
Menurutnya, sejarah Islam itu ada dua level: di negeri asalnya, 
dan di negeri-negeri lain. Keduanya membentuk sungai 
besar yang terus mengalir, dan kemudian dimasuki oleh kali 
sehingga sungai itu semakin membesar. Bergabungnya kali 
baru, berarti masuknya air baru yang bisa jadi mengubah 
warna air yang telah ada. Dalam tahap tertentu, bisa jadi 
air itu terkena limbah industri yang kotor, tetapi toh tetap 
merupakan sungai yang sama dan air yang lama. 

Maksud dari pembumian tersebut ialah proses per- 
gulatan dengan sejarah tidaklah mengubah Islam, tetapi 
hanya mengubah manifestasi dari kehidupan beragama. Gus 


Dur mengambil contoh soal jabat tangan. Di Indonesia, ada 
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masyarakat yang sejak awal punya tradisi jabat tangan hanya 
di ujung jari. Setelah itu, muncul budaya Barat yang secara 
tegas dan tidak pilih-pilih dalam jabat tangan. Para birokrat 
kemudian melakukan tradisi jabat tangan secara tegas dan 
tidak pilih-pilih. Sementara itu, para kiai tetap menggunakan 
tradisi mereka, tidak melakukan jabat tangan dengan lawan 
jenis. 

Gus Dur juga mengambil contoh soal berkembangnya 
adat yang kemudian secara alamiah diakomodasi, yaitu adat 
perpantangan di Banjarmasin dan gono-gini di Yogyakarta-Solo 
yang dalam perkembangannya juga menyebar di Jawa Timur. 
Kedua adat ini berkembang di luar pengaruh kiai terhadap 
ketentuan nash dengan pemahaman lama yang selama ini 
menjadi pegangan. Di sini, memberikan dan mengakomodasi 
harta bersama, atau gono-gini merupakan perubahan yang 
signifikan terhadap hukum waris Islam, dan bentuk perubahan 
seperti ini terus berjalan. Sementara, para ulama menyetujui, 
meskipun tidak menganggapnya sebagai pemecahan utama. 

Di luar harta bersama, Gus Dur juga mengajukan contoh 
soal rukun sahnya hubungan suami istri yang memang 
sangat sedikit, yaitu: ijab, kabul, saksi, dan wali. Sementara 
itu, selebihnya diserahkan kepada adat, misalnya tentang 
pelaksanaan upacara peresmian. Dalam hal ini, menurut 
Gus Dur, adat memberikan pola perilaku baru dengan tetap 
berpijak pada aturan normatif agama. Pola hubungan adat- 
agama seperti ini sehat sekali. Bahwa pakaian pengantin Jawa 


menampakkan bagian bahu mempelai wanita, orang Islam 
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tidak memandang hal itu sama rusaknya, seperti zina, durhaka 
kepada orang tua, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Hal 
seperti itu pada umumnya dimaklumi sebagai bagian dari adat, 
selama syarat-syarat keagamaan dari pernikahan masih diatur 
dengan cara Islam. 

Meski begitu, Gus Dur mengakui, rekonsiliasi dan 
penyesuaian dengan adat harus disadari; penyesuaian ajaran 
Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan se- 
panjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali nikah, 
misalnya, ayah angkat tetap dianggap bukan sebagai wali 
nikah untuk anak angkatnya. Ketentuan ini, menurut Gus 
Dur, ialah norma agama, bukan kebiasaan. 

Gus Dur juga mengambil contoh kasus bagian waris di 
Mesir. Sebuah kasus pada tahun 1930-an muncul, ketika 
Dewan Ulama tertinggi Al-Azhar, hendak menghilangkan 
selisih yang terlalu banyak antara laki-laki dan perempuan 
maka digunakan sesuatu yang disebut washiyah wajibah. 
Konsep washiyah wajibah ini menganggap seakan-akan 
almarhum telah berwasiat. Jumlah wasiat yang diperkenankan 
ialah */, dari harta peninggalan yang kemudian dibagi rata. 
Setelah itu, baru dibagi menurut ketentuan nash. 

Dalam keseluruhan contoh tersebut, dan contoh- 
contoh yang lain, Gus Dur menyebutkan adat memang tidak 
mengubah nash, tetapi sekadar mengubah dan mengembang- 
kan aplikasinya, bahkan memang aplikasi tersebut akan 
berubah dengan sendirinya. Pengembangan aplikasi nash ini 


sangat banyak dan kontekstual. Gus Dur lagi-lagi mengajukan 
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contoh bahwa yang dizakati menurut nash-nya itu tidak 
pernah disebut beras, tetapi gandum. Ulama kemudian 
mendefinisikan gandum sebagai makanan pokok. Karena 
itulah, gandum berubah menjadi beras untuk konteks 
Indonesia. 

Menurut Gus Dur, kenyataan bahwa hal-hal seperti itu 
ditolerir oleh sebagian ulama, dan sampai sekarang ini masih 
terus berlangsung, menunjukkan vitalitas Islam. Artinya, 
lagi-lagi ada kelenturan yang tidak sampai menghilangkan 
pegangan dasar. Masalahnya sekarang, menurut Gus Dur, 
ialah bagaimana mempercepat pengembangan pemahaman 
nash seperti itu agar berjalan lebih sistematik lagi, dengan 
cakupan yang lebih luas, serta argumentasi yang lebih matang. 

Kalau keinginan ini bisa terlaksana, maka inilah yang 
disebut Gus Dur sebagai pribumisasi Islam, yaitu pemahaman 
terhadap nash dikaitkan dengan masalah-masalah riil negeri 
kita. Gus Dur mencanangkan perlunya pendekatan sosio- 
kultural dan pencarian terhadap nilai-nilai dasar Islam dan 
kerangka operasionalnya. Gus Dur juga menekankan perlunya 
prioritas dalam membicarakan dan mengagendakannya, tetapi 


tidak untuk memasukkan secara keseluruhan. 
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Pribumisasi, menurut Gus Dur, adalah manifestasi 
kehidupan Islam, bukan ajaran yang menyangkut inti ke- 
imanan dan peribadatan formalnya. Memang tidak perlu ada 
al-Qur'an Batak, al-Qur'an Jawa, dan lain-lain, tetapi tidak 
harus semuanya bentuk luarnya disamakan. Kenyataan ini 
membawa tuntutan untuk membawa arus balik sejarah Islam, 
dari arabisasi total menjadi kesadaran akan perlunya akar-akar 
budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri, dalam 
mengembangkan kehidupan beragama Islam di negeri ini, 


termasuk dalam hukum Islam. 


C. Perspektif HAM dalam Hukum Islam 


Selain menawarkan pribumisasi Islam, Gus Dur juga me- 
nawarkan perspektif HAM untuk melihat hukum Islam. Dalam 
hal ini, perlu dilihat pandangan Gus Dur soal perspektif HAM. 
Paling tidak, Gus Dur mencatat beberapa varian soal HAM ini, 
yaitu sebagai berikut: 

Pertama, HAM dalam perspektif liberalis dimaknai sebagai 
hak-hak yuridis dan politis setiap individu yang sering kali 
dikaitkan dengan hak-hak sipil dan politik setiap individu. 
Gus Dur tidak menjelaskan hal ini lebih detail, tetapi selalu 


mengulang-ulang ketika menyebut pendekatan liberal ini 


1 Abdurrahman Wahid, Prisma..., hlm. 87-100; dan Abdurrahman Wahid, Islam..., 
hlm. 366-373, dan dimuat juga dalam Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan 
(Jakarta: Leppenas, 1982), hlm. 94-100. 
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dengan hak-hak yuridis dan politisi setiap orang (dalam 
pengertian sekarang ialah hak-hak sipil dan politik). 

Kedua, HAM dalam perspektif HAM liberalis—meminjam 
pendapat Aswab Mahasin— dianggap sebagai kebutuhan 
rakyat. Menurutnya, kebutuhan masyarakat kita ialah 
penemuan identitas diri melalui serangkaian upaya sosio- 
ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. 
Perjuangan HAM diharapkan berangkat dari bangkitnya kelas 
menengah yang berdimensi sosio-ekonomis. 

Ketiga, dengan mengutip Henri Shue, Gus Dur 
mengemukakan bahwa memperoleh kehidupan yang wajar 
ialah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. 
Kalau Aswab Mahasin mengasumsikan perlunya kelahiran 
kelompok sosial masyarakat tertentu (kelas menengah), dan 
dikembangkannya HAM dari bawah yang nantinya akan 
berhadapan dengan pemerintah negara, sementara Shue 
menekankan beban penyelenggaraan hak atas kehidupan yang 
wajar. Pada dasarnya, tidaklah perlu menghadapkan rakyat 
kepada pemerintah yang ingin memenuhi hak tersebut. 

Keempat, dengan mengutip Lacquer, Gus Dur menyata- 
kan bahwa perjuangan HAM ialah perjuangan dengan men- 
ciptakan orde ekonomi internasional baru dengan menyerang 
impotensi lembaga-lembaga internasional. Setelah PBB 
berhasil mengeluarkan deklarasi HAM Universal, ia justru 
dikebiri dengan menghentikan kemungkinan PBB ikut campur 


tangan dalam urusan negara-negara anggotanya. Ini menjadi 
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mustahil bagi golongan yang kehilangan hak-hak asasi mereka 
untuk protes ke PBB. 

Kelima, varian lain yang disebut Gus Dur ialah varian 
“kekirian” yang menyebutkan bahwa perjuangan HAM akan 
tegak manakala demokrasi ekonomi dapat pula ditegakkan. 
Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan ini ber- 
ujung pada perjuangan untuk menghindarkan dunia dari 
kancah perang yang diakibatkan oleh imoralitas militer 
yang dilancarkan oleh negara-negara dunia pertama. Oleh 
karenanya, solidaritas dunia kedua dan ketiga perlu digalang, 
dan menjadi perjuangan kemanusiaan penting dari perspektif 
ini. Ujungnya ialah pembebasan dari penguasaan modal dan 
teknologi negara pertama atas negara ketiga, yang meliputi 
hak konsumen untuk memperoleh penyajian barang yang jujur 
dan bersih, serta berupaya menentang penguasaan ekonomi 
oleh oligarki ekonomi, termasuk perusahaan-perusahaan 
multinasional. Dan, dalam hal ini, isu-isu lingkungan menjadi 
penting. 

Gus Dur menyatakan bahwa dalam pandangan kekirian, 
perjuangan HAM harus memiliki kerangka makro yang 
jelas; dari hanya perjuangan pengadilan terbuka dan adil, 
penegakan kedaulatan hukum, termasuk pula pengembangan 
lembaga-lembaga pengawasan yang benar-benar kuat. Dalam 
perspektif terakhir ini (kekirian), perjuangan HAM meliputi 
pembagian tanah secara adil, dan pengaturan kembali struktur 


ekonomi. Alasan-alasan keagamaan untuk menumbuhkan asas 
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persamaan memberikan kredibilitas besar dalam pandangan 
ini. 

Setelah menjelaskan varian-varian tersebut, Gus Dur 
mengemukakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, 
berupa kesulitan merumuskan hubungan antara wawasan 
liberalistis atas hak yuridis formal dari perorangan dengan 
wawasan ekonomis yang menekankan pencarian sebab- 
sebab terkikisnya pencarian hak-hak yang mendasar itu. Kita 
merasakan kesulitan untuk mempertemukan kedua wawasan 


”72 Kesulitan 


tersebut sehingga tampak saling tolak menolak. 
ini, menurut Gus Dur, menjadikan perjuangan HAM belum 
padu. 

Gus Dur kemudian mengutip Fouad Adjami yang menolak 
pemisahan kedua wawasan itu. Wawasan sosial-ekonomis 
hanya akan mengokohkan disparitas teknologi skala global, 
yang berakibat pada penggunaan sumber-sumber dana 
bagi pembelian senjata-senjata mutakhir yang membuat 
semakin parahnya pola penindasan. Sementara itu, hanya 
wawasan moral yuridis, misalnya, hanya meneriakkan 
kedaulatan hukum bagi kepentingan hak perorangan tidak 
bisa menghilangkan pahitnya kenyataan akan berlangsungnya 
penindasan dalam jangka lama. Pendekatan ini disebut 
pendekatan integral yang menyatakan bahwa penegakan hak- 
hak asasi manusia yang adil harus lebih daripada pencapaian 


kebutuhan-kebutuhan politis dan ekonomis. 


72 Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan..., hlm. 362. 
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Di luar hal tersebut, Gus Dur juga mengutip Ashish 
Nandy, di mana pendekatan integral juga perlu melibatkan 
aspek psikologis. Menurut pandangan ini, kekuatan manusia 
untuk menanggungkan semua derita yang dialaminya selama 
ini berkaitan dengan proyeksinya kepada sebuah utopia yang 
memperhitungkan kenyataan-kenyataan psikologis tertentu. 
Untuk itu, agar dunia ketiga bisa terbebas dari penindasan, 
ia harus memperhitungkan hal-hal berikut: akar ketahanan 
sistem, kontinuitas dialog penindas-tertindas-pengamat, dan 
munculnya kesadaran yang progresif. 

Menurut Gus Dur, di tengah pencarian jawaban yang 
belum memuaskan, ia mengakui sulit untuk secara tepat dan 
tuntas mengatasi masalah hak-hak asasi manusia. Gus Dur 
melihat soal tanah, misalnya, beramai-ramai menegakkan 
kedaulatan hukum dengan mempersoalkan pola penguasaan 
tanah, hanya akan mudah dipancing berbicara soal sektoral. 
Paling jauh, akan menghasilkan kelas penguasa baru dari 
sesuatu yang kita miliki sekarang. Masalah tanah ialah 
masalah kemiskinan yang belum tampak tandanya bisa ditata 
secara manusiawi; masalah bantuan hukum beserta struktur 
kekuasaan itu sendiri; dan masalah pelayanan kemanusiaan 
secara praktik kepada golongan yang memerlukan. 

Setelah melihat berbagai varian, termasuk solusi in- 
tegral, Gus Dur mengemukakan bahwa masing-masing 
hanya akan ada artinya jika memberikan sumbangan kepada 
pencarian atas masalah utama, bagaimana mengaitkan 


pendekatan liberalistis di bidang hak-hak yuridis dan politis 
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kepada pendekatan struktural untuk menjamin kesamaan 
kesempatan yang lebih adil bagi semua warga masyarakat. 
Pencarian inilah yang disebut Gus Dur sebagai “perspektif 
baru” guna memperjuangkan HAM secara lebih matang. 

Perspektif baru itu, tampak dalam pendekatan HAM 
pada hukum Islam yang dipikirkan Gus Dur, dan tampak 
dalam gagasannya tentang hukum pidana Islam dan hak 
asasi manusia. Di bagian ini, Gus Dur melihat pentingnya 
pandangan Islam terhadap HAM, bukan sebaliknya. 
Kemudian, dicari aspek-aspek mana dari hukum pidana Islam. 
Perspektif baru Gus Dur ini tentu berkaitan dengan penegakan 
HAM yang dibicarakan sebelumnya, dan tema hukum Islam 
ini bisa dilihat dari dua arah. 

Pertama, secara internal Islam, pandangan Gus Dur 
mengharuskan aspek-aspek tertentu hukum Islam disegarkan, 
dan ditinjau ulang agar kompatibel dengan perspektif HAM 
sehingga kontekstual, dan dapat diterima masyarakat secara 
luas. 

Kedua, dengan mengaitkan hukum Islam dan HAM, 
Gus Dur melihat penegakan HAM tidak serta merta harus 
bersumber dari Barat, tetapi bisa juga digali dari masyarakat, 
yang dalam konteks ini ialah Islam. Dalam perspektif baru, 
penegakan HAM perlu menyeluruh dan integralistik. Di 
antaranya, Gus Dur menilai perlu mempertimbangkan 
psikologi masyarakat, aspek struktur penindas-tertindas, 
pengamat, dan lain-lain. Di sinilah, aspek psikologis dan 


sumber nilai penghormatan terhadap HAM yang oleh Gus 
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Dur digali dari sumber Islam. Selain itu, ia juga menerima 

aspek-aspek luar yang relevan. 

Menurut Gus Dur, dalam Islam, menghargai sesama 
manusia dan menghormati orang lain terdapat dalam cakupan 
luas ajaran Islam. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Gus 
Dur sebagai berikut: 

1. Penempatan manusia sebagai makhluk mulia dalam 
tata alam, menunjukkan dengan jelas kepada keharusan 
memperlakukan manusia dengan perlakuan yang sesuai 
dengan derajatnya; 

2. Penekanan prinsip untuk mengatur kehidupan 
masyarakat dalam sebuah tata hukum yang berwatak 
universal menunjukkan dengan jelas perihal penghargaan 
Islam secara umum kepada HAM; 

3. Pandangan untuk memperlakukan seluruh kehidupan 
sebagai kerja peribadatan yang melandasi kehidupan 
akan menyebabkan pelakunya berpegangan pada hak dan 


kewajiban hidup masing-masing. 


Menurut Gus Dur, pada saat ini, perumusan hak-hak 
perorangan dan serikat oleh para yuris Islam masih sangat 
sedikit. Meski begitu, kenyataan ini tidak dapat mengingkari 
adanya hak-hak tertentu pada masing-masing individu 
sehingga menuntut untuk senantiasa dikembangkan dan 
dilestarikan. Menurut Gus Dur, adanya wilayah kebebasan 
telah menunjukkan kokohnya landasan bagi penegakan HAM 


dalam Islam. 
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Gus Dur menunjukkan bahwa telah ada yang merumuskan 


tentang hak-hak perorangan dalam Islam, di antaranya dengan 


mengutip Ishaque (1974) yang mengemukakan adanya empat 
belas hak berikut: 


1. 


2. 
3. 
4 


13. 
14. 


hak memperoleh perlindungan hidup, 

hak memperoleh persamaan perlakuan, 

hak memperoleh keadilan, 

kewajiban mengikuti yang benar, dan hak untuk menolak 
sesuatu yang tidak benar secara hukum, 

hak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan 
negara, 

hak memperoleh kemerdekaan, 

hak untuk memperoleh kebebasan dari pengejaran dan 
penuntutan, 

hak menyatakan pendapat, 

hak atas perlindungan dari penuntutan karena perbedaan 


agama, 


. hak memperoleh ketenangan perorangan, 


. hak-hak ekonomi, termasuk hak-hak memperoleh 


pekerjaan, imbalan atas upah, 


. hak-hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan 


nama baik, 
hak atas harta benda dan milik, dan 
hak memperoleh imbalan yang pantas dan kerugian yang 


sepadan. 
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Selain mengutip Ishaque, Gus Dur juga mengemukakan 


hak penting yang sering kali dikemukakan sebagaimana 
berikut: 


T; 


H: ee S 


hak memperoleh keselamatan fisik, baik pria maupun 
wanita sama saja, dari serangan alat-alat pemerintahan 
dengan dalih apa pun, 

hak dasar bagi keselamatan keyakinan, 

hak dasar bagi kesucian dan keturunan keluarga, 

hak atas keselamatan profesi dan pekerjaan, dan 

hak memperoleh bantuan dalam memperjuangkan 
tuntutan hukum bagi seseorang yang teraniaya untuk 


mempertahankan hak milik yang menjadi bagiannya. 


Gus Dur kemudian menjelaskan adanya hubungan 


penting antara hukum pidana Islam dan HAM, yaitu dalam 


sektor-sektor berikut: 


1, 


Dalam hukum acara yang mengatur tentang pengaduan 
perkara, pembuktian dan jalannya proses peradilan, 
di antaranya ada hak-hak yang fundamental: tuduhan 
dan tuntutan harus dilakukan dengan kesaksian yang 
cukup, diakui kejujurannya, sehat jasmani dan rohani, 
mengetahui secara langsung, sanksi berat bagi saksi 
palsu, harus ada bukti-bukti tertulis untuk soal yang 
menyangkut transaksi barang dan uang, tertuduh 
berhak atas status tidak bersalah sebelum dibuktikan 


kesalahannya, dan keharusan adanya sejumlah saksi yang 
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cukup dalam tuntutan yang berakibat hukuman badan 
atau mati. 

Persyaratan administratif yang cukup untuk menjamin 
terlaksananya peradilan yang tertib, berwibawa, ditunjang 
oleh kepastian hukum dan dipimpin oleh orang-orang 
yang benar-benar memenuhi persyaratan yang jujur dan 
bersih. 

Pemberian keputusan perkara pidana dalam hukum Islam 
didasarkan pada pendekatan yang saling melengkapi. Satu 
sisi tentang aspek keadilan hukum dijunjung tinggi, tetapi 
juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh 
keringanan hukuman; kalau perlu pembebasan dari 
hukuman dengan janji dan kesediaan melakukan tindakan 
korektif secara bersungguh-sungguh. 

Dalam pelaksanaan hukum yang telah dijatuhkan, 
masih terbuka adanya penggantian hukuman dengan 
kompensasi material atau finansial terhadap pihak 
yang dirugikan. Dan, hal ini tergantung kemampuan 
meyakinkan pihak yang dirugikan akan timbal balik 
tersebut. Gus Dur mencatat bahwa pelaksanaan hukuman 
yang dijatuhkan selalu dikaitkan dengan persyaratan yang 
baik. Ia mengutip Ibnu Abdussalam—hidup delapan abad 
lalu—yang menulis khusus soal penundaan hukuman. 
Bahkan, menurut yuris ini, hukum potong tangan dan 
dilempari batu, praktis tidak mungkin dilaksanakan, 


karena sulitnya memenuhi persyaratan untuk itu. 
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Menurut Gus Dur, aspek sejarah umat Islam belum 
mampu memanfaatkan kelengkapan hukum Islam tersebut 
untuk menjamin hak-hak asasi para warga, baik karena 
meningkatnya kekuasaan pelaksanaan pemerintah (imam), 
pada kemutlakan kekuasaan itu sendiri; atau karena 
munculnya birokrat berintikan kekuatan-kekuatan militer 
sebagai akibat dari adanya imam-imam yang lemah. 

Gus Dur mengakui bahwa pembahasan soal pidana dari 
aspek HAM ini, belum menyangkut banyak masalah teknis 
hukum pidana Islam: asas legalitas, tujuan, dan filsafat. Tugas 
kita, menurut Gus Dur, perlu merinci, melanjutkan, dan 
mengembangkan hubungan antara hukum pidana Islam dan 
HAM dalam kerangka yang lebih konkret. 


D. Demokratisasi; Artikulasi Hukum 
Islam di Tengah Kebangsaan 


Gus Dur menginginkan agar hukum Islam didinamisasi 
dengan pribumisasi Islam dan pendekatan HAM, serta 
mengembangkannya secara ilmiah praktis. Pertanyaannya, 
bagaimana artikulasi hukum Islam di tengah kebangsaan? 

Merujuk pada pemikiran Gus Dur tentang Pancasila, dan 
penolakannya terhadap negara Islam, ia menginginkan agar 
di dalam kerangka negara Pancasila, posisi hukum Islam ialah 
sebagai penunjang pembangunan hukum nasional. Dalam 


posisi itu, ia menempatkan Bahsul Masail yang ada di NU, 
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di antaranya dapat meletakkan fondasi bagi pembangunan 
hukum di Indonesia ketika bisa menjawab kebutuhan- 
kebutuhan mendasar rakyat dan perkembangan zaman.” 

Dalam persoalan tersebut, tampak sekali bahwa Gus 
Dur menginginkan agar hukum Islam mampu berperan 
aktif sebagai salah satu bahan ramuan yang mendukung 
pembangunan hukum nasional. Tetapi, di lain pihak, tentu 
harus ada kritik internal dalam mengartikulasikan hukum 
Islam, baik dengan perspektif pribumisasi Islam maupun 
dengan perspektif HAM agar bisa memanusiawikan manusia, 
dan diterima semua kalangan. 

Dalam menegaskan keharusan agama untuk memiliki 
perspektif baru tersebut, Gus Dur mewanti-wanti agar 
agama-agama perlu melakukan transformasi intern guna 
merumuskan kembali pandangan-pandangannya tentang 
martabat manusia, kesejajaran manusia di muka undang- 
undang, solidaritas hakiki sesama manusia, dan tiap agama 
juga perlu melakukan terobosan-terobosan baru guna 
melakukan pengintegrasian dalam membangun Republik 
Indonesia. Agama hanya akan memberikan sumbangan 
manakala wataknya sudah dijadikan “pembebasan”, dan peran 
sebagai pembebas tidak berjalan setengah-setengah, karena 


transformasi kehidupan haruslah bersifat tuntas.” 


73 Abdurrahman Wahid, “Letakkan Fondasi Hukum di Negeri Kita”, dalam tabloid 
Warta, edisi Juli 1996, hlm. 36-52. 

74 Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Islam Kosmopolitan..., hlm. 287. 
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Pada posisi itu, Gus Dur mengemukakan dua hal pokok: 
pertama, soal hukum keluarga dan adanya dua undang-undang 
yang mengatur khusus kaum muslim (UU Peradilan Agama 
dan UU Perkawinan); kedua, soal demokratisasi di luar soal 
hukum keluarga. Dalam kedua wilayah itu, yang ditekankan 
Gus Dur tetaplah satu hal, yaitu komitmen untuk membangun 
demokrasi, yang memungkinkan terwujudnya persamaan 
warga negara di depan undang-undang. 

Dengan komitmen tersebut, Gus Dur mengemukakan 
contoh soal UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Gus 
Dur mengemukakan bahwa saat ini kita memiliki dua buah 
undang-undang yang berkaitan erat dengan umat Islam, 
yaitu UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Tentang UU 
Perkawinan dan Peradilan Agama, saya menemukan dua 
hal penting: pertama, Gus Dur memandang bahwa dalam 
kedua bidang hukum ini memang terdapat sektor-sektor 
yang berkeinginan kuat untuk menjadikan agama sebagai 
parameter...”; dan kedua, di sisi yang lain, Gus Dur melihat 
eksistensi UU Peradilan Agama dan UU Perkawinan dilematis 
apabila dilihat dari sudut pandang negara demokrasi. 

Dengan adanya undang-undang tersebut, Gus Dur mem- 
pertanyakan, masihkah Indonesia menjadi negara demokrasi 
dengan membiarkan undang-undang tersebut berfungsi se- 
batas melayani umat Islam. Jawabannya, menurut Gus Dur, 


tidak sesederhana yang kita bayangkan. 


75 Abdurrahman Wahid, “Kepentingan Nasional Adalah Kepentingan Islam”, 
wawancara Gus Dur dalam Aula, Desember 1991, hlm. 22. 
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Penyelenggaraan perkawinan secara Islam atau secara 
Barat bagi kaum muslimin di negeri ini memang diperlukan. 
Namun, hal demikian tentu memungkinkan terjadinya 
perbedaan sesama warga negara, yang hakikatnya ialah 
pengingkaran terhadap asas persamaan kedudukan semua 
warga negara di muka undang-undang yang menjadi esensi 
demokrasi. Kalau perlakuan perkawinan itu dilakukan oleh 
undang-undang terpisah, seperti UU Peradilan Agama, artinya 
ialah perlakuan berlebih pada kaum muslimin. 

Dalam hal tersebut, Gus Dur menyatakan bahwa kita 
sesungguhnya terjebak pada persoalan yang tidak mudah 
diselesaikan. Apabila diandaikan UU Perkawinan memiliki 
keabsahan mutlak, perlu dipertanyakan keabsahan lembaga 
peradilan yang menanganinya. Gus Dur kemudian men- 
contohkan di India bahwa perkawinan/perceraian dan pem- 
bagian waris dilakukan menurut agama penggugat: hukum 
agama Madzhab Hanafi bagi kaum muslimin, dan teks Fatawa 
Alamgir bagi kaum Syi'i, namun pelaksanaannya dilakukan 
oleh pengadilan negeri dengan hakim yang dapat berbeda 
agamanya. 

Selanjutnya, Gus Dur menambahkan bahwa soal per- 
kawinan antara para pemeluk agama yang berbeda keyakinan 
diatur atas dasar persamaan di muka undang-undang 
tersebut. Gus Dur juga menjelaskan, hubungan antara agama 
dan demokrasi tidak sesederhana yang kita duga, karena di 
dalamnya masih ada hal-hal dilematis yang tidak jelas hitam 


putihnya. Kenyataan ini mengharuskan kita melakukan 
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telaah lebih jauh guna memperoleh gambaran rinci tentang 
hubungan antar agama dan demokrasi.” 

Artinya, menurut Gus Dur, karena kita semua sudah 
sepakat pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menghilangkan 
Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 45, maka konsekuensi- 
nya ialah hal-hal yang melebihkan sebuah agama atas agama- 
agama lain harus dihilangkan dalam pengelolaan kehidupan 
bernegara kita. Apabila prinsip tidak melebihkan kedudukan 
satu agama atas agama-agama yang lain itu diterima, dengan 
sendirinya harus ditolak kecenderungan legal formalisme di 
kalangan para penganut agama maupun dalam kehidupan 
bernegara.” 

Dengan mencontohkan India, Gus Dur menginginkan 
masyarakat Indonesia menelaah ulang, utamanya soal hukum 
keluarga. Meski ia mengakui memang harus berdasarkan 
hukum agama dalam soal, misalnya, perceraian dan 
pernikahan, tetapi ia menginginkan itu diatur berdasarkan 
asas persamaan setiap warga negara di muka undang-undang: 
pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan negeri dengan 
hakim yang sama ataupun berbeda agama. 

Di luar soal peradilan agama, Gus Dur mengusulkan jalan 
keluarnya jauh lebih dalam lagi, yaitu keharusan kita untuk 
melakukan demokratisasi. Menurutnya, persoalan mendesak 


yang perlu dijawab ialah bagaimana upaya mencari bentuk 


7 Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, dalam Abdurrahman Wahid, 
Islam Kosmopolitan... hlm. 290. 
77 Ibid., hlm. 288. 
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kenegaraan yang lebih pasti; memberikan tempat kepada 
agama, tetapi dengan tidak mematikan agama yang lain. 
Dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir, menurutnya, telah 
tercapai bentuk yang sangat baik, yaitu proses demokratisasi. 

Gus Dur memaparkan bahwa isu demokratisasi itulah 
yang dapat mempersatukan beragam kekuatan bangsa. Ia 
dapat mengarahkan keterceraiberaian arah masing-masing 
kelompok sehingga sudi melangkah bersama menuju arah 
kedewasaan, yaitu kemajuan dan integritas bangsa. Jika 
gerakan Islam mampu memperjuangkan hal ini, niscaya 
demokratisasi akan menyumbangkan sesuatu yang sangat 
berharga bagi masa depan bangsa." 

Dengan proses demokratisasi, menurut Gus Dur, dapat 
menjamin tumpuan harapan dari kelompok yang menolak 
mengagamakan negara, sekaligus memberikan tempat 
untuk agama. Ini merupakan appeal atau imbauan kepada 
orang-orang fanatik yang sedang mencari identifikasi Islam. 
Sementara itu, bagi orang yang tahu Islam dari yang seram- 
seram saja, demokratisasi itu akan menjamin perlindungan 
mereka dari Islam.” 

Dengan penekanan demokratisasi, menurut Gus Dur, 
sangat jelas semua orang dan kelompok akan menuju arah 
yang baik. Kelompok-kelompok akan semakin sadar bahwa 


mereka bukan satu-satunya yang memiliki Republik Indonesia. 


78 Abdurrahman Wahid, “NU, Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang”, dalam 
Abdurrahman Wahid, Islam..., hlm. 325. 
” Ibid. 
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Sebaliknya, harus ada take and give. Dan, untuk hal itu tentu 
sangatlah jelas, yaitu dengan menjadikan hukum Islam sebagai 
penunjang pembangunan. Tanpa memberikan perspektif 
baru; memberikan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, 
dan bersikap realistis terhadap masalah-masalah riil tentu 
mustahil bisa diterima masyarakat. 

Dengan demikian, jelas bahwa Gus Dur menginginkan 
dua jalan: internal hukum Islam perlu pendekatan baru, 
memberikan skala prioritas, mendefinisikan tujuan dekat, 
dan bisa menjawab masalah-masalah riil; wilayah eksternal 
dalam kaitannya dengan aktualisasi hukum Islam di level 
kenegaraan, Gus Dus menawarkan demokratisasi. Hanya 
saja, ia menegaskan bahwa persoalannya ialah apakah umat 
Islam siap berdemokrasi, karena demokrasi menghendaki 
kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. 
Sementara itu, golongan Islam ini sering kali, hanya berpikir 
untuk diri mereka sendiri. Kelemahan lain ialah apakah 
golongan Islam sudah mempunyai kemampuan take and 
give yang serius. Sebab, demokrasi itu isinya memberi dan 
menerima." 

Dengan jalan demokratisasi, hal terpenting ialah tidak 
melakukan pemaksaan untuk memperjuangkannya lewat 
kekuasaan politik dengan penuh darah. Cara demokratis ialah 
memberikan ruang perbincangan di tingkat publik sampai ke 


tingkat legislasi sampai ada konsensus yang diterima dengan 


80 Ibid. 
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mekanisme demokrasi, dengan tetap mengedepankan asas 
persamaan setiap warga negara di depan hukum, menghargai 


kebebasan dan berbeda dalam berpendapat. 
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BAB 6 


GUS DUR DAN NAHDLIYIN- 
NASIONALIS PRO-KERAKYATAN 


A. Bukan Liberalisme; Masalah Dasar- 
Dasar Progresivitas Gus Dur 


Setelah saya menjelaskan gagasan Gus Dur tentang 
Pancasila, penolakannya atas ide pendirian negara Islam di 
Indonesia, dan hukum Islam di tengah kebangsaan, selanjut- 
nya saya ingin membacanya, pertama-tama dari sisi dasar- 
dasar progresivitas yang digunakannya. Dari pembacaan ini, 
memungkinkan pemikiran Gus Dur dilihat, bukan sebagai 
tiba-tiba muncul, melainkan bagian dari sesuatu yang 
selama ini menjadi perhatiannya sejak lama, dan telah dicita- 
citakannya untuk ditumbuhkan dan dipelihara demi kemajuan 
bangsa Indonesia. 

Pertama-tama, saya ingin mengutip Greg Barton yang 


selama ini dianggap sebagai juru bicara pemikiran Gus Dur dari 
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kalangan pengamat luar. Setidaknya, ia telah menulis Gagasan 
Islam Liberal (diterbitkan Paramadina), yang di antaranya 
membahas pemikiran Gus Dur, dan menulis Liberalisme: 
Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid", dan 
Biografi Gus Dur”. Setelah itu, saya ingin membaca kerangka 
besar yang digunakan Greg Barton dengan sesuatu yang 
diinginkan Gus Dur berdasarkan tulisan-tulisannya sendiri. 
Greg Barton menyebutkan bahwa dasar-dasar pemikiran 
Gus Dur ialah liberalisme. Dalam tulisannya tentang 
Liberalisme: Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman 
Wahid itu, yang melacak tulisan-tulisan Gus Dur tahun 1970- 
an, dan kemudian menandainya dengan beberapa hal berikut: 
1. Di dalam kolom-kolom singkat dan populer ini, 
humanitarianisme fundamental Gus Dur ialah per- 
hatiannya terhadap harmoni sosial, toleransi, hak-hak, 
dan kepentingan orang lain lebih tampak di permukaan. 
2. Bukti lebih lanjut dari pluralisme maupun keyakinan 
fundamental Gus Dur, bisa dilihat pada keinginan 
besarnya untuk melakukan pembaruan demokrasi, 
kebebasan berpendapat, dan nilai-nilai liberal lain secara 
umum. 
3. Ada dua hal utama yang menjadi daya dorong 
humanitarianisme di dalam pemikiran Gus Dur. Yaitu, 


rasionalitas dan keyakinan bahwa melalui usaha rasional 


81 Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal (Yogyakarta: LKiS, 1997), 
hlm. 168. 
82 Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2003). 
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secara terus menerus, Islam niscaya mampu menjawab 
tantangan modernitas.” 

4. Tema humanitarianisme liberal tampaknya merupakan 
tema yang paling dominan. Mengapa tema ini menjadi 
penting? Sulit untuk dijelaskan jika dipisahkan dengan 
faktor-faktor lainnya. Gus Dur ialah seorang pemikir 
keagamaan Islam. Tetapi, yang memberikan tempat besar 


bagi pemikirannya ialah liberal secara fundamental.” 


Greg Barton secara jelas menilai bahwa kerangka besar 
pemikiran Gus Dur ialah berangkat dari Islam, dan memberi 
tempat liberalisme secara fundamental. Penilaian ini tentu 
menyimpan beberapa kelemahan. Pertama, yang diamati Greg 
ialah tulisan-tulisan Gus Dur sepanjang tahun 1970-an, dan 
ia kemudian menyimpulkan itu. Kedua, Greg menilai hanya 
sebatas tahun 1970-an, tetapi ia tidak mempertimbangkan 
tulisan-tulisan Gus Dur setelah tahun 70-an. 

Ketiga, karena Greg hanya menilai tahun 70-an, seakan- 
akan gagasan dan pemikiran Gus Dur hanya di rentangan itu, 
dan langsung diberi label liberalisme. Keempat, kesalahan fatal 
Greg, karena ia melihat Gus Dur dari kacamata liberalisme, 
tanpa pernah mengonfirmasi pandangan-pandangan Gus Dur 
tentang liberalisme dalam tulisan-tulisannya yang lain. 

Meski begitu, Greg membatasi pengertian liberalisme 


sebatas pada nilai-nilai liberal yang disebutnya sebagai 


88 Greg Fealy dan Greg Barton, Tradisionalisme..., hlm. 169. 
84 Ibid., hlm. 193. 
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humanitarianisme pro-liberal. Dengan demikian, yang di- 
lakukan Greg tidaklah mewakili gagasan besar Gus Dur se- 
panjang hayatnya, dan segi-segi lain dalam pemikiran Gus 
Dur. Sementara itu, kalau dilihat secara jeli, tendensi yang 
dilakukan Gus Dur dan dasar-dasar pemikirannya bukanlah 
nilai-nilai liberal semata, melainkan lebih daripada itu. Nilai- 
nilai liberal dalam pengertian Greg hanyalah satu bagian 
dari concern Gus Dur, dalam kerangka besar yang ingin 
diciptakannya sebagai “nilai-nilai Indonesia”. 

Penilaian yang berbeda dengan Greg Barton, misalnya, 
dikemukakan oleh KH. Syarif Usman Yahya yang menyatakan 
sebagai berikut: 


Kita harus menjernihkan terlebih dahulu makna liberal yang 
dimaksudkan di sini. Dalam tataran pemikiran, Gus Dur pantas 
dikatakan liberal, tetapi apakah liberal yang masih dibatasi 
agama dan budaya, masih layak disebut liberal. Ya, kalau dalam 
arti kebebasan berpikir. Namun, menurut saya, yang pantas 
disandang Gus Dur ialah bukan liberal, tetapi liberasi (liberation), 
yaitu orang yang ingin membebaskan segala keterikatan dan 
beban yang dipikul orang lain, dan ini sejalan dengan semangat 
membebaskan kaum mustadha “fin (lemah dan dilemahkan). 


Jadi, menilai Gus Dur hanya dengan kerangka dan dasar- 
dasar nilai liberal, sama sekali tidak mewakili kerangka besar 
yang ingin diciptakan Gus Dur sebagaimana dikemukakan 


dalam tulisan-tulisannya. Kerangka pemikiran Gus Dur, 


85 Syarif Usman Yahya, Gus Dur Memilih Kebenaran daripada Kekuasaan (Jakarta: 
WI, 2007), hlm. 14. 
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menurut saya, bergerak dalam tiga kerangka besar: Islam, 
bangsa, dan perubahan sosial. 

Gus Dur menyebutkan, “Kalau kita berbicara umat, tidak 
bisa lepas dari bangsa dan negara kita secara keseluruhan. Hal 
inilah yang harus kita ingat....”** Dalam bahasa yang lain, Gus 
Dur sering menyatakan bahwa melakukan transformasi atau 
perubahan besar pada masyarakat amatlah perlu dilakukan 
demi kesejahteraan bangsa dan negara.” 

Dengan demikian, paradigma yang dipakai Gus Dur ialah 
nilai-nilai keindonesiaan. Dalam nilai-nilai keindonesiaan, ia 
secara jelas melihat bahwa yang disebut “paling Indonesia” di 
antara semua nilai yang diikuti oleh warga bangsa ini ialah 
“pencarian tidak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial 
tanpa memutus sama sekali masa lampau (sejarah) kita.” 
Gus Dur menyebutnya dengan istilah “pencarian harmoni”. 

Nilai-nilai yang bersumber dari pencarian tersebut 
membentuk nilai-nilai keindonesiaan, berupa solidaritas 
sosial. Menurut Gus Dur, nilai-nilai ini menampilkan watak 
kosmopolitan, yang diimbangi rasa keagamaan yang kuat, 
dan kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan tentang 
pengaturan masyarakat yang lebih luas, dengan tetap berpijak 


pada kerendahan hati.” 


86 Abdurrahman Wahid, “Letak Umat Islam dalam Arus Masyarakat Indonesia”, 
dalam Aula Desember 1991, hlm. 36. 

87 Ibid., hlm. 51. 

88 Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 
101-112, dan dalam Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: WI, 2007), hlm. 
153-163. 
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Sebenarnya, pernyataan Gus Dur tentang “nilai ke- 
indonesiaan” merupakan penafsiran Gus Dur terhadap nilai- 
nilai adiluhung yang selama ini dipegangi di dunia pesantren, 
dan merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai luhur yang 
telah diwariskan nenek moyang masyarakat nusantara, yaitu 
al-muhafadzhah “ala al-gadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid 
al-ashlah (menjaga hal-hal lama yang baik, dan mengambil 
hal-hal baru yang lebih baik). 

Dengan nilai-nilai tersebut, yang diinginkan Gus Dur ialah 
pencarian harmoni untuk memperbaiki kondisi masyarakat 
dengan tidak meninggalkan aspek-aspek masa lalu. Dengan 
sendirinya, kerangka besar nilai-nilai yang paling Indonesia 
dalam pemikiran Gus Dur yang diwarisi dari masyarakat 
nusantara, telah secara rohani diterjemahkan oleh bangsa 
Indonesia, dan khususnya di kalangan komunitas pesantren, 
yang tidak menafikan tradisi lama yang masih baik. 

Dalam proses pencarian harmoni itu, terjadilah per- 
ubahan, dan di dalamnya ada banyak segi yang digagas Gus 
Dur. Sayangnya, segi-segi dari isi “pencarian harmoni” yang 
digagas Gus Dur sering kali “diperkosa” oleh kelompok yang 
hanya mengembangkan satu segi, dan kemudian menganggap 
dasar-dasar progresivitas Gus Dur ialah satu segi itu. Hal 
ini merupakan sebuah simplifikasi yang kurang tepat untuk 
menjelaskan Gus Dur ke mata publik. 

Kalau kita jeli, dan sudi bersusah-payah membaca 
tulisan-tulisan Gus Dur, ia memang terlihat berkomitmen 


besar terhadap nilai-nilai toleransi, perbedaan, kebebasan 
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berpikir, dan perbedaan dalam berpendapat. Gus Dur sangat 
setuju terhadap nilai-nilai seperti ini, dan ia merasa perlu 
menerima nilai-nilai tersebut sehingga dapat dikembangkan 
di masyarakat. 

Dalam kerangka perubahan terus menerus dan pencarian 
harmoni itu, Gus Dur juga sering mengemukakan perlunya 
keadilan sosial, penggunaan ilmu-ilmu sosial kritis yang pro- 
kerakyatan, pribumisasi, pembaruan-pembaruan internal, 
dan lain-lain. Inilah maksud ungkapan Gus Dur: “Kalau kita 
berbicara umat, tidak bisa lepas dari bangsa dan negara kita 
secara keseluruhan. Ini yang harus kita ingat....””? 

Orientasi untuk kepentingan nasional sering ditekankan 
Gus Dur. Ia menekankan pentingnya penghormatan ter- 
hadap kebebasan berpendapat dan hak berbeda pendapat, 
sekaligus pro kerakyatan. Aspek-aspek humanisme tampak 
dalam pembelaan Gus Dur terhadap martabat kemanusiaan 
sebagai hak dan demokrasi, tetapi pada saat yang sama ia juga 
berbicara tentang keadilan sosial, pemihakan terhadap orang 
kecil, dan persatuan antarsesama anak bangsa. 

Dengan demikian, Gus Dur sesungguhnya juga melaku- 
kan pencarian harmoni. Ia memerankan diri sebagai orang 
yang sedang melaksanakan nilai yang paling Indonesia atau 
nilai keindonesiaan untuk memajukan bangsa Indonesia. Cara 
yang ditempuhnya ialah dengan meramu dan mengolah ragam 


nilai dari berbagai unsur yang ada di masyarakat Indonesia. 


20 Abdurrahman Wahid, “Letak Umat Islam dalam Arus Masyarakat Indonesia”, 
dalam Aula Desember 1991, hlm. 36. 
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Gus Dur mendefinisikan dirinya dengan sebuah ungkapan 


yang jelas: 


Dalam bidang politik, saya kagumi Bung Karno untuk 
semangat kebangsaannya. Kecintaannya kepada bangsa ini 
sungguh luar biasa. Saya kagumi Bung Hatta untuk sikap 
demokratisnya. Ia betul-betul seorang demokrat, kompeten, 
dan berkemampuan tinggi. Saya mengagumi Syahrir untuk 
pandangannya yang jauh ke depan. Kemudian, Agus Salim dan 
Tan Malaka dengan semangat kerakyatannya. Keduanya tidak 
mengenal putus asa untuk memperjuangkan nasib rakyat.” 


Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Gus Dur tidak 
bisa dibaca sebagai seorang liberal saja. Bahkan, menilai Gus 
Dur dengan pembacaan sebagai Islam liberal ialah kesalahan 
yang sangat fatal. Gus Dur ialah seorang nasionalis yang giat 
mempersatukan bangsa sebagaimana Bung Karno; seorang 
yang giat memperjuangkan demokrasi, dan demokrat tulen 
seperti Hatta; seorang yang tekun memperjuangkan nilai-nilai 
kerakyatan sebagaimana Tan Malaka dan Agus Salim. 

Cetak biru Gus Dur tetaplah harus dilihat pertama-tama 
sebagai seorang santri dan beragama Islam. Posisinya sebagai 
seorang nasionalis religius pro humanis-kerakyatan, digali, 
diberi argumentasi, dan mendarah daging, karena ia seorang 
santri yang lahir dari keluarga pesantren Tebuireng. Ayahnya 
(KH. Wahid Hasyim) dan kakeknya (KH. Hasyim Asy'ari) 


*! Abdurrahman Wahid, Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 173. 
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ialah para santri nasionalis yang membela negara berdasarkan 
Pancasila, dan giat mempersatukan bangsa. 

Perlu diketahui, KH. Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, ialah 
santri-nasionalis yang ikut merumuskan Piagam Jakarta, 
dan kemudian menerima pencoretan Piagam Jakarta ketika 
dikehendaki untuk mempersatukan bangsa Indonesia. 
Sementara itu, kakeknya ialah santri nasionalis yang 
memfatwakan jihad terhadap Belanda, yang dikenal dengan 
peristiwa 10 November 1945, guna membela bangsa Indonesia 
dan negara dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 (bukan 
untuk membentuk negara Islam) dari serangan musuh. 

Sementara itu, ibu Gus Dur yang bernama Solichah ialah 
seorang santriwati yang nasionalis. Konon, dalam pergolakan 
1965, ia tetap bersikap moderat terhadap Bung Karno, dan 
memilih sikap berbeda dengan tokoh NU, seperti Subchan ZE 
yang menjadi komando KAP Gestapu. Dari ibunya, Gus Dur 
banyak memperoleh bimbingan. 

Lebih jauh, perlu diketahui bahwa Solichah merupakan 
seorang perempuan yang kuat. Ketika suaminya (KH. Wahid 
Hasyim) meninggal dunia, ia berjuang untuk merawat 
anak-anaknya yang masih kecil. Sebagai anak pertama, 
Gus Dur menyaksikan perjuangan seorang ibu yang benar- 
benar tangguh, tahan banting, pekerja keras, dan istiqamah 
terhadap tradisi pesantren. 

Oleh karena itu, kerja besar Gus Dur diarahkan dalam dua 
arah: ke dalam dan ke luar. Ke dalam ialah di kalangan Islam 


sendiri (lebih khusus kalangan pesantren), dan ke luar ialah di 
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kalangan bangsa Indonesia dan dunia. Sebagai seorang santri, 
ia selalu menggali nilai-nilai Islam, pesantren, dan tradisi yang 
sudah ada. Hal ini memang diimpikannya sebagai bagian dari 
nilai tulen yang paling Indonesia dalam “pencarian harmoni” 
yang tidak melupakan masa lalu untuk kemajuan bangsa. 

Bahkan, yang dilakukan Gus Dur dalam berbagai hal 
ialah pembelaannya terhadap Islam yang diyakininya: Islam 
yang ramah dengan tradisi lokal, mengindonesia, toleran, 
dan diorientasikan untuk membela persatuan bangsa, serta 
membela keadilan rakyat kecil. Oleh karena itu, ia mengaku 
sebagai seorang senantiasa yang memperjuangkan Islam 
dengan sepenuh hati dan rasa cinta. Ketika membandingkan 
dirinya dengan Khomeini dari Iran, Gus Dur menyatakan hal 
berikut: 


Saya ini pengikut Imam Khomeini, hanya dari segi 
rohani. Pandangan politik saya dengannya memang berbeda. 
Pandangannya tidak cocok buat Indonesia. Terapi, semangatnya 
untuk memberikan segala-galanya bagi Islam sangatlah luar 
biasa.” 


Penekanan tentang pentingnya agama dalam diri Gus Dur, 


ditampakkan dari ucapannya sendiri: 


Agama ialah kekuatan yang inspiratif, kekuatan moral. 
Jadi, harus membentuk etika masyarakat. Lebih dari itu, 
akan menimbulkan problem. Ketika kita membentuk etika 
masyarakat maka agama yang mesti merumuskan masa depan 


22 Tbid., hlm. 108. 
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masyarakat sebagaimana yang diinginkan, tentu dengan 
menilai situasi masyarakat pada saat itu. Mengapa demikian? 
Sebab, pembentukan etika masyarakat harus selalu berangkat 
dari kenyataan-kenyataan. Seumpama sekarang agama bisa 
menunjukkan bahwa masyarakat kita belum demokratis betul. 
Lalu, apa yang bisa diperbuat agar bisa demokratis betul. 
Mungkin agama lebih penting lagi berperan dalam hal itu.” 


Gus Dur memang lahir dari rahim pesantren. Dan, 
dengan sendirinya pula ketika berbicara tentang isu-isu 
sosial, demokrasi, keadilan sosial, rakyat bawah, keadilan 
sosial, dan lain-lain, ia selalu menekankan perlunya tetap 
tidak melupakan masa lalu atau tradisi lama, dan tradisi- 
tradisi pesantren. Sikap demikian tentu tampak sekali pada 
diri Gus Dur. Sekalipun ia telah banyak melakukan studi dan 
pengayaan referensi dan melakukan pembaruan, ia tetap tidak 
melupakan tradisi lama dan pesantren. 

Lebih jauh, sikap Gus Dur yang tetap menghormati orang 
tua, guru, dan kiai juga mencerminkan sikap konsistennya 
terhadap tradisi lama. Bahkan, ia mengikuti sufisme Islam, 
berziarah ke makam, dan meyakini aspek-aspek di luar 
dunia rasional dalam kehidupan dunia. Hampir mustahil 
membicarakan Gus Dur tanpa mempertimbangkan aspek- 
aspek pengaruh dunia pesantren ini, di samping keinginannya 
untuk menggerakkan tradisi dengan melakukan penyegaran- 


penyegaran tertentu di kalangan pesantren. 
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Sebagai santri pesantren, secara khusus Gus Dur memiliki 
tradisi ziarah ke makam-makam. Mengenai hal ini, ia berkata 


sebagai berikut: 


Soal di makam, apalagi, ya berdoa. Minta selamat, minta 
kekuatan. Saya memang percaya pada daya dari luar diri kita 
yang bisa memberikan intervensi kekuatan rohani kepada kita. 
Sejak kecil, saya sudah dibiasakan begitu. Ada beberapa makam 
yang saya ziarahi. Di luar negeri antara lain ialah makam Ali al- 
Humaidi dan Imam al-Ghazali.” 


Menurut Gus Dur, kita ialah manusia rasional. Tetapi, 
kita tidaklah bisa membantah bahwa terkadang ada semacam 
isyarat-isyarat, tanda-tanda yang dikirim kekuatan lain dari 
luar diri kita. Biasanya, kita menyadari kalau sudah terjadi. Di 
belakang hari baru kita bilang: “O ya, pantas ada tanda-tanda 
ini, tanda-tanda itu....” 

Gus Dur melanjutkan perkataannya, “Waktu Rais Am 
KH. Achmad Shidiq meninggal, ada kiai yang membisiki saya, 
pengganti almarhum akan datang dari kulon. Pikir saya, KH. 
Mustamin Cilacap. Tapi, itu tak masuk akal. Wong beliau sudah 
udzur sekali. Bisikan itu tidak saya pedulikan. Eh, tahu-tahu di 
Munas Lampung benar muncul Rais Am dari kulon, KH. Ilyas 


Rukhiyat, yang saya tidak pernah menduganya.”” 


**Ibid., hlm. 108. 
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Selain itu, Gus Dur juga banyak menggali ide-ide dan cara 
pandang sufisme Islam. Ia didefinisikan sufisme Islam dengan 


ungkapan berikut: 


Jembatan, tidak sepenuhnya legal formalistik, justru 
legal formalistik yang selalu harus-harus... Jangan di-counter 
pendekatan dengan Tuhan, familiarity, keakraban dengan Tuhan 
yang bisa menembus benteng... harus, jangan-jangan dengan 
suatu lompatan. Artinya begini, oleh orang sufi itu inheren dalam 
pemikiran, bahwa penyelamatan itu letaknya di tangan Tuhan 
semata. Kita harus mampu memiliki rasa cinta kepada Tuhan 
untuk memahami kapasitas Tuhan Sang Penyelamat itu.” 


Selain itu, Gus Dur juga menambahkan: 


Sufisme mewarisi tradisi Timur Tengah. Itu berarti bahwa apa 
pun yang Anda perbuat, apakah Anda pengikut legal formalistik 
atau pengikut syariat yang paling top, apakah Anda itu orang 
suci yang paling memelihara kehidupan dan semua kewajiban 
dalam Islam, Anda penuhi semua kewajiban dan semua larangan 
Anda jauhi, belum tentu Anda diterima oleh Tuhan. Sebab, 
penerimaan itu ditentukan oleh Tuhan, bukan Anda. Ini inti 
dari sufisme, yang bisa menjembatani manusia dengan Tuhan, 
hingga, gampangnya Tuhan itu tergerak untuk menyelamatkan 
manusia. Itulah cinta Anda kepada Tuhan, karena hal itu akan 
membuat Anda cinta kepada Tuhan, dan Tuhan mencintai Anda. 
Karena itu, cinta dan kasih merupakan elemen terpenting dari 
sufisme, di sini saya tekankan keshalihan orang-orang sufi, 
keshalihan yang bukan karena legal formalistiknya.” 


**Ibid., hlm.140-141. 
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Sebagaimana orang-orang pesantren, Gus Dur juga meng- 
amalkan amalan-amalan tertentu, atau bacaan-bacaan doa 
tertentu. Ia berkata, “Amalan-amalan tersebut ialah hal biasa, 
sesuai kebutuhan. Para kiai suka bilang kepada saya, tolong 
baca surat ini, tolong baca surat ini dengan puasa sekian hari 


sebelumnya.” 


Di samping itu, meski Gus Dur dikenal sebagai seorang 
cendekiawan, ia tetap menghormati guru-guru pesantren dan 


kiai-kiai. Ia menyatakan: 


Kiai-kiai unik seperti itu punya kepekaan sangat tinggi 
terhadap kehidupan masyarakat. Saya senang kepada kiai- 
kiai itu, karena mereka tidak pernah berburuk sangka kepada 
orang lain. Mereka tidak punya pamrih politik. Mereka ini kan 
tidak secara resmi berada di organisasi. Mereka hanya pendoa, 
pembimbing masyarakat.” 


Bukan hanya menghormati kiai-kiai (maksudnya, mereka 
yang tulus dan ikhlas, bukan yang nyambi munkar), tetapi Gus 
Dur tetap memandang tradisi cium tangan yang oleh sebagian 
orang dianggap menghambat kemajuan, justru dipertanyakan 
Gus Dur. “Kalau cium tangan Katolik juga begitu. Kennedy 
saja dengan Paus cium tangan lho. Sama uskupnya saja cium 
tangan, padahal ia itu presiden Amerika,” ujar Gus Dur.' 

Dari keseluruhan hidup dan perjalanannya, Gus Dur 


merefleksikan bahwa ia telah ditinggal sang ayah ketika masih 


28 Tbid., hlm. 174. 
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umur dua belas tahun. Ia tidak begitu tahu tentang sang 
ayah, kecuali dari cerita orang atau dari buku. Perkenalan 
dan pergumulan pribadi, menurutnya, hanya sebentar. 
Ia selanjutnya tinggal di Yogyakarta; dari Yogyakarta ke 


pesantren. Gus Dur mengatakan: 


Bacaan juga sama pentingnya, kan? Belajar di pesantren, 
kiai-kiai itu juga banyak pengaruhnya pada diri saya. Kemudian 
saya pulang dari luar negeri, dan saya aktif dalam organisasi. 
Lalu, menginjak masa bekerja, saya berkiprah di LSM. Jadi, sudah 
kalau mau dibilang siapa yang memengaruhi atau membentuk 
kepribadian saya. Dan, saya nggak percaya pribadi seseorang ialah 
pribadi yang dibentuk oleh dirinya sendiri. Kalau tidak dibentuk 
oleh dirinya, ya lingkungannya. Lingkungan saya pesantren, yang 
konon katanya bersikap tradisional, nggak tahu dunia luar, anti 
perubahan, tapi kok jadinya lain seperti ini, ya." 


Dengan sendirinya, dasar-dasar yang digali Gus Dur 
bukanlah dasar-dasar nilai liberal, melainkan ia menyebutnya 
sebagai nilai-nilai tulen Indonesia yang dirumuskan sebagai 
pencarian tidak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial 
tanpa memutuskan sama sekali dengan masa lampau kita. Gus 
Dur menyebutnya dengan istilah “pencarian harmoni”, yang 
dalam dirinya dipengaruhi nilai-nilai pesantren, keluarga, 
bacaan-bacaan, dan seterusnya. 

Seluruh kerja pencarian harmoni dengan tidak me- 
ninggalkan nilai-nilai lama tersebut, oleh Gus Dur harus 


diorientasikan untuk kemajuan bangsa dan mengangkat 
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derajat rakyat bawah. Pembangunan, menurut Gus Dur, harus 
mementingkan rakyat kebanyakan. Gus Dur menyebutkan hal 


tersebut sebagai berikut: 


Karena itu, orientasi pembangunan negara untuk ke- 
pentingan warga masyarakat/rakyat kebanyakan, harus lebih 
diutamakan, dan bukannya pengembangan sumber daya 
manusia yang tinggi maupun penguasaan yang teknis yang 
memadai bagi modernisasi. Dengan kata lain, bukan modernitas 
yang dikejar, melainkan pemenuhan rasa keadilan dalam 
kehidupan bermasyarakat yang harus diutamakan. Kehidupan 
modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang 
bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan yang dituju ialah 
kesejahteraan seluruh penduduk. Prinsip ini sangat menentukan 


bagi keberlangsungan sebuah negara.'” 


Jadi, sangat jelaslah, orientasi yang diinginkan Gus 
Dur dengan menggali nilai-nilai Indonesia yang tulen, pada 
prinsipnya untuk melakukan perubahan terus menerus demi 
kemajuan bangsa, dan mengupayakan kesejahteraan rakyat, 
serta tentu untuk menghargai kebebasan berbeda pendapat 
dan berkeyakinan, dengan memanfaatkan tradisi yang sudah 
ada, dan menerima hal-hal baru yang bermanfaat dan baik. 
Maka, jelaslah bahwa dasar-dasar progresivitas Gus Dur 


bukanlah liberalisme. 
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B. Gus Dur, NU, dan Kepentingan 
Nasional; Tentang Pancasila, Negara 
Islam, dan Hukum Islam 


Di luar hal-hal yang telah dibicarakan, terutama tentang 
dasar-dasar pikiran yang dikembangkan Gus Dur, hampir 
mustahil melihat gagasan Gus Dur dengan tidak melihatnya 
dari wawasan pengetahuan lingkungan, di mana ia berasal, 
yaitu komunitas NU, atau Islam jenis NU. Dalam hal ini, Gus 
Dur pernah menyebutkan: “Kalau melihat NU dari saya, itu 
salah baca.” Ini menegaskan Gus Dur dan NU ialah entitas 
yang berbeda, meski sulit dipisahkan. 

Kata-kata tersebut dikemukakan Gus Dur pada 1994, 
ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan Majalah 
Forum. Meski kata-kata tersebut konteks awalnya untuk 
menjawab soal kekhawatiran NU yang sudah mantap kembali 
ke Khittah NU, kemungkinan bisa menjadi kino (kelompok 
induk organisasi) orsospol, yang saat itu ada tiga: PPP, Golkar, 
dan PDI. Gus Dur kemudian menjelaskan pandangan khittah 
sudah ada pada kiai-kiai yang telah merata dan dijamin, tetapi 
kemudian Gus Dur membedakan dirinya bahwa “kalau melihat 
NU dari saya itu salah baca”. 

Pernyataan Gus Dur tersebut seolah ingin menegaskan 
bahwa NU bukanlah hanya dirinya, melainkan sebuah 
komunitas besar. Dan, ia hanya satu bagian di dalam tubuh 
NU. Meski begitu, harus diakui, komunitas NU telah ikut 
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membentuk dan berdialektika dalam pikiran-pikiran Gus 
Dur ihwal Pancasila, negara Islam, dan hukum Islam. Pada 
saat yang sama, Gus Dur terlibat dalam memaknai dan 
merepresentasikan pandangan ke-NU-an, tetapi pada sisi yang 
lain, ia sendiri juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang 
berkembang di kalangan NU. 

Berkaitan dengan tema Pancasila, tampak sekali 
gagasan Gus Dur saling timbal balik dalam memaknai dan 
merepresentasikan NU. Kalau dilihat, gagasan Gus Dur 
tentang Pancasila muncul tahun 1980-an ke atas pasca 
Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, dan Munas 
Alim Ulama NU tahun 1983 yang juga diadakan di Situbondo. 
Dapat dikatakan bahwa gagasan-gagasan Gus Dur banyak 
dipengaruhi oleh gagasan besar yang dikembangkan oleh 
komunitas NU pada saat itu, dan pada saat yang sama ia juga 
memengaruhi komunitas NU. 

Salah satu wacana besar yang muncul pada Munas 
Alim Ulama NU tahun 1983 ialah kesepakatan yang dikenal 
dengan Deklarasi Situbondo. Isi Deklarasi Situbondo mem- 
berikan dasar-dasar progresif pengembangan pikiran tentang 
hubungan Pancasila dan NU bagi semua aktivis dan warga NU, 
termasuk Gus Dur. Isi dari Deklarasi Situbondo ialah sebagai 
berikut: 

1. Pancasila sebagai dasar falsafah negara RI bukanlah 
agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat 


digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 
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2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara RI, 
menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila- 
sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian 
Islam. 

3. Bagi NU, Islam ialah akidah dan syariah, meliputi aspek 
hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar 
manusia. 

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan per- 
wujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk men- 


jalankan syariat Islam. 


Sebagai konsekuensi sikap tersebut, Deklarasi Situbondo 
disudahi dengan kata-kata berikut: “NU berkewajiban meng- 
amankan pengertian yang benar tentang Pancasila yang murni 
dan konsekuen oleh semua pihak.” Deklarasi Situbondo 
ini disepakati pada tanggal 21 Desember 1983 bertempat 
di Sukorejo, tempat diselenggarakannya Munas Alim Ulama 
NU. Deklarasi Situbondo juga termasuk bagian dari hasil 
Munas Alim Ulama NU pada tahun 1983. Tepatnya, Deklarasi 
Situbondo merupakan hasil dari sub komisi II di Munas Alim 
Ulama NU (Komisi Pemulihan Khittah NU 1926) yang dipecah 
ke dalam tiga sub, dan sub tentang “Hubungan Pancasila dan 
Islam” diketuai oleh Gus Dur. 

Hubungan NU dan Pancasila semakin terlihat dalam 
Khittah NU yang dihasilkan oleh Muktamar NU ke-27 pada 
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tahun 1984 yang juga bertempat di Sukorejo, Situbondo, 


tepatnya di pesantren KH. As'ad Syamsul Arifin. Dalam 
Khittah itu, hubungan NU dan Pancasila dirumuskan ke dalam 
8 item berikut: 

1. 


Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian 
tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia. NU 
senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional 
bangsa Indonesia. NU secara sadar mengambil posisi aktif 
dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan 
kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 
1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 
NU senantiasa mendukung perjuangan bangsa. Dukung- 
an ini menempatkan NU dan segenap warganya untuk 
senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan 
bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai 
oleh Allah Swt. Karenanya, setiap warga NU harus menjadi 
warga negara yang selalu menjunjung tinggi Pancasila dan 
UUD 1945. 

Sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan bagian tak 
terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa 
berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, 
toleransi, kebersamaan dan hidup berdampingan, baik 
dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama 
warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain 
untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan 


dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. 
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Beberapa pernyataan tersebut jelas memperlihatkan 
bahwa NU dan komunitasnya senantiasa menjunjung tinggi 
Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dasar-dasar 
pikiran tentang hubungan NU dan Pancasila sudah terlebih 
dahulu dirumuskan oleh NU,'” dan dalam posisi itu, Gus 
Dur terlibat intens dalam memperjuangkan penerimaan 
NU terhadap Pancasila, baik dalam posisinya sebagai ketua 
Panitia Muktamar NU ke-27 di Situbondo maupun ketika ia 
memegang jabatan sebagai ketua umum tanfidziyah pasca 
Muktamar NU ke-27 ini sampai tiga periode (1984-1999). 

Hubungan komunitas NU dan Pancasila yang jauh lebih 
dalam sebenarnya juga disampaikan oleh KH. Achmad Shidig, 
yang kemudian menjadi Rais Am Syuriyah PBNU pasca 
Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Dalam 
suntingan pokok-pokok pikiran KH. Achmad Shidig, yang 
beredar di arena Muktamar pada Komisi 1 (Masail Diniyah), 
disebutkan beberapa hal penting hubungan NU dan Pancasila: 
1. Dengan memperlihatkan kenyataan-kenyataan tersebut, 

dan dengan berdasarkan dalil-dalil agama yang ter- 

lampir, dapat dikemukakan pandangan hukum Islam 
sebagai berikut: mendirikan negara dan membentuk 
kepemimpinan untuk memelihara keseluruhan agama 
serta mengatur kesejahteraan kehidupan duniawi 


wajib hukumnya, kesepakatan bangsa Indonesia untuk 


105 Meski begitu, Gus Dur sejak tahun 1970-an sudah mulai memikirkan pentingnya 
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mendirikan negara RI ialah sah dan mengikat semua 
pihak, termasuk umat Islam; hasil dari kesepakatan yang 
sah itu, yaitu NKRI, ialah sah dilihat dari pandangan 
Islam sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan 
eksistensinya. 

2. Sahnya kesepakatan, hasil kesepakatan, dan keterikatan 
semua pihak itu berkelanjutan pada hal-hal berikut: 
kewajiban menurut wujud, asas, dan hukum dasar 
sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan; kewajiban 
menjaga dan mengamalkan asas dan hukum dasar 
sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan, berarti 
kewajiban menjaga asas dan hukum dasar itu tidak 
disimpangkan dan diselewengkan; kewajiban untuk 
taat kepada penguasa negara yang sah dalam hal yang 
tidak mengajak pada kekufuran dan kemaksiatan yang 
nyata; kewajiban ber-amar ma'ruf nahi munkar dan saling 
menasihati, tidak terkecuali kepada pemerintah, menurut 
tata cara yang sebaik-baiknya; dan kewajiban untuk ikut 
serta secara aktif dalam upaya mewujudkan tujuan 
didirikannya negara. 

3. Jelaslah bahwa NKRI adalah negara nasional yang 
wilayahnya dihuni oleh penduduk yang sebagian besar 
memeluk agama Islam. Dengan demikian, Republik 
Indonesia ialah upaya final seluruh nation, teristimewa 
kaum muslimin untuk mendirikan negara di wilayah 


nusantara.'5 
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Hubungan NU dan Pancasila yang dirumuskan oleh 
komunitas NU ialah evolusi dari perjuangan yang selama 
ini dilakukan berkaitan dengan isu dasar negara. Artinya, 
perjuangan yang dilakukan mengalami fase-fase yang tidak 
tunggal. Dalam fase-fase sejarah inilah pemikiran Gus Dur 
(bahkan juga apa yang dikemukakan oleh KH. Achmad Shidiq) 
tentang Pancasila dan soal negara Islam, merupakan bagian 
dari representasi pemikiran dan wacana NU fase pasca tahun 
1984 atau fase untuk mengegolkan Khittah NU. 

Dengan demikian, fase-fase sejarah hubungan NU dengan 
Pancasila dan negara Islam penting dilihat, karena dari sinilah 
bisa dilihat posisi pemikiran Gus Dur dalam memaknai NU 
maupun dipengaruhi NU, yaitu sebagai berikut: 

Fase pertama, sejak tahun 1936, dalam Muktamar di 
Banjarmasin, NU sudah menyebut daerah yang kelak disebut 
Indonesia sebagai daerah Islam tanpa perlu lagi memberi nama 
sebagai negara Islam dengan menyebutkan: “Sesungguhnya, 
negara kita Indonesia dinamakan negara Islam, karena 
pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun 
pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara 
Islam tetap selamanya.” Rujukan yang dipakai NU saat itu di 
antaranya dari kitab Bughyatul Murtasyidin yang berbunyi: 
“Semua tempat yang pernah ditempati kaum muslim pada 
suatu masa tertentu maka ia menjadi daerah Islam yang 
ditandai berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sementara 
itu, pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan umat Islam 
telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap 


mereka maka dalam kondisi semacam itu penamaannya 
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dengan “daerah perang” hanya merupakan bentuk formalnya, 
dan tidak ada hukumnya. Dengan demikian, diketahui bahwa 
Tanah Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa ialah daerah 
Islam. Sebab, umat Islam pernah menguasainya sebelum 
penguasaan oleh orang-orang kafir (Bughyatul Mustarsyidin 
dalam bab al-hudnah wa al-imamah).!" 

Fase kedua, perwakilan dari NU ikut merumuskan Piagam 
Jakarta, yang di dalamnya ada kata-kata “dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di sila 
pertama. Dalam hal ini, dasar-dasar negara yang dirumuskan, 
di mana wakil NU terlibat, ialah dengan tambahan tujuh kata 
tadi. Wakil NU yang duduk di perumus Piagam Jakarta ialah 
KH. Abdul Wahid Hasyim yang tak lain merupakan ayah Gus 
Dur. 

Fase ketiga, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) yang bersidang setelah proklamasi kemerdekaan, 
tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pancasila sebagai 
dasar negara, dengan kesepakatan menghilangkan tujuh kata 
tersebut. Wakil NU terlibat dalam proses ini, di antaranya 
juga diwakili KH. Abdul Wahid Hasyim (dan KH. Masykur 
sebagai anggota PPKI). Fase ini diikuti Resolusi Jihad yang 
menggelorakan peristiwa 10 November 1945 untuk mengusir 
Belanda, dan mempertahankan negara nasional Indonesia 


berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan negara Islam, 


107 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 101. Lihat juga dalam keputusan Bahsul 
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serta tidak ada penolakan dari ulama-ulama NU tentang 
status itu. 

Fase keempat, NU menyebutkan bahwa gerakan NII 
ialah pemberontak, dan pemimpin dari Republik Indonesia 
yang masih terus bergolak dengan dasar Pancasila ialah sah 
dan harus ditaati dengan diberi legitimasi waliyul amri adh- 
dharuri bi syaukah. Fase ini merupakan fase ketika muncul 
pemberontakan di berbagai daerah, terutama diorganisasi 
oleh NII yang dideklarasikan oleh Kartosoewirjo pada tahun 
1949, sampai benar-benar bisa ditumpas dan Kartosoewirjo 
dihukum mati pada tahun 1952. 

Fase kelima, NU ikut berjuang bersama kelompok Islam 
lain memenangkan Islam sebagai dasar negara di sidang 
konstituante, yang ternyata tidak mendapatkan suara 
mayoritas, kalah suara dengan dasar Pancasila. Konstituante 
kemudian macet dan tidak berhasil menyepakati dasar negara 
sampai dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, dan 
NU menerima dekret presiden. 

Fase keenam, NU menerima konsepsi dekret presiden 
untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 dalam demokrasi 
terpimpin, dengan catatan Piagam Jakarta harus menjiwai 
UUD RI lewat keputusan Partai NU pada tahun 1959. Ini 
merupakan fase ketika imajinasi tentang Piagam Jakarta 
kembali dimunculkan oleh NU. 

Fase ketujuh, pada zaman awal Orde Baru, Soeharto 
melakukan berbagai rekayasa pemenangan blok politik yang 


mendukung rezimnya, dan tidak memberi ruang berarti pada 
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kelompok di luar rezim. Pada tahun 1971, NU menjadi partai 
politik yang tetap mengakui negara berdasarkan Pancasila 
meskipun berasaskan Islam. 

Fase kedelapan, NU menerima Pancasila sebagai dasar 
negara sekaligus sebagai asas organisasi, sejak tahun 1983 dan 
1984 ketika diadakan Munas Alim Ulama NU di Situbondo 
(1983) dan Muktamar NU ke-27 di Situbondo (1984), dan 
Republik Indonesia, oleh KH. Achmad Shidiq disebut sebagai 
upaya final seluruh nation, teristimewa kaum muslimin untuk 
mendirikan negara di wilayah nusantara. 

Dilihat dari fase perkembangan sejarah hubungan NU- 
bangsa dan Pancasila tersebut, jelaslah bahwa Gus Dur berada 
dalam fase ketika komunitas NU, berdasarkan berbagai 
pertimbangan sejarah, ajaran, dan kemaslahatan, menerima 
Pancasila dan UUD 1945, dengan tidak lagi memasukkan 
agenda Piagam Jakarta. Pikiran-pikiran Gus Dur tentang 
Pancasila, negara Islam, dan hukum Islam, mewakili fase ini, 
dan ketika itu diartikulasikan coraknya sangat jelas: satu sisi 
mewakili kepentingan komunitas NU dalam berdialektika 
dengan sesama anak bangsa dan negara yang diwakili 
pemerintah pada saat itu; dan di sisi yang lain, ia berusaha 
aktif dalam memaknai NU yang harus menghadapi tantangan 


kebangsaan yang semakin kompleks. 
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Dari sisi tersebut, pemikiran Gus Dur sebenarnya ingin 
menjawab problematika umat dan bangsa, dan dapat di- 
rumuskan sebagai berikut: 

Pertama, menurut Gus Dur, harus kita perhatikan bahwa 
kaum muslimin mengalami atau tengah berada pada posisi 
yang ambivalen. Berwawasan atau berkeadaan ganda. Di satu 
pihak, kaum muslimin dalam keadaan terbelakang. Relatif 
lemah dari kelompok lain dalam masyarakat kita. Terutama, 
belum mempunyai peluang atau tidak memiliki kemampuan 
memanfaatkan peluang dalam persaingan dengan pihak-pihak 
lain. Situasi ini, dideskripsikan Gus Dur sebagai keadaan yang 
hanya dialami oleh orang-orang yang justru taat melakukan 
ritual—yang disebut santri.'”* 

Akibat ketertinggalan itu, menurut Gus Dur, muncul 
tuntutan bermacam-macam. Umat Islam merasa tidak diberi 
kesempatan, dan karenanya harus memperoleh kesempatan. 
Umat Islam merasa tidak terdidik, karena itu butuh pendidikan 
yang berkualitas. Umat Islam merasa tidak terwakili oleh 
media massa, dan karenanya ngotot harus ada media massa. 
Rasa ketertinggalan itu menimbulkan tuntutan-tuntutan 
yang menyangkut semua bidang kehidupan. Meski begitu 
Gus Dur tetap mengakui sisi positif rasa ketertinggalan umat 
Islam, yang justru meningkatkan posisi tawar umat sehingga 


menjadi lebih kuat. 
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Kedua, kaitannya dengan negara, ada dua perkembangan, 
yaitu di satu pihak, negara melakukan serangkaian depolitisasi 
untuk mengikis aliran-aliran yang ada di kalangan umat 
Islam, bahkan di kalangan bangsa; dan di lain pihak Islam 
berkembang sebagai aliran politik, ideologis, bukan sebagai 
gerakan kultural dan agama. Sementara itu, beberapa kasus 
menunjukkan adanya pemberontakan-pemberontakan 
dengan label agama. Ternyata pengikisan itu tidak menghabis- 
kan umat Islam, tetapi justru menguatkannya di jurusan yang 
lain, meskipun masih ada perasaan ketertutupan sebagian 
umat Islam, tanpa mengintegrasikannya dengan bangsa dan 


umat. 


Islam sebagai kekuatan politik, Gus Dur menggambar- 
kannya sebagai kekuatan yang terus menerus menimbulkan 
perkelahian, baik di level internal atau dalam hubungannya 


dengan negara. Gus Dur mengatakan: 


Dengan demikian, sebenarnya kekuatan politik Islam itu 
bukan menjadi semakin besar. Tidak dimanfaatkan secara 
efektif, tetapi hanya berkelahi satu sama lain. Ini yang kita 
catat. Saya tidak ingin mengatakan ini salah atau benar. Catat 
saja adanya begitu. Kekuatan Islam yang demikian besar yang 
seharusnya dipakai untuk membina umat, tetapi kita pakai 
untuk menghajar orang lain... Kita mengembangkan mentalitas 
untuk membentengi diri kita. Kita di dalam benteng. Orang di 
luar kita. Ini yang terjadi. Saya tidak mengatakan ini baik atau 
buruk. Dalam keadaan yang demikian terus terang, kita tidak 
bisa membangun... 


10 Ibid., hlm. 40-41. 
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Pada posisi itulah, gagasan Gus Dur tentang Pancasila, 
pandangannya tentang negara Islam dan hukum Islam, 
selain tentu gagasan-gagasan lainnya, par excellence ingin 
menjembatani kepentingan Islam, umat, dan bangsa yang 
saat itu berada dalam situasi mengimpit, saling berkelahi, 
dan tertutup. Gus Dur melakukan kritik diri secara internal 
terhadap umat Islam, dan tentunya juga terhadap NU, 
sekaligus berbicara perihal kepentingan nasional, dan perlunya 
umat Islam berpartisipasi dalam pembangunan. 

Kritik internal tersebut selanjutnya dijalankan dengan 
melakukan sejumlah terobosan pemikiran untuk memuncul- 
kan dinamisasi, dan pada saat yang sama Gus Dur membangun 
kesadaran bahwa sudah sejak dahulu negara ini sudah disebut 
sebagai daerah Islam— sebagaimana dikutip dari Bughyatul 
Murtasyidin.' Bahkan, Gus Dur mengutip Resolusi Jihad 
yang menyatakan bahwa Republik Indonesia ialah daerah 
Islam yang harus dibela sampai mati. Dan, karena itulah, Gus 
Dur mengatakan bahwa Islam harus berbicara kepentingan 
bangsa.'? Tentang kepentingan nasional ini, secara jelas 
Gus Dur berkata, “Saya beranggapan bahwa kepentingan 
nasional amat penting dipahami para pemimpin Islam. Saya 
pribadi mengembangkan pola tersebut, yaitu mengutamakan 


kepentingan nasional, dan mencari titik temu dari berbagai 
pihak.” 


11 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 101. 

12 fhid., hlm. 108. 
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Dalam membela kepentingan nasional, Gus Dur 
memang memilih negara Pancasila sebagai perjanjian luhur 
semua kelompok bangsa. Dan, menurut Gus Dur, Pancasila 
harus dipertahankan mati-matian. Untuk itulah, Gus Dur 
menyatakan bahwa ia siap bertaruh nyawa, dan berjuang mati- 
matian untuk membela Pancasila. Bahkan, ia menginginkan 
dalam jangka panjang dan ke depan, pemilihan pada aspek 
menetapkan atau tidak ditetapkannya Islam dalam negara 
amat perlu diarahkan. Dan, ia memilih membela Pancasila, 
dan menjadi bagian dari gerakan nasional, bukan gerakan 
yang menetapkan Islam sebagai dasar negara. 


Terkait hal tersebut, Gus Dur mengatakan: 


“Dalam jangka panjang, hal yang lebih prinsipil ialah 
perjuangan menghilangkan atau menetapkan Islam dalam 
kehidupan bernegara. Kalau Anda mengikuti pendapat pertama, 
berarti Anda ialah pengikut gerakan nasional. Apabila sebaliknya, 
maka Anda pengikut gerakan Islam yang menolak Pancasila.”!!* 


Pernyataan Gus Dur tersebut menggambarkan dengan 
jelas ihwal urgensi membela kepentingan nasional dan bangsa. 
Dan, ia secara konsisten menyampaikan gagasannya tersebut, 
baik dalam tulisan maupun berbagai kesempatan diskusi. 

Gagasan Gus Dur tentang Pancasila, dan penolakannya 
terhadap ide pendirian negara Islam, bukan hanya didorong 


oleh keadaan objektif geososial politik di Indonesia yang 


14 Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 
2002), hlm. 207-208. 
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mengimpit umat Islam sebagaimana disebutkan tersebut, 
melainkan juga didorong oleh aspek-aspek prinsip dan etis 
ajaran Islam yang memang mendorong hal tersebut. Dalam 
hal ini, Gus Dur, di berbagai tulisannya, menyebutkan soal 
gagasan negara Islam yang tidak ada dalam al-Qur'an, dan 
Islam lebih menekankan aspek fungsi dan prinsip-prinsipnya, 
sehingga bentuk sebuah negara bisa berbeda-beda. 

Meski demikian, Gus Dur tidak serta merta mengingin- 
kan sistem yang berbasiskan ideologi sebagaimana yang 
berkembang di dunia, seperti kapitalisme dan sosialisme 
dalam pengertiannya sebagai ideologi politik dan filsafat 
secara mutlak. Gus Dur melakukan kritik terhadap ber- 
bagai percobaan model ideologi yang telah diterapkan di 
dunia. Menurutnya, percobaan untuk menemukan sistem 
negara yang melindungi rakyat dan diorientasikan untuk 
menyejahterakan masyarakat, selalu tidak pernah tunggal, 
tetapi mengalami berbagai percampuran. 

Gus Dur berkata, "Sebenarnya, telah banyak percobaan 
untuk menemukan sistem yang demikian. Namun, semuanya 
gagal apabila hanya mengandalkan ideologi-ideologi yang 
sudah ada, yaitu sistem kapitalisme, sosialisme, maupun 
komunisme. Sering kali koreksi-koreksi dilakukan dengan 
mencampuradukkan beberapa ideologi di dalam sebuah 


wawasan yang sangat umum. 1 


15 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 94. 
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Dengan demikian, yang diinginkan Gus Dur ialah 
wawasan negara Pancasila yang bisa mewakili aspek-aspek 
dari beragam ideologi, dengan tetap diorientasikan untuk 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat atau pro kerakyatan 
dalam bingkai persatuan Indonesia. 

Sikap pro kerakyatan oleh Gus Dur disebutkan bahwa 
kalau masyarakat dan negara telah berhasil menunaikan 
kesejahteraan dan keadilan, berarti Islam telah mampu dan 
berhasil menyejahterakan masyarakat, tanpa harus diberi 
embel-embel istilah negara Islam. Hal ini sangat relevan 
dengan pemikiran Gus Dur yang menyebutkan bahwa sebagian 
besar yang tertinggal dan menjadi miskin di Indonesia ialah 
umat Islam (khususnya santri). 

Menurut Gus Dur, memberdayakan umat Islam, dan 
menyejahterakan mereka, bermakna berbuat sesuatu terhadap 
umat Islam. Di dalam konteks ini, Gus Dur, pada satu waktu, 
ingin membawa masyarakat Nahdliyin untuk berkreasi dan 
berwawasan ke depan dalam mengisi bangsa Indonesia, dan 
pada saat bersamaan, ia justru menjadi representasi kaum 
Nahdliyin, meskipun bukan satu-satunya jenis ke-NU-an. 

Maka, apa yang telah dibicarakan tersebut tentu men- 
jelaskan hal penting: Gus Dur berbicara tentang kerangka 
besar nilai-nilai Indonesia yang harus menjadi kerangka 
dalam kerja-kerja sosial manusia Indonesia. Ia secara pribadi 
mewakili sosok dan tokoh Nahdliyin yang melakukan upaya 
itu dengan dua hal: mendorong kalangan NU agar bisa maju 


dan terlibat dalam kebangsaan secara lebih nyata, dan pada 
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sisi lain melakukan kritik internal terhadap umat Islam, untuk 
menjembatani dan mencapai sesuatu yang disebutnya sebagai 
kepentingan nasional dan bangsa. 

Dalam posisi itu pula, gagasan Gus Dur tentang hukum 
Islam juga menjadi bagian dari kerja besar tersebut. Di satu 
sisi, ia menjembatani kepentingan nasional, tetapi di sisi 
lain juga melakukan kritik internal agar hukum Islam bisa 
diterima lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Jadi, ketika 
masyarakat Islam, khususnya NU, ingin mengartikulasikan 
hukum Islam dalam ranah kebangsaan, sudah semestinya 
mempertimbangkan aspek-aspek: kenyataan objektif per- 
kembangan sosial sehingga mampu menjawab tantangan 
zaman; perlunya pertimbangan skala prioritas, karena tidak 
mungkin semuanya ingin diusung; perlunya hukum Islam 
mempertimbangkan aspek-aspek lokal masyarakat, dan 
karenanya perlu pribumisasi; perlunya hukum Islam mampu 
berdialektika secara dinamis dengan isu-isu riil, seperti HAM, 
isu-isu kerakyatan, dan lain-lain. 

Dalam posisi demikian, Gus Dur memang setuju dengan 
UU Peradilan Agama, tetapi yurisdiksi dan cara memper- 
juangkannya jangan sampai seakan-akan berhadap-hadapan: 
pihak yang tidak setuju berarti bukan Islam. Hal ini 


dikemukakan Gus Dur dalam ungkapan berikut: 


"Seperti UU Peradilan Agama, terlepas dari UU itu memang 
diperlukan, tapi caranya apakah dengan cara seolah-olah siapa 
yang tidak setuju dengan peradilan agama, maka dianggap 
tidak Islam... Saya melihat UU peradilan agama sebagai suatu 
kewajaran. Bidang hukum itu memang sektor-sektornya ada 
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yang mau tidak mau harus ada yang memakai ukuran keagamaan. 
Termasuk ukuran hukum keluarga. Sebab, tidak bisa lain... 
Karena itu memang kebutuhan. Orang tidak bisa pilih, saya lahir 
jadi orang Islam, maka otomatis saya kena peraturan Islam tho, 
dalam urusan keluarga. Misalnya, pengesahan pernikahan, waris, 
dan sebagainya. Jadi, ada hal yang tidak bisa dihindarkan harus 
melalui proses agama....”!!? 


Dengan demikian, menyangkut yurisdiksi hukum 
keluarga, Gus Dur setuju ada proses ketika agama berperan 
secara formal. Meski begitu, sebagaimana telah disebutkan, 
Gus Dur lebih setuju kalau peradilan itu mencerminkan 
demokrasi, seluruh warga negara diperlakukan sama di 
muka hukum. Gus Dur menggarisbawahi bahwa cara mem- 
perjuangkan hukum jangan sampai menghadap-hadapkan, 
misalnya orang-orang yang tidak setuju UU Peradilan Agama, 
yang yurisdiksinya berkaitan dengan hukum keluarga itu, 
dianggap bukan bagian dari Islam. Semuanya harus tetap 
mempertimbangkan demokratisasi dan asas persamaan 
hukum. 

Meski Gus Dur setuju Peradilan Agama yang menangani 
hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, ia lebih memilih 
apabila peradilan sejenis itu tetap berada di bawah payung 
dalam satu peradilan nasional. Secara tersirat, hal ini sering 
dikemukakan Gus Dur dengan mengutip kasus India, di 


mana Peradilan Agama menangani soal-soal hukum keluarga 


16 Abdurrahman Wahid, “Kepentingan Nasional Adalah Kepentingan Islam”, dalam 
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berdasarkan penggugat yang merujuk pada Madzhab Hanafi 
untuk kaum Sunni, dan Fatawa Alamgir untuk kalangan 
Syi'ah, yang dalam pemutusan perkaranya tetap ada di bawah 
peradilan negeri. Hakim yang memutus ialah hakim nasional, 
terlepas apa pun agamanya, tetapi rujukan hukum yang 
dipakai berdasarkan madzhab agama si penggugat. Dalam hal 
ini, Gus Dur mengemukakan pentingnya negara demokrasi: 
semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum, bukan 
ada dua jenis peradilan sipil. 

Di luar hukum keluarga, Gus Dur menginginkan adanya 
skala prioritas dan aspek-aspek pembaruan agar hukum Islam 
dapat diterima secara luas. Oleh karena itu, ia selanjutnya 
menggagas pribumisasi Islam, hukum pidana Islam dan hak 
asasi manusia, agar hukum Islam dapat berfungsi dan diterima 
sesuai dengan perkembangan zaman, dengan cara yang tidak 
menakut-nakuti, apalagi dengan cara kekerasan. Relevansinya, 
Gus Dur menawarkan demokratisasi untuk mencapai hal-hal 
tersebut, karena dengan demokratisasi niscaya akan dicapai 
suatu kemajuan dan penyelesaian yang memungkinkan bisa 
diterima secara baik. 

Tampak sekali Gus Dur memang tidak menginginkan 
negara yang benar-benar sekuler, seperti di Barat. Tetapi, 
ia juga tidak menginginkan negara agama. Bahkan, untuk 
persoalan yang terakhir, kalau sampai konsesi berlebihan 
terhadap satu kelompok (terhadap umat Islam misalnya), 
Gus Dur memberi warning, niscaya akan menjadi bahaya, dan 


pencarian harmoni terus menerus dengan tidak meninggalkan 
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hal lama, akan bisa hancur dan Indonesia terancam. Lagi- 
lagi, Gus Dur memberi warning, negara Pancasila harus 
dipertahankan mati-matian dari manipulasi, baik oleh umat 
Islam, ABRI, atau siapa pun. 

Bagi Gus Dur, di tengah negara nasional berdasarkan 
Pancasila, orang Islam harus mampu melindungi dan me- 
nerima kehadiran orang lain, serta mencapai kesepakatan 
golongan-golongan yang lain untuk membangun negara 
dan bangsa. Dalam beberapa hal, memang seharusnya 
menggunakan aturan Islam (misalnya dalam soal hukum 
keluarga), tetapi dalam hal-hal secara umumnya yang dipakai 


harus ukuran nasional." 


Sekali lagi, Gus Dur sedang menjembatani kepentingan 
nasional agar mencapai tujuannya menyejahterakan rakyat, 
tetapi ia juga melakukan kritik internal di kalangan umat 
Islam. Kritik internal dilakukan Gus Dur terhadap Islam dan 
NU agar mayoritas umat Islam bisa berfungsi membangun 
rakyat, bangsa, dan perdamaian, bukan sebaliknya yang terjadi 
selama ini ialah selalu menutup diri. Syaratnya, menurut Gus 
Dur, demokratisasi mesti hidup sehingga memungkinkan 
semua kelompok dapat menimbang, melakukan perubahan, 


bukan dengan jalan kekerasan. 


17 Ibid., hlm. 23. 
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C. Kerangka Besar Pemikiran Gus Dur dan 
Penafsirannya tentang Kebangkitan 
Islam 


Pemikiran Gus Dur tentang Pancasila, penolakannya 
atas negara Islam dan perihal pentingnya meninjau kembali 
hukum Islam, dan juga gagasan-gagasan yang lain ialah 
pengejawantahan dari ide-idenya tentang penafsiran kembali 
"kebangkitan Islam”. Bagaimanapun, meski ia seorang 
nasionalis Indonesia, dan seorang Nahdliyin nasionalis yang 
pro kerakyatan, sejatinya ia merupakan seorang muslim. Hal 
yang dipikirkannya ialah penafsiran kembali tentang sesuatu 
yang disebutnya dengan istilah kebangkitan Islam yang tetap 
dikaitkan dengan upaya mendinamiskan tradisi Islam. 

Pada tahun 1981, sebelum Gus Dur dan NU secara 
eksplisit membicarakan Pancasila (tahun 1984), Gus Dur 
sudah memikirkan tentang kebangkitan Islam, jauh dari 
kesan dan model-model kaum legalistik-formalistik. Dalam 
pemikirannya, menurut Gus Dur, kebangkitan Islam itu perlu 
melakukan tiga langkah penting. Pertama, perlu dikaitkan 
dengan upaya massif di seluruh dunia untuk memecahkan 
persoalan-persoalan dasar manusia, yaitu kemiskinan, 
kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Menurut Gus 
Dur, tanpa membicarakan hal-hal tersebut, kebangkitan Islam 
hanya akan menjadi perdebatan panjang, misalnya soal perlu 
tidaknya memakai legal-formalistik dalam merekonstruksi 


kaum muslimin. 
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Kedua, perlu mendudukkan masalah perjuangan makro 
untuk menegakkan demokrasi yang murni, kebebasan, dan 
perlakuan sama di mata hukum, mengembangkan struktur 
sosial ekonomis yang lebih adil, dan mengambil strategi 
membangun dari bawah sebagai sarana untuk penegakan 
keadilan dan pengembangan struktur yang lebih adil. 

Ketiga, perlunya kesadaran untuk menerima pluralitas 
etnis-budaya sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari. 
Watak eksklusif harus dihindari dari kehidupan kaum 
muslimin agar tercipta kerja sama yang tulus, jujur, dan ter- 
buka dengan golongan-golongan lain." 

Cara memperoleh kebangkitan Islam, hal yang di- 
kemukakan lebih belakangan oleh Gus Dur ialah perlunya 
meneruskan tradisi secara dinamis jauh lebih berat dan 
sukar daripada membuat tradisi itu sendiri."? Bagi Gus 
Dur, kebangkitan Islam ialah penafsiran orisinal dan 
penggalian masa lalu untuk menyelesaikan masalah-masalah 
dan perkembangan masa kini. Jadi, bukan terletak pada 
pengungkapan tumpukan-tumpukan material masa lalu, baik 
peniruan dalam soal sastra, arsitektur, pengetahuan, dan 
sejenisnya. Kebangkitan itu berarti kaum muslimin dituntut 
untuk merumuskan kembali arti Islam bagi kehidupan umat 
manusia dengan perubahan yang begitu cepat dan tantangan 


yang semakin kompleks. 


18 Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan (Jakarta: Leppenas, 1983), 
hlm. 31. 

19 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, Kebudayaan (Jakarta: 
Desantara, 2001), hlm. 176. 
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Penafsiran tentang kebangkitan Islam dikemukakan 
Gus Dur setelah ia mencermati analisis yang dilakukan 
Soedjatmoko dalam serangkaian percakapan, yang menurut 
tokoh PSI itu, ada tiga peradaban dunia yang akan muncul dari 
negara-negara berkembang, yaitu pertama, sinetik (bersumber 
dari Tiongkok) yang meliputi RRC, Vietnam, Korea, dan 
Jepang; kedua, indik (bersumber pada ke-India-an) dengan 
lingkup sebagian kawasan Asia Tenggara, Sri Lanka, dan anak 
benua India; dan ketiga, peradaban Islam yang membentang 
dari Asia Tenggara sampai Maroko. 

Menurut Gus Dur, Soedjatmoko menjawab keraguan 
soal kebangkitan Islam dengan pernyataan bahwa dengan 
dinamika pertentangan yang ada di antara umat Islam, 
kebudayaan Islam justru berkembang sehingga hampir men- 
jadi suatu peradaban dunia. Bagi golongan yang menyaksikan 
zaman keemasan Islam selama satu abad yang lalu, tentunya 
menambah keyakinan mereka perihal kebangkitan Islam pada 
zaman yang akan datang. 

Dalam konteks kebangkitan Islam, Gus Dur memberikan 
catatan: pertama, elemen-elemen sebuah peradaban memang 
telah muncul dan ada di dalam Islam, yaitu persambungan 
elemen-elemen kehidupan umat Islam sehingga membentuk 
kerangka tangguh bagi kebangkitan kembali Islam itu sendiri. 
Elemen-elemen itu di antaranya muncul dari warisan material 
yang diramu dengan keagungan rohani. Selanjutnya, elemen- 
elemen kebangkitan Islam juga tampak pada gairah syiar 


Islam dan peribadatan-peribadatan Islam hingga timbulnya 
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kesadaran para cendekiawan untuk merumuskan wacana 
keislaman. 

Kedua, Gus Dur mengingatkan, karena tanda-tanda 
kebangkitan Islam itu tampak, tetapi kebanyakan orang justru 
terbuai untuk turut memproklamasikan Islam sebagaimana 
dikemukakan Daniel Bell sebagai “abad agama”. Menurut 
Gus Dur, sikap terbuai ini sangat tidak baik, dan karenanya 
ia mendorong agar umat Islam mempertanyakan kembali 
fenomena yang ada. Gus Dur mempertanyakan, aspek-aspek 
yang langgeng dalam sebuah peradaban, apakah betul kalau itu 
terletak pada aspek-aspek legal formalistik syariat dan tauhid, 
ataukah justru terletak pada cara-cara penafsiran kembali 
ajaran agama yang akan lebih banyak berkembang. 

Gus Dur mengingatkan kita perihal peradaban Romawi 
yang terlalu menitikberatkan wawasan kemanusiaannya pada 
aspek pengorganisasian hidup manusia dalam deretan aturan 
yang berlebihan. Akhirnya, peradaban Romawi kehilangan 
kekuatan karena pengorganisasian itu hanya berdampak pada 
penindasan dan perampasan atas nama peraturan. 

Selanjutnya, Gus Dur juga mengingatkan perihal pera- 
daban industrial dari negara-negara superpower sekarang ini. 
Karena kehebatan teknologi dan kerapian manajerial tidak 
didukung oleh solidaritas yang tulus, serta kepekaan yang 
timbul dari kesamaan nasib kaya-miskin, petani-pekerja- 
pemilik modal, birokrasi pemerintah yang kaku dan orang 
kecil. Peradaban jenis ini justru juga kehilangan daya elan 


vitalnya. 
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Sementara itu, peradaban yang dibangun penguasa- 
penguasa kaya berbasis petro dollar dan berbaju Islam, 
sebenarnya, menurut Gus Dur, mereka gagal menciptakan 
struktur masyarakat yang lebih adil; gagal untuk menciptakan 
demokrasi yang sesungguhnya; dan gagal menciptakan 
solidaritas tulus dan rasa kesamaan nasib di kalangan semua 
warga. Di kawasan-kawasan yang lain, seperti berbondongnya 
orang naik haji, gebyar MTQ, islamisasi birokrasi, dan 
lain-lain, justru dipertanyakan Gus Dur, kalau hal itu akan 
digunakan sebagai penanda kebangkitan Islam. Bahkan, 
di beberapa tempat, manifestasi kebangkitan itu justru 
menempuh simpang jalan, misalnya dengan pengusiran para 
cendekiawan, dan tidak adanya kehidupan yang demokratis 
secara sungguh-sungguh. 

Gus Dur dengan jelas melakukan perenungan perihal 
perlunya peninjauan kembali wawasan kemanusiaan yang 
tuntas dan belum terlaksana secara baik, yaitu perjuangan 
mahasiswa untuk membebaskan bangsa dari penindasan, 
upaya menegakkan hukum dari kelompok-kelompok kecil 
(maksudnya bisa makelar, mafia hukum, dan sejenisnya), 
proyek-proyek konkret untuk mengangkat mayoritas bangsa 
dari kemiskinan, dan lain-lain. Ini sekadar menyebut contoh 
untuk menguatkan bahwa kehebatan teknologi, keagungan 
arsitektur, ketinggian hasil karya seni-sastra, dan ilmu 
pengetahuan bukanlah satu-satunya jalan yang harus digenjot 


dan dibanggakan. Bahkan, Gus Dur juga mengingatkan bahwa 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


sekadar berbangga dengan kenangan masa lalu Islam yang 
berjaya ialah sebuah kekeliruan. 

Gus Dur kemudian menegaskan bahwa umat Islam 
saat ini tidak diberi kewajiban untuk mewariskan kepada 
generasi baru dan mendatang berupa arsitektur yang megah 
dan indah. Gus Dur menganalogikan dengan masjid Istiqlal 
yang megah, kontras dengan kemiskinan dan kebodohan di 
kalangan umat Islam. Gus Dur menginginkan bahwa sesuatu 
yang dilakukan orang semacam Hasan Fathi di Mesir, ialah 
melakukan penafsiran kembali atau penggalian kembali atas 
arti sebuah arsitektur untuk bangsa yang dilanda kemiskinan, 
ledakan penduduk, dan lain-lain. Arsitektur Islam bisa digali 
kembali untuk memenuhi tuntutan kompleks di kota-kota 
muslim untuk mengembangkan tata kota modern. 

Pada bagian yang lain, Gus Dur juga mempertanyakan 
soal sastra dan lain-lainnya. Mengapa umat Islam tidak dapat 
membawakan semangat kehidupan umat manusia tentang arti 
kehidupan sebenarnya? Gus Dur menginginkan keterlibatan 
diri secara tuntas yang direpresentasikan oleh sastra dan 
lain-lain yang dimaksudkan. Ia berkata, “Cara membela nasib 
golongan yang menderita ialah dengan perombakan struktur 
masyarakat yang tidak adil. Jadi, menurut Gus Dur, yang 
perlu kita wariskan kepada generasi mendatang bukan warisan 
material, bahkan kaum muslim saat ini tidak terlalu dituntut 


untuk melakukan penemuan-penemuan baru sebagaimana 


120 fhid., hlm. 175. 
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sarjana muslim masa lampau, tetapi justru mereka dituntut 
untuk menggali ulang masa lalu, dan menemukan relevansinya 
dengan dunia kekinian. 


Bahkan, secara lebih menukik, Gus Dur menyebutkan: 


Kaum muslim masa kini tidak dituntut untuk mendirikan 
aliran-aliran hukum Islam, seperti madzhab-madzhab fiqh yang 
empat, seperti madzhab tauhid Al-Asy'ari, Al-Maturidi, maupun 
Al-Ghazali, tetapi mereka diharuskan untuk menerapkan secara 
kreatif ketentuan-ketentuan yang diletakkan ke semua madzhab 
itu dalam situasi kehidupan yang baru sama sekali, sebuah 


penafsiran yang jauh lebih sulit daripada mendirikan semua 


madzhab tersebut.!2! 


Gus Dur meyakini bahwa kebangkitan Islam dapat 
melakukan penemuan-penemuan kreatif dalam penafsiran 
berbasiskan tradisi masa lalu Islam untuk konteks kekinian. 
Dalam posisi inilah, ia sering mengatakan perihal adanya 
ekspresi Islam yang berbeda-beda di antara berbagai kawasan, 
karena tuntutan lokal dan wilayahnya yang berbeda-beda. 
Kawasan di Afrika, Saudi Arabia, Indonesia, dan lain-lain. Ia 
juga mengemukakan perlunya mengembangkan studi tentang 
kawasan Islam yang niscaya akan bisa menemukan segi-segi 
persamaan dan segi-segi perbedaan antara kawasan muslim di 
dunia, agar umat Islam sadar dan dewasa bahwa jenis ekspresi 
Islam dapat berbeda-beda. 

Dalam kerangka kawasan yang berbeda-beda itu, pe- 


mikiran Gus Dur tentang Pancasila, penolakannya tentang 


12 Ibid., hlm.176. 
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negara Islam, dan perlunya meninjau kembali hukum Islam 
di tengah kebangsaan, dan pemikiran-pemikirannya yang 
lain merupakan bagian dari gagasan besarnya yang ingin 
mewujudkan kebangkitan dunia Islam, bukan dalam bentuk 
ideologi dan kekuasaan politik, yang sering diwarnai dengan 
pertumpahan darah dan penuh kekejaman. 

Kebangkitan yang diinginkan Gus Dur ialah dengan 
berpegang pada “nilai-nilai yang benar-benar Indonesia”, yaitu 
perubahan terus menerus untuk pencarian harmoni dengan 
tidak meninggalkan masa lalu atau tradisi lama. Perubahan 
yang dimaksud ialah diorientasikan untuk menghargai 
pendapat, kebebasan berekspresi, toleransi, membela keadilan, 
dan mendorong penghapusan ketertindasan rakyat miskin. 

Dengan demikian, Gus Dur ialah seorang muslim 
yang merindukan dan berpikir besar tentang kebangkitan 
Islam di Indonesia (yang khususnya itu perlu diperankan 
oleh komunitas NU), yang berpikir dan berpijak dalam 
konteks keindonesiaan untuk kepentingan nasional, yaitu 
diorientasikan untuk mengangkat martabat dan derajat kaum 
miskin, menegakkan keadilan, toleransi, perdamaian dunia, 
dan penciptaan tata dunia yang adil. 

Gus Dur dapat dikatakan sebagai sosok Soekarno pada 
zaman kita sekarang. Namun, ia berhasil menghadapi 
tantangan bukan dengan perang dingin sebagaimana Soekarno 
pada masa lalu. Ia melihat bahwa tantangan dari negara- 


negara superpower pada saat sekarang ternyata sudah banyak 
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dibayangi oleh munculnya negara-negara berkembang, seperti 


Tiongkok, India, dan kaum muslim yang masih tertinggal jauh. 


D. Pemikiran Gus Dur, Kekuasaan Rezim, 
dan Masalah Konsistensi Gagasan 


Di bagian ini, saya ingin mengaitkan pemikiran Gus 
Dur dengan kekuasaan rezim dan konsistensi gagasannya. 
Apakah pemikiran Gus Dur merupakan bagian dari rekayasa 
rezim Soeharto yang mulai melancarkan politik asas tunggal? 
Dalam hal ini, saya ingin mengutip pemikiran Gus Dur tentang 
hukum Islam, terutama yang dikemukakan dalam judul 
Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan. 
Tulisan ini ternyata sudah dimuat di jurnal bergengsi Prisma 
edisi Agustus 1975. 

Dalam tulisan itu, Gus Dur terlihat menginginkan 
perlunya meninjau ulang peranan Islam di dalam kebangsaan, 
tetapi belum menyebutkan soal Pancasila secara eksplisit dan 
konseptual. Tulisan itu menjelaskan perlunya pembaruan 
internal di kalangan Islam di tengah kebangsaan (yang berarti 
di negara Pancasila), yang juga dikemukakan bersamaan 
dengan perlunya menggerakkan tradisi dengan pembaruan 
pesantren yang ditulis pada tahun 1970-an ke atas. 

Ketika Gus Dur menulis pada tahun 1970-an, situasi 
politik masih menampakkan beberapa segi di kalangan Islam: 


NU masih menjadi partai politik sendiri dan ikut Pemilu 


«ala 
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1971 beserta partai-partai berbasis Islam lain, seperti Perti, 
Parmusi, dan PSII. Pada masa itu, Islam masih menjadi satu- 
satunya asas dan terjadi pertentangan dengan negara, karena 
berbagai tindakan tidak demokratis yang dilakukan rezim 
Soeharto, mulai dari kebijakan redressing dan refreshing,'” 
keinginan penyederhanaan partai, melakukan kerja-kerja 
operasi lewat badan intelijen untuk memecah-belah kalangan 
Islam dan kalangan nasionalis di luar Golkar. 

Dalam situasi seperti itu, sangat wajar kalau Gus Dur 
masih berbicara tentang pembaruan internal dan hanya 
tersirat mengaitkannya dengan negara nasional Pancasila, 
dan belum secara eksplisit membicarakan Pancasila. Meski 
begitu, tulisan Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang 
Pembangunan, tersirat jelas keinginannya perihal perlunya 
Islam berpartisipasi di dalam negara yang berdasarkan 
Pancasila sehingga memungkinkan Islam bisa diterima dan 
berpartisipasi untuk proses pembangunan nasional. 

Pada tahun-tahun 1970-an ini, Gus Dur juga sudah 
membicarakan perspektif baru penegakan HAM,'? yang 
tentu masih sangat dini, perlunya agamawan terlibat dalam 
pembangunan di desa,” membicarakan soal perubahan- 
perubahan kaum tani yang perlu diperhatikan dengan adanya 


perubahan sistem tebasan (8 Juli 1975), dan lain-lain. 


122 Kebijakan yang dilakukan rezim Soeharto untuk membersihkan lembaga- 
lembaga negara di pusat dan institusi negara di daerah dari orang-orang yang dekat 
dengan Bung Karno dengan tuduhan terlibat PKI atau di-PKl-kan. 

123 Prisma, edisi 1979. 

12 Tempo, 1 Juli 1978. 
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Di awal-awal tahun 1980-an, Gus Dur sudah mulai 
menukik lagi membicarakan soal-soal agama; ia memper- 
tanyakan legal formalistik agama dan perlunya pribumisasi;'”” 
Tuhan tidak perlu dibela,” gerahnya dengan kebisingan 
ekspresi Islam yang direpresentasikan dengan pemutaran 
kaset-kaset:!” dan juga sudah mempertanyakan soal apakah 
Islam punya konsep kenegaraan atau tidak;'** kemudian 
membicarakan agama dan kebangsaan,'? sudah mulai 
membicarakan soal negara Indonesia dengan istilah sekuler 
dan tidak sekuler:' dan lain-lain. 

Pada tahun 1980-an awal (1981, 1982, 1983) Gus 
Dur mulai lebih jelas membicarakan soal hubungan Islam- 
kebangsaan, dan mempertanyakan tentang konsep ke- 
negaraan, yang menurutnya tidak ada dalam Islam sehingga 
tidak perlu negara Islam. Dalam tulisan Sekuler Tidak Sekuler, 
Gus Dur bahkan sudah menjelaskan soal negara Pancasila. Jadi, 
Gus Dur sudah memikirkan sejak awal tentang penerimaan 
negara Pancasila, jauh lebih dulu daripada keputusan Munas 
Alim Ulama di Situbondo yang menghasilkan keputusan 
soal Pancasila (yang diadakan bulan Desember tahun 1983). 
Ini juga berarti lebih dulu dari Muktamar NU ke-27 yang 
bersejarah merumuskan Khittah NU pada tahun 1984.1 


128 Tempo, 19 Juli 1980. 

126 Tempo, 26 Juni 1982. 

17 Tempo, 20 Februari 1980. 

128 Tempo, 26 Maret 1983. 

12 Tempo, 24 September 1983. 

130 Tempo, 3 September 1983. 

131 Lihat hasil-hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo, dalam PBNU, Hasil Muktamar 
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Jadi, penerimaan dan gagasan Gus Dur tentang Pancasila, 
bukan muncul karena Muktamar di Situbundo, dan bukan 
juga karena desakan rezim Soeharto yang membuat politik 
asas tunggal, meskipun situasi sosial politik tentu ikut diper- 
timbangkannya. Sebaliknya, ia ikut memengaruhi Munas 
Alim Ulama NU pada Desember 1983 di Situbondo, yang 
salah satunya ketika membahas soal Pancasila, ia harus 
mengingatkan dan berdebat panjang dengan KH. Tholhah 
Manshur. 

Gus Dur mengingatkan agar KH. Tholhah Manshur 
berbicara dengan bahasa Arab dalam membicarakan Pancasila, 
karena di dalam Munas banyak sekali intel pemerintah yang 
saat itu memang sedang menjalankan politik asas tunggal 
Pancasila. Perdebatan itu sendiri sampai malam, dan akhirnya 
KH. Tholhah Manshur menerima argumentasi-argumentasi 


Gus Dur soal penerimaan Pancasila. 


Kejadian tersebut menegaskan bahwa hal yang dipikirkan 
Gus Dur bukanlah karena mendapat tekanan pemerintah 
sehingga harus menerima Pancasila, tetapi sejak awal ia sudah 
mulai berpikir untuk menggagas itu. Bahkan, penerimaan NU 
atas Pancasila di level NU juga bukan semata-mata karena 
tuntutan politik menghendaki demikian, melainkan karena 


memang ijtihad para pemimpin NU pada saat itu, dan dengan 


Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926 
(Semarang: Sumber Barokah, Tanpa Tahun). 
132 Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 157. 
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tegas menyebutkan Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai 
bagian sejarah bangsa yang telah lama diterimanya. 

Sudah sejak awal NU menerima Pancasila, misalnya di 
PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan menerima pencoretan 
tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta; mengeluarkan 
Resolusi Jihad untuk mempertahankan negara dari serangan 
musuh; dan memberi gelar waliyul amri adh-dharuri bi syaukah 
kepada Soekarno ketika legitimasinya ingin dihancurkan 
oleh gerakan NII. Padahal, Soekarno ialah kepala negara dan 
presiden di negara yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945. 

Meski demikian, memang ada fase-fase tertentu NU 
bersama organisasi Islam lain pernah memperjuangkan 
aspirasi Islam, misalnya di sidang konstituante, dan me- 
nerima konsepsi demokrasi terpimpin yang dimulai dengan 
penerimaan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, dengan catatan 
harus dijiwai oleh Piagam Jakarta. Di sini, jelas tampak bahwa 
NU memang memiliki sejarah panjang perihal penerimaan 
mereka terhadap Pancasila. 

Bahwa kemudian pemerintah Orde Baru dan politik 
mengarah ke cara yang tidak demokratis, tentu gagasan 
Gus Dur tidak harus dibaca sebagai alat dari pemerintah. 
Ini dibuktikan dengan jelas bahwa tahun 1984 ketika NU 
menerima Pancasila, Gus Dur sudah lebih dulu (tahun 1970- 
an ke atas) berpikir dan menggagas perlunya berpartisipasi 
di kancah nasional, yang secara implisit berarti di dalam 
negara berdasarkan Pancasila. Bahkan, sejak 1970-an, Gus 
Dur sudah memikirkan perihal cara mencari jalan untuk 


menjembatani umat Islam agar bisa berpartisipasi dalam 
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negara nasional berdasarkan Pancasila, seperti tampak dalam 
tulisannya tentang Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang 
Pembangunan. 

Gagasan tentang Pancasila semakin eksplisit dan jelas 
konsepsinya, setelah Gus Dur menjadi ketua umum PBNU 
hasil Muktamar di Situbondo pada tahun 1984, dan setelah 
tahun-tahun berikutnya. Ini terlihat dalam tulisannya 
berjudul Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama," 
dilanjutkan pada tahun-tahun 1990-an dalam Pancasila 
sebagai Ideologi Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan 
Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," dan lain-lain. 

Gagasan tersebut terus berlanjut sampai tahun 1990-an 
dalam beragam penajaman soal demokratisasi, dan berlawanan 
satu sisi dengan Soeharto yang mengebiri Pancasila. Saat itu, 
Gus Dur semakin kritis atas pemandulan dan pendangkalan 
Pancasila yang dimainkan oleh Soeharto sampai-sampai 
Gus Dur menyelenggarakan Apel Akbar untuk mendukung 
Pancasila dan UUD 1945, sebagai tandingan atas Soeharto, 
dan berbagai komponen masyarakat yang loyal mendukung 
pribadi Soeharto yang bersembunyi di balik jubah Pancasila. 
Loyalitas Gus Dur dan NU saat itu ditunjukkan bukan kepada 
Soeharto, melainkan kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945. 

Tahun 2000-an, gagasan-gagasan tentang penolakan 
Gus Dur atas ide negara Islam semakin eksplisit, di tengah 


situasi reformasi, ketika kelompok-kelompok Islam politik 


138 Dimuat Kompas, 26 September 1985. 
134 Oetojo Oesman dan Alfian (Peny.), Pancasila Sebagai Ideologi (Jakarta: BP7 Pusat, 
1991), hlm. 163-168. 
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yang semakin gencar menyuarakan khilafah, negara Islam, 
penerapan syariat, dan menyuarakan kembali Piagam Jakarta, 
juga menyuarakan alternatif dari demokrasi dan Pancasila. 
Oleh karena itu, tulisan-tulisan Gus Dur merespons isu-isu 
tentang negara Islam. 

Dengan demikian, sangat jelas konsistensi Gus Dur untuk 
tetap membela negara Pancasila, bukan karena hasil desakan 
dari Soeharto, melainkan hasil ijtihad dan pembacaannya 
terhadap sejarah bangsa dan NU, juga hasil dari pergulatannya 
tentang Islam itu sendiri, dan imajinasinya ke depan agar 
umat Islam berpartisipasi dalam pembangunan, agar bangsa 
Indonesia bisa maju, dapat menyejahterakan rakyat. 

Pandangan tersebut tentu berbeda dengan golongan yang 
menganggap bahwa penerimaan Gus Dur atas Pancasila pada 
tahun 1984 ialah karena direkayasa Orde Baru atau karena 
dekat dengan Benny Moerdani. Bahwa Orde Baru melancarkan 
politik asas tunggal, dan Benny dekat dengan Gus Dur 
mungkin iya, tetapi bahwa jauh sebelum itu Gus Dur sudah 
sejak tahun 1970-an membicarakan hukum Islam di tengah 
kebangsaan yang secara implisit menjelaskan di dalam negara 
berdasarkan Pancasila menjelaskan sangat benderang bahwa 
gagasan Gus Dur tentang negara Pancasila sudah dipikirkan 


sejak lama. 
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BAB / 


NEGARA PANCASILA, CITA-CITA 
GUS DUR, DAN KERJA-KERJA 
YANG BELUM SELESAI 


P erjuangan dan cita-cita Gus Dur perihal negara Pancasila 
tentu ada yang sudah terwujud, dan ada juga yang belum 
terwujud. Di antara yang sudah terwujud ialah cita-citanya 
menjaga (dan membawa) NU bersama-sama generasinya 
untuk menerima negara Pancasila, yang berarti tidak me- 
nerima konsep negara Islam di dalam wilayah negara 


Indonesia yang majemuk. 


Keberhasilan lain dari Gus Dur ialah posisinya yang 
menjadi sosok guru bangsa dan guru kaum Nahdliyin, yang 
pemikiran-pemikiran dan sepak terjangnya telah menjadi 
inspirasi bagi generasi NU, baik secara mendalam ataupun 
tidak; baik yang mengklaim diri sebagai Gusdurian atau yang 
tidak peduli dengan label-label klaim Gusdurian. Keberhasilan 


Gus Dur soal ini telah melahirkan generasi baru yang memberi 
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warna bagi bangunan dan peradaban kaum Nahdliyin, 

sekaligus kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. 

Keberhasilan-keberhasilan lain tentu cukup banyak 
(terutama memisahkan ABRI dengan Polri, menghapus 
kebijakan Litsus (penelitian khusus terhadap orang-orang 
yang dianggap terlibat PKI, dan sering digunakan untuk 
menekan lawan-lawan politik Soeharto), Bakortanas, meletak- 
kan ABRI sesuai fungsinya sebagai penjaga pertahanan 
keamanan dari serangan musuh, dan sebagainya), yang tidak 
mungkin saya merincinya satu per satu. Justru, menurut 
saya, yang terpenting ialah menjaga dan meneruskan cita-cita 
dari sosok guru bangsa dan guru kaum Nahdliyin ini untuk 
konteks melanjutkan, serta memberi isi yang lebih subtil dan 
berkualitas tentang negara berdasarkan Pancasila. 

Masih banyak kerja sosial yang harus dilakukan dalam 
negara Pancasila, di antaranya yang saya sarikan dari tulisan- 
tulisan Gus Dur sebagai berikut: 

1. Salah satunya disebutkan: “Kami berjuang demi sebuah 
bentuk ideal pemerintahan yang didasarkan pada 
Pancasila yang masih harus kami upayakan tegaknya.” 

Kutipan ini menunjukkan isi dan kualitas negara Pancasila 

masih harus diupayakan. Hal ini cocok dengan perlunya 

menjaga nilai-nilai Indonesia tulen yang menurut Gus 

Dur disebut “paling Indonesia” di antara semua nilai 


yang diikuti oleh warga bangsa ini ialah “pencarian tidak 


13 Douglas E Ramage, Percaturan Politik di Indonesia (Yogyakarta: Mata Bangsa, 


2002), hlm. 109. 
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berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa 

memutuskan sama sekali dengan masa lampau kita.” 
Memberi isi terhadap Pancasila itu berarti juga “pencarian 
terus menerus akan perubahan sosial" tadi dengan tidak 
memutus masa lalu. 

2. Di dalam negara Pancasila itu, Gus Dur menginginkan: 
“Dengan kata lain, bukan modernitas yang dikejar, 
melainkan pemenuhan rasa keadilan dalam kehidupan 
bermasyarakat yang harus diutamakan. Kehidupan 
modern yang penuh kenikmatan bagi sekelompok orang 
bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan yang 
dituju ialah kesejahteraan seluruh penduduk. Prinsip 
ini sangat menentukan bagi keberlangsungan sebuah 
negara.” 

3. Didalam negara Pancasila itu, Gus Dur juga menginginkan 
terbentuknya pemerintahan yang adil, pemerintahan 
yang melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat, 
berorganisasi, berserikat, pemerintahan yang menjamin 
kesamaan di hadapan hukum.*** Di sini, Gus Dur me- 
nekankan jika struktur kekuasaan benar-benar diwakili 
oleh rakyat, dan bersifat manusiawi serta demokratis, 


maka semua rakyat di Indonesia akan diuntungkan.” 


1386 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Yogyakarta: 
Desantara, 2001). 

187Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 93-94. 

138 Douglas E Ramage, Percaturan..., hlm. 109. 

139 Ibid., hlm. 181. 


NEGARA BUKAN-BUKAN 51: 


Di dalam negara Pancasila, menurut Gus Dur, perlu ada 
sebuah demokrasi politik. Demokrasi politik berarti “bila 
Pancasila telah memungkinkan semua rakyat Indonesia 
untuk bergabung dalam suatu negara kesatuan yang 
nasionalis dan adil. Pancasila mensyaratkan toleransi 
sebagai dasar suatu kenegaraan demokratis dan 
menegaskan bahwa pemungutan suara itu diperbolehkan, 
dan menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat 
dan hak-hak asasi. Jika Pancasila dipakai pemerintah 
untuk membenarkan sistem yang tidak demokratis maka 
rezim itulah yang mengkhianati Pancasila.'** Dalam hal 
ini, Gus Dur menekankan perlunya demokrasi politik. 
Lagi-lagi Gus Dur menyebutkan: “Jika Anda menolak 
primordialisme dan menerima Pancasila, Anda juga harus 
menerima demokrasi politik. Karena primordialisme 
berarti ketimpangan bahwa hanya rakyat dari asal usul 
tertentu yang akan dianggap sama.” 

Di dalam negara Pancasila, menurut Gus Dur, perlu 
dilakukan pemisahan wilayah pemerintah dan in- 
dependensi masyarakat. Ia menyatakan, “Meski perlakuan 
sama di hadapan hukum itu tersirat dalam Pancasila, 
tetapi kepatuhan pada toleransi yang ada dalam ideologi 
tersebut belum cukup untuk menciptakan demokrasi. Jika 
Anda ingin menciptakan demokrasi politik, Anda tidak 


hanya membutuhkan Pancasila.” Menurut Gus Dur, kaum 


1% Ibid., hlm. 298. 


141 Ibid., hlm. 301-302. 
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nasionalis menghendaki tiga kondisi dasar yang akan 
memungkinkan dikembangkannya demokrasi sejati di 
Indonesia. Pertama, harus ada pemisahan antara wilayah 
negara dan masyarakat. Gus Dur menyatakan bahwa tidak 
ada dalam Orde Baru yang menganut visi integralistik yang 
dikeramatkan oleh ABRI berupa suatu totalitas negara 
organis. Kedua, harus ada pemisahan antara masyarakat 
sipil dengan pemerintah. Pemisahan ini, menurut Gus 
Dur, berarti adanya otonomi masyarakat sipil, dan 
perlunya kebebasan dasar, yaitu kebebasan mengeluarkan 
pendapat, berserikat, dan bergerak. Akhirnya, Gus Dur 
menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan di dalam 
pemerintah itu penting untuk menciptakan demokrasi 
yang sejati, harus ada suatu sistem check and balance 
di dalam pemerintahan. Gus Dur menegaskan bahwa 
kebijakan-kebijakan Orde Baru itu dipengaruhi oleh 
militer tentang sekularisme integralistik, yaitu Orde 
Baru secara politis ialah sekuler, tetapi caranya tidak 
demokratis sehingga tidak membedakan antara wilayah 
negara dan masyarakat. Sementara itu, sekularisme 
demokratis memerlukan pemisahan antara kekuasaan 
pemerintahan dan pembedaan yang jelas antara negara 
dan masyarakat sipil.*** Dalam konteks ini, Gus Dur 
menjelaskan bahwa yang disebut sekuler ialah pemisahan 
antara wewenang negara dan masyarakat, serta perlu 


adanya masyarakat sipil yang kuat dan otonom. 


12 Ibid., hlm. 302-303. 
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6. Di dalam negara Pancasila, Gus Dur juga menginginkan: 
pertama, campur tangan pemerintah dalam kehidupan 
beragama harus dibatasi jangkauannya, bahkan kalau 
mungkin dipersempit. Organisasi-organisasi keagamaan 
yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang turut duduk 
dalam pemerintahan harus didorong untuk men- 
jadi independen dari pemerintah. Politisasi gerakan 
keagamaan harus dihindari secara maksimal. Kedua, 
pembinaan kehidupan beragama sebaiknya mengambil 
bentuk dengan peranan pihak pemerintah yang bersifat 
tidak langsung, bukannya seperti sekarang. Hanya 
dalam hal-hal esensial pemerintah langsung melakukan 
kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 
dan peradilan agama. Hal-hal yang bersifat rutin dapat 
diserahkan kepada organisasi-organisasi dan lembaga- 
lembaga keagamaan yang telah ada. Ketiga, segenap 
kegiatan pemerintah di bidang keagamaan haruslah 
diarahkan ke pemantapan integrasi nasional kita, 
bukannya memperkuat status kecenderungan segregasi 
agama yang masih ada sisa-sisanya dalam kehidupan 
bangsa saat ini.” 

7. Di dalam negara Pancasila, Gus Dur menginginkan adanya 
keadilan dan tata dunia yang adil kaitannya dengan 
globalisasi. Menurut Gus Dur, globalisasi ekonomi saat 
ini sering diartikan sebagai persaingan bebas, ketundukan 


mutlak kepada penerimaan atas kebenaran tata niaga 


148 Abdurrahman Wahid, “Segregasi Agama”, dalam Pelita Minggu, 4 November 1990. 
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internasional yang diwakili WTO. Globalisasi ekonomi 
juga dimaksudkan untuk membenarkan dominasi 
perusahaan-perusahaan besar atas perekonomian 
negara-negara berkembang. Tidak dibenarkan adanya 
perkembangan pasar tanpa campur tangan pemerintah, 
minimal untuk mencegah adanya eksploitasi. Di sinilah, 
peranan negara menjadi penting, yaitu menjamin agar 
tidak ada manusia yang terhimpit oleh transaksi ekonomi. 
Prinsip non-eksploitasi dalam sebuah transaksi ekonomi, 
menghendaki adanya penolakan atas dominasi sebuah 
negara/perusahaan. Globalisasi harus diubah dengan 
pengertian baru yang lebih menekankan keseimbangan 
antara pemakai dan penghasil. Penyesuaian antara pihak 
produsen dan konsumen, tentu menjadi titik penyesuaian 
antara kepentingan berbagai negara satu sama lain di 
bidang ekonomi dan perdagangan.'“ 

Gus Dur menginginkan rekonsiliasi nasional. Ia 
menyatakan, “Korban-korban politik masih banyak ter- 
dapat di negeri kita dewasa ini. Karenanya, kita harus 
memiliki kelapangan dada untuk menerima pihak-pihak 
lain yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalam- 
nya mantan Napol dan Tapol PKI. Karena itulah, saya 
tidak pernah menganggap mantan anggota PKI atau NII/ 
TII sebagai lawan yang harus diwaspadai. Saya justru 
beranggapan bahwa mantan anggota PKI itu, sekarang 


sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena 


144 Abdurrahman Wahid, Islamku..., hlm. 188-191. 
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anggapan mereka saat ini perihal kezhaliman-kezhaliman, 
justru pernah mereka jalani saat berkuasa. Yang kita 
perlukan ialah rekonsiliasi nasional bagi semua pihak. 
Pengertian rekonsiliasi yang benar ialah terlebih dulu 
perlu ada pemeriksaan tuntas oleh pengadilan, kalau 
bukti-bukti yang jelas masih bisa dicari. Di sinilah, 
keadilan harus ditegakkan di bumi nusantara.” 

Gus Dur menginginkan di dalam negara Pancasila ada 
gerakan-gerakan swadaya masyarakat yang tetap bisa 
menjaga independesinya dari skenario asing dan negara, 
karena tradisi Ornop (Organisasi non-Pemerintah) sudah 
ada di nusantara. “Tradisi Ornop/LSM sudah hidup 
beratus-ratus tahun di kalangan bangsa kita. Pernah 
dicontohkan oleh Sultan Hadiwijaya yang dikalahkan 
menantunya (Sutawijaya). Hadiwijaya (Mas Karebet) 
lari ke Madura, dan menghadap ibunya. Dari ibunya, 
ia kemudian memperoleh kesaktian sebanyak empat 
puluh jenis. Dalam perjalanan dari Madura ke Pajang 
untuk memperebutkan tahta kerajaan, ia mendapat 
vision dalam mimpi dari gurunya agar tidak meneruskan 
upaya itu. Ia akan menjadi korban, seperti rakit yang 
akan dimakan buaya pendukung apabila terjun ke air.” 
Dalam hal ini, Gus Dur menceritakan awal tradisi hidup 
di luar pemerintahan, dan tidak mengikutinya, tetapi 
tetap mengakui keabsahannya. Gus Dur menyatakan, 


“Kekuatan itu secara nominal mengakui kekuasaan 


145 Ibid., hlm. 155-158. 
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pemerintahan yang ada dengan tetap menyelenggarakan 
kehidupan yang tidak mengikuti pola yang ditetapkan 
pemerintah. Pesantren, kongregasi gereja, padepokan 
kepercayaan, dan lain-lain, telah menunjukkan kualitas 
ini. Tanpa mengingat persoalan ini, kita tidak akan 
memahami proses demokratisasi di negeri kita, yang 
berbeda dari proses di negeri-negeri lain. Di sini, kita 
tidak boleh mengambil alih begitu saja nilai-nilai bangsa 
lain bagi kita, apalagi hidup dari bantuan keuangan dari 
LSM internasional. Ketergantungan yang menimbulkan 
pandangan dan sikap yang sama dengan LSM-LSM 
internasional merupakan sebuah tendensi keliru yang 
harus kita pantau terus menerus.” 

10. Gus Dur tetap mengakui adanya perbedaan dan ke 
tegangan kreatif di dalam bangsa Indonesia. Tetapi, ia 
mengajak segenap elemen bangsa untuk tetap memelihara 
persaudaraan, meskipun mereka berbeda dalam 
pandangan, dengan mengambil contoh dari nilai-nilai NU. 
Gus Dur mengemukakan, “Persaudaraan ialah salah satu 
basis penting di mana NU hadir dan berdiri. NU memiliki 
trilogi persaudaraan: persaudaraan sesama umat Islam, 
persaudaraan sesama umat manusia, dan persaudaraan 
antara negara serta bangsa. Trilogi persaudaraan ini 
merupakan bagian penting dari kepribadian NU, dulu, 
kini, dan mendatang, baik ketika NU diterpa badai atau 


14 Abdurrahman Wahid, Membaca Sejarah Nusantara: Membaca 25 Sejarah Kolom 
Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 80. 


Kala 
ana 
AA 


NEGARA BUKAN-BUKAN 


tidak. Jika terjadi perbedaan pendapat antara warga 

NU, sejak dini salah seorang pendiri NU mengatakan, 

'Bersepakatlah untuk tidak sepakat. Berbeda, tetapi tetap 

bersaudara.” 

11. Gus Dur menginginkan kaum muslim menafsirkan 
kebangkitan Islam. Ia menyatakan, “Kebangkitan untuk 
menegakkan masyarakat baru yang lebih adil, lebih 
demokratis, lebih berkedaulatan hukum, dan lebih 
santun pada pluralitas. Menurut saya, hal itu sudah 
menunjukkan kebangkitan Islam. Sebab, di dalamnya 
kaum muslimin mengalami emansipasi. Mereka tidak lagi 
melihat kebangkitan Islam dari sudut label dan simbol- 
simbol keislaman yang muncul secara vulgar. Saya lebih 
melihat kepada pencapaian Islam yang sebenarnya, yakni 
keadilan, kemakmuran, dan kesamaan di antara umat 
manusia.” 148 

12. Gus Dur menginginkan umat Islam tetap berperan sebagai 
penunjang pembangunan, dengan memanfaatkan dan 
memakai saluran demokratisasi. Ia menyatakan, “Isu 
demokratisasi inilah yang dapat mempersatukan ber- 
agam arah kekuatan bangsa. Demokrasi dapat meng- 
ubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok 


menjadi berputar bersama-sama menuju arah ke- 


17 Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: Kompas, 
2010), hlm. 108. 
148 Abdurrahman Wahid, Tabayun..., hlm. 244. 
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dewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Jika gerakan 
Islam dapat memperjuangkan ini, ia akan dapat mem- 
perjuangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa 
depan bangsa. Dengan demikian, proses demokratisasi 
itu dapat menjadi tumpuan dari golongan yang menolak 
pengagamaan negara, sekaligus juga memberikan tempat 
untuk agama kalau suatu masyarakat demokratis Islam 
akan terjamin. Demokratisasi merupakan appeal atau 
imbauan kepada orang-orang yang fanatik yang sedang 
mencari identifikasi Islam. Sementara itu, bagi yang tahu 
bahwa Islam dari yang seram-seram, demokratisasi akan 
menjamin perlindungan dari Islam.” 

13. Gus Dur menginginkan sebuah perspektif baru dalam 
menegakkan HAM. Perspektif baru ini melampaui 
pendekatan liberalistis yang lebih menekankan hak yuridis 
formal dari perorangan (biasanya dikaitkan dengan hak 
sipil dan politik), dan wawasan ekonomi yang lebih 
menekankan diri pada pencarian sebab-sebab yang lebih 
mendasar dari terkikisnya hak tersebut. Gus Dur dengan 
mengutip beberapa pakar mengusulkan pendekatan baru 
dengan mempertimbangkan aspek psikologis, tujuan 
pencapaian yang tidak hanya berhenti di kebutuhan- 
kebutuhan politik dan ekonomis. Gus Dur mengakui 
masih sulitnya mencari pendekatan yang pas untuk 


semuanya, tetapi ia menyebutkan, “Masing-masing hanya 


19 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 
hlm. 325. 
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akan berarti jika mampu mengaitkan antara pendekatan 
liberal di bidang hak-hak yuridis dan politis kepada 
pendekatan struktural untuk menjamin persamaan yang 
lebih adil bagi semua warga masyarakat.” Dalam hal 
ini, Gus Dur menekankan pentingnya memerhatikan 
persoalan tanah, buruh, gender, dan lain-lain. Ia juga 
mengajarkan agar perjuangan dikaitkan dengan soal 
toleransi dan hak berpendapat. 

14. Gus Dur mengajarkan tradisi oposisi secara demokratis 
dengan memanfaatkan saluran-saluran demokratis secara 
militan, dan apabila semuanya sudah mentok tetapi 
tidak bisa menyelesaikan, Gus Dur memilih untuk tidak 


melakukan cara-cara kekerasan. 


Beberapa hal tersebut, menurut saya, ialah cita-cita Gus 
Dur yang masih harus diteruskan (tentu secara detailnya 
masih banyak lagi) untuk memberi isi dan kualitas bangsa 
Indonesia agar semakin subtil, mantap dan tidak hanya 
membungkus kebopengan dengan citra pidato-pidato kosong 
yang menipu rakyat. Negara Pancasila masih harus ditegakkan, 
di tengah tantangan globalisasi, pragmatisme elite, korupsi 
yang mengguyur jagat politik, suara-suara utopia mereka yang 
tetap menginginkan negara Islam, dan di tengah banyaknya 
kebejatan moral lain. Gus Dur menginginkan Pancasila agar 


senantiasa diprogresifkan. 


150 Ibid., hlm. 365. 
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TAMBAHAN 1: 


PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 
DALAM KAITANNYA 
DENGANKEHIDUPAN BERAGAMA 
DAN BERKEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 


Oleh: Abdurrahman Wahid 


P ancasila ialah kesepakatan luhur antara semua golongan 
yang hidup di tanah air kita. Namun, sebuah kesepakatan, 
seluhur apa pun tidak akan banyak berfungsi jika tidak 
didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan 
luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi 
bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap 
warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan- 
ketentuannya yang sangat mendasar, yang tertuang dalam 


sila yang lima. 
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Pandangan hidup dan sikap warga negara secara ke- 
seluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, 
bukan hanya masing-masing sila. Sebagai falsafah negara, 
Pancasila berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus 
diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk 
hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah 
dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga- 
lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara 
ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh 
sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan 
dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran 
kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik. 

Justru dalam status sebagai ideologi bangsa dan 
falsafah negara inilah dirasa adanya tumpang-tindih antara 
Pancasila dengan sebagian sisi-sisi kehidupan beragama dan 
berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki lingkup 
masing-masing yang berjangkauan universal, berlaku untuk 
seluruh umat manusia sehingga terasa sulit untuk dibatasi 
hanya pada sisi “keindonesiaan”. Hal ini langsung tampak 
dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi kelapangan 
dada dan toleransi dalam kehidupan antara umat beragama 
dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Jelas setiap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa memiliki visi eksklusivistiknya sendiri, di 
samping visi universal yang mempersamakan semua agama 


dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan 
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kata lain, wawasan Pancasila tentang kebersamaan antara 
agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa tidak sepenuhnya sama dengan wawasan sekian agama 
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang satu 
sama lain saling berbeda itu. 

Dalam keadaan demikian banyak kalangan agama dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melihat adanya 
keharusan bagi Pancasila untuk membatasi diri dalam batas- 
batas minimal untuk pengaturan kehidupan beragama dan 
berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian, Pancasila diharapkan berperan sebagai 
“polisi lalu lintas” kehidupan beragama dan berkepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa belaka. Kesulitan yang di- 
rasakan dalam mempertimbangkan ini adalah kenyataan 
bahwa pengaturan lalu lintas memerlukan aturan yang 
disepakati dan ditunduki bersama, dan itu berarti harus 
ada pihak yang membuat aturan itu. Fungsi Pancasila lalu 
jelas harus terwujud juga dalam membuat aturan permainan 
antara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Dengan ungkapan lain, fungsi minimal itu pun me- 
merlukan batasan-batasan minimalnya sendiri, yang tidak 
boleh ditundukkan kepada kehendak agama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Tugas kita sebagai 
bangsa saat ini justru ialah menemukan garis batas yang jelas, 
mana yang wewenang Pancasila tanpa mengganggu kebebasan 


beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
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Esa. Sebuah contoh dapat dikemukakan dalam hal ini. Agama 
Islam mengajarkan bahwa Islam ialah satu-satunya agama 
yang benar di sisi Allah. Karenanya, banyak kalangan kaum 
muslimin yang tidak dapat menerima adanya persamaan 
agama (umumnya tertuang dalam pernyataan bahwa “semua 
agama adalah sama”). 

Kalau Pancasila memaksakan persamaan mutlak seperti 
tergambar dalam pernyataan tersebut, tentunya independensi 
Islam sebagai agama lalu menjadi terganggu. Sebaliknya, jika 
Pancasila mampu menemukan titik temu dalam pandangan 
yang saling berbeda itu, dengan sendirinya ia berperan menjadi 
jembatan penghubung tanpa mengganggu kedaulatan teologis 
masing-masing. Rumusan seperti “semua agama diperlakukan 
sama di muka undang-undang dan diperlakukan sama oleh 
negara” mungkin akan lebih mengena dalam hal ini. 

Gambaran posisi Pancasila seperti telah dikemukakan, 
dengan sendirinya lalu membawakan ketegangan kreatifnya 
sendiri bagi (dan dalam) kehidupan bangsa kita. Tidak 
selayaknya hal itu dicoba untuk ditutup-tutupi dengan 
rumusan-rumusan kabur yang menjauhkan kita dari inti 
persoalan adanya berbedaan antara wawasan Pancasila dan 
wawasan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. Sikap untuk menonjolkan konvergensi wawasan 
dan menutup-nutupi divergensi pandangan antara Pancasila 
dan agama-agama yang ada dan kepercayaan terhadap Tuhan 


Yang Maha Esa justru akan mengaburkan posisi strategis 
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Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat. 

Dalam upaya mengenal divergensi pandangan antara 
Pancasila di satu pihak, dan agama-agama serta kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu, dalam uraian selanjutnya 
akan dikemukakan beberapa titik strategis yang memerlukan 
pemecahan. Pengenalan masalah terlebih dahulu harus dilihat 
dari latar belakang yang berbeda-beda antara agama yang 
saling berlainan. Karenanya, pada hakikatnya, Pancasila harus 
difungsikan dalam proses memahami wawasan terjauh dari 
agama-agama yang ada dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Pengertian kata “Esa” yang digunakan baik 
dalam Pancasila maupun dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
tentunya akan dipahami secara berlainan oleh agama yang 
saling berbeda itu. 

Sisi lain dari masalah ini ialah kenyataan bahwa titik 
divergensi antara wawasan Pancasila dan pandangan agama- 
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
ternyata berbeda dari satu ke lain agama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi agama Nasrani (Katolik 
dan Kristen), masalah pokok yang dihadapi dalam kaitannya 
dengan Pancasila terletak pada titik kelembagaan. 

Benarkah Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber, dalam arti meniadakan tempat gereja sebagai sumber 
keputusan keagamaan? Jawabannya tentu tergantung pada 
hingga di mana batas keputusan keagamaan dapat diterima. 


Gereja harus menentukan sikap keagamaan, namun yang 
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memiliki dimensi serba bagai (termasuk dimensi politik), 
tetapi di manakah dimensi-dimensi itu harus disesuaikan 
dengan rumusan formal yang dibuat oleh negara, semisal 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)? Karena hal inilah 
penerimaan kalangan agama Nasrani atas gagasan penerimaan 
asas tunggal Pancasila yang dilontarkan Presiden/Mandataris 
MPRI dicapai hanya setelah melalui pembahasan sangat alot, 
baik secara internal maupun dengan pihak pemerintah. 

Masalah pokoknya ialah yurisdiksi Pancasila sebagai 
ideologi bangsa dan falsafah negara atas gereja, haruskah ia 
menghilangkan hak-hak gereja dan umat untuk menentukan 
keputusan keagamaannya sendiri? Setelah para pemimpin 
gereja yakin dengan tetap utuhnya kedaulatan teologis 
masing-masing secara internal, barulah penerimaan atas 
Pancasila sebagai satu-satunya asas dapat dilakukan dengan 
penuh rasa tanggung jawab. 

Kasus tersebut justru tidak menjadi persoalan di 
kalangan kaum muslimin. Islam tidak mengenal perbedaan 
antara wewenang kenegaraan dan wewenang keagamaan. 
Karenanya, secara kelembagaan Islam justru mengundang 
peranan negara dalam kehidupan kaum muslimin. Semakin 
banyak soal umat Islam diurus oleh pemerintah, semakin baik 
menurut sudut pandangan ini. Masalah yang timbul justru 
ialah tentang orientasi yang dimiliki oleh langkah-langkah 
yang diambil negara. Akankah status Pancasila sebagai sumber 
segala sumber berarti Pancasila bebas menggantikan ajaran- 


ajaran agama yang sudah baku dengan sesuatu yang tidak 
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bersesuaian dengan ajaran Islam. Jika itu terjadi, bukankah 
berlaku sekularisme, sesuatu yang secara mutlak ditolak oleh 
ajaran Islam? 

Ajaran-ajaran Islam telah dikonkretkan menjadi hukum- 
hukum agama (fiqh), haruskah warisan demikian berharga 
itu dibuang begitu saja, untuk digantikan oleh Pancasila 
dengan hal-hal yang diambil dari luar? Sementara itu, Allah 
berfirman, “Barang siapa menghukumi tidak dengan sesuatu yang 
diturunkan Allah, orang itu (termasuk kaum) zhalim.” Bagaimana 
tidak langsung, sekalipun penggunaan ajaran agama sebagai 
referensi bagi Pancasila, Islam harus diupayakan menjadi 
nilai-nilai dasar yang ditarik dari Pancasila dan UUD 1945. 
Penerimaan atas Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh 
berbagai komponen gerakan Islam baru dapat dilakukan oleh 
ke semua organisasi setelah ada kejelasan sikap pemerintah 
sendiri terhadap Pancasila. 

Pancasila bukanlah agama, tidak akan diagamakan, dan 
tidak berfungsi menggantikan (kedudukan) agama. Dalam 
rationale yang diajukan oleh kalangan ulama dijelaskan 
bahwa Pancasila secara kualitatif berbeda dari agama, karena 
ia tidak diturunkan sebagai wahyu. Dengan demikian, ia 
tidak memiliki dimensi keakhiratan, sehingga semua produk 
hukum, dan tindakan yang didasarkan atas Pancasila hanyalah 
sesuatu yang duniawi. Secara teoretis, status Pancasila sebagai 
satu-satunya asas sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, 
tidaklah mengancam supremasi teologis dari kebenaran 


yang dibawakan oleh agama. Dengan ungkapan yang lain, 
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Pancasila tidak dapat dibandingkan (baik disejajarkan maupun 
dipertentangkan) dengan agama, karena ia tidak memiliki sisi 
keberadaan dirinya sebagai kebenaran mutlak, sesuatu yang 
dimiliki oleh agama. 

Pemahaman yang demikian atas status Pancasila dalam 
kehidupan bangsa sebenarnya merupakan sesuatu yang masih 
problematik. Dalam kasus perkawinan berlainan agama, 
misalnya, jelas Islam menentang perkawinan antara wanita 
muslimah dengan pria nonmuslim, sesuai dengan perintah 
al-Qur'an. Bukankah Pancasila harus menjawab pertanyaan 
apa pandangannya tentang keputusan agama seperti itu? Akan 
dilarang untuk seterusnya, demi mengikuti ajaran yang sudah 
dibakukan dalam Islam itu, berarti mengabaikan kebutuhan 
akan pengaturan hal itu secara definitif, mengingat hal itu 
telah terjadi secara cukup luas dalam kehidupan masyarakat 
kita dewasa ini. 

Dengan adanya pengundangan hukum waris Islam melalui 
Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) yang akan disahkan 
tidak lama lagi, lalu timbul kebutuhan akan kepastian hukum 
anak yang dilahirkan dalam perkawinan campur agama 
itu akan diselesaikan urusan pewarisannya melalui hukum 
Islam atau hukum Barat. Dengan demikian, akan timbul 
pula kebutuhan untuk memperkenankan perkawinan antara 
pasangan yang berlainan agama itu. Dalam keadaan demikian, 
kaum muslimin akan dihadapkan kepada sesuatu yang sama 


peliknya dengan apa yang dihadapi para pemimpin gereja 
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ketika harus mengambil keputusan tentang asas Pancasila 
pada tahun 1984-1985 itu. 

Dengan melihat apa yang telah dikemukakan, dan 
mengenal hubungan problematik antara Pancasila sebagai 
ideologi bangsa dan falsafah negara (yang mengejawantah 
dalam bentuk asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi) 
di satu pihak, dan agama-agama serta kepercayaan yang ada 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti dapat dikembangkan 
pemikiran untuk mencari nilai-nilai dasar bagi kehidupan 
bangsa kita. Sebenarnya, sudah tidak relevan lagi untuk 
melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila 
dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi 
referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus 
memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu- 
lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan 
jalan raya kehidupan bangsa tanpa kecuali. 

Jika itu yang terjadi, artinya Pancasila bersikap netral 
dan tidak memenangkan pihak mana pun di antara agama- 
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 
berkembang di negeri kita, maka tidak akan muncul persoalan 
apa pun. Namun, sebaliknya dapat pula terjadi keadaan rawan 
jika ada keluhan tentang pemberian konsesi terlalu berlebih 
kepada satu pihak saja, seperti dirasakan kaum Katolik dan 
Kristen sehubungan dengan pengajuan RUU-PA (Rancangan 
Undang-Undang Peradilan Agama) ke Dewan Perwakilan 


Rakyat, yang dianggap memberikan perlakuan istimewa dan 
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tersendiri kepada kaum muslimin, atas kerugian kaum non- 
muslimin. 

Agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa akan tetap saling berbeda, baik secara 
kelembagaan maupun orientasi kehidupannya. Namun, di 
balik perbedaan-perbedaan itu, secara keseluruhan agama- 
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
tetap mengembangkan sejumlah pandangan yang bersifat 
universal. Tekanan pada kejujuran (baik sikap maupun 
perilaku), keikhlasan dan ketulusan dalam dan tindakan, 
tekanan pada sisi keakhiratan dan keduniawian dalam porsi 
cukup seimbang, dan sejumlah hal-hal lain yang mendasar 
dapat ditarik dari agama-agama yang ada dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini lalu dapat 
dilakukan inventarisasi sejumlah etos tertentu yang dianggap 
disepakati bersama untuk dijadikan landasan seterusnya. 
(KH. Abdurrahman Wahid, diambil dari buku Pancasila sebagai 
Ideologi, disunting Oetoyo Usman dan Alfian, BP7, Jakarta, 
1991). 
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TAMBAHAN 2: 


KUTIPAN-KUTIPAN PENTING 
GUS DUR TENTANG PANCASILA 


Tanpa Pancasila, negara akan bubar. Pancasila ialah seper- 
angkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia merupakan gagasan 
tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. 
Dan, Pancasila ini akan saya perjuangkan dengan nyawa saya. 
Tidak peduli apakah ia dikebiri oleh Angkatan Bersenjata atau 
dimanipulasi oleh umat Islam. 


Dengan diterapkannya konsep negara, yang satu sisi, 
misalnya masyarakat Islam, bisa dibayangkan bahwa rakyat di 
NTT, Timor-Timur, Irian Jaya, dan Maluku, serta rakyat Toraja, 
Kalimantan, dan Batak (tidak akan menerima suatu masyarakat 
Islam) sehingga akan terjadi disintegrasi masyarakat Indonesia, 
jika kami mengganti Pancasila dengan suatu ideologi sektarian. 
Tetapi, jika pemerintah militer berlangsung terus, kami tidak 
akan terpecah menurut dimensi-dimensi teritorial, melainkan 
terjadi kehancuran jalinan masyarakat dan hilangnya mandat 
dari yang diperintah.'” 


Jadi, timbul gagasan untuk melawan penafsiran pemerintah 
bahwa Pancasila ialah ideologi yang melingkupi semua, meng- 
atasi semua, dengan mengembangkan pandangan alternatif 


11 Douglas E Ramage, Percaturan..., hlm. 80. 
152 Ibid., hlm. 248. 
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tentang Pancasila. Dan, visi Pancasila yang demikian hanya bisa 
dikembangkan di luar politik. 


Dengan menolak mendukung Soeharto secara terbuka, 
berarti kami menolak mendukung sistem pemerintahan yang 
tidak adil ini. Dengan mendukung Pancasila dan UUD 45, kami 
bisa berkata bahwa NU mencoba melancarkan transisi dari 
sistem sekarang yang didasarkan pada sistem kroniisme, dan 
kehancuran negara ini dalam jangka panjang, dan dirampoknya 
sumber-sumber daya untuk kepentingan segelintir orang.'” 


Kami telah berkata kepada rakyat, kepada sejarah, kepada 
kawan-kawan kami, kepada pengikut-pengikut saya, bahwa kami 
berjuang demi suatu bentuk ideal suatu pemerintahan yang 
didasarkan pada Pancasila yang masih harus kami upayakan 
tegaknya. Sehingga kami loyal kepada suatu bentuk negara ideal 
yang akan menganut semangat Pancasila yang riil dan murni.” 


Suatu pemerintahan yang adil, pemerintahan yang me- 
lindungi kebebasan, mengeluarkan pendapat, berorganisasi, 
berserikat, pemerintahan yang menjamin kesamaan d hadapan 
hukum. Tidak demikian dengan pemerintahan sekarang.... 
Karena pemerintah ini tidak menjalankan aspek demokrasi 
dalam pemerintahan." 


Di satu sisi, kami tidak bisa membiarkan Islam dipakai 
dengan cara yang keliru oleh umat Islam yang ingin mem- 
bangun masyarakat Islam di sini. Di sisi yang lain, kami harus 
menghindari pemakaian kekuatan berlebihan melawan mereka 
dengan cara yang tidak demokratis. Jalan ini sangat sempit bagi 
kami.... Dan, karena militer, dalam bertindak keras dengan cara 
yang tidak demokratis demi mempertahankan Pancasila, pada 


dasarnya mengebiri Pancasila. 


153 Ibid., hlm. 100. 
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Wahid menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan semacam 
itu (bahwa Fordem liberal) mengabaikan maksud dan makna 
sebenarnya dari Pancasila. Pancasila dulu, sekarang, adalah 
kompromi antara politik antara kaum demokrat, para pendukung 
negara teokratis, dan kaum nasionalis. Pancasila, menurut 
Wahid, memungkinkan semua rakyat Indonesia untuk bergabung 
dalam suatu negara kesatuan yang nasionalis. Bukan Pancasila 
perse yang menjamin demokrasi. Pancasila mensyaratkan 
toleran sebagai dasar suatu kenegaraan demokratis, dan yang 
menegaskan bahwa pemungutan suara itu diperbolehkan dan 
menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak-hak asasi. 
Wahid menegaskan bahwa jika Pancasila dipakai pemerintah 
untuk membenarkan sistem yang tidak demokratis atau 
untuk menyerang forum demokrasi, maka rezim itulah yang 


mengkhianati Pancasila. 


Wahid mengungkapkan bahwa ia diberi tahu oleh se- 
orang teman Soeharto bahwa kegiatan-kegiatannya dalam 
memperjuangkan demokrasi telah menempatkan dirinya sebagai 
lawan Soeharto. Dan, ini berarti mengingkari komitmen yang 
diberikannya dulu untuk tidak mengembangkan konflik dengan 
presiden. Wahid mengaku bahwa ia bisa mengurangi konflik itu 
dengan mendukung Soeharto untuk masa jabatan berikutnya, 
atau dengan keluar dari Fordem. Wahid berkata bahwa ia tidak 
akan melakukan kedua hal itu, dan malahan akan mengancam 
keluar dari NU. Nyatanya Wahid menegaskan jika dipaksa untuk 
memilih antara gerakan demokratisasi dan gerakan Islam, pilihan 
saya jelas, saya akan keluar dari gerakan Islam.” 


Jika Anda menolak primordialisme dan menerima 
Pancasila, Anda juga harus menerima liberalisme politik. Karena 
primordialisme berarti ketimpangan bahwa hanya rakyat dari 
asal usul tertentu yang akan dianggap sama. Ini merugikan 
nasionalisme sekuler, termasuk filsafat ABRI.!68 


158 Thid., hlm. 298. 


159 Ibid., hlm. 299. 
160 Ibid., hlm. 301-302. 
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Jika Anda ingin menciptakan demokrasi politik, Anda 
tidak hanya membutuhkan Pancasila,” demikian pendapat 
Wahid. Wahid menjelaskan bahwa kaum nasionalis sekuler 
menghendaki tiga kondisi dasar yang akan memungkinkan 
dikembangkannya demokrasi sejati di Indonesia: pertama, harus 
ada pemisahan, antara wilayah negara dan masyarakat. Wahid 
menyatakan, ini tidak ada dalam Orde Baru yang menganut 
visi integralistik yang dikeramatkan oleh ABRI berupa suatu 
totalitas enafra organis. Kedua, harus ada pemisahan antara 
masyarakat sipil dengan pemerintah. Pemisahan ini menurut 
Wahid berarti adanya otonomi masyarakat sipil dan memerlukan 
kebebasan dasar, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, 
berserikat, dan bergerak. Akhirnya Wahid menegaskan bahwa 
pemisahan kekuasaan di dalam pemerintah itu penting untuk 
menciptakan demokrasi yang sejati, harus ada suatu sistem check 
and balance di alam pemerintahan. Wahid menegaskan bahwa 
kebijakan-kebijakan Orde Baru itu dipengaruhi oleh militer 
tentang sekularisme integralistik; yaitu Orde Baru secara politis 
adalah sekuler, tetapi caranya tidak demokratis, sehingga tidak 
membedakan antara wilayah negara dan masyarakat. Sementara 
itu, sekularisme demokratis memerlukan pemisahan antara ke- 
kuasaan pemerintahan dan pembedaan yang jelas antara negara 
dan masyarakat sipil. Namun, bagi Wahid dan kaum nasionalis 
sekuler, paling tidak terdapat kesepakatan dengan ABRI bahwa 
Indonesia harus menjadi masyarakat sekuler. Wahid menyatakan 
bahwa sekularisme ialah langkah pertama ke arah masyarakat 
demokratis, dan hal itu bisa ditegakkan tanpa bergantung pada 
atau sebelum adanya demokrasi politis yang sejati."' 


161 Ibid. 
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TAMBAHAN 3: 


PANCASILA DAN INDONESIA 
ADALAH KITA; MEMPERTAJAM 
PERJUANGAN GENERASI BARU MUSLIM 
INDONESIA 


M pada saat ini terdapat tantangan dari dalam 


dan luar, yang menginginkan Negara Indonesia 
bisa diganti dengan dasar yang lain, serta menggunakan 
tendensi agama untuk meruntuhkannya, baik dengan ke- 
kerasan maupun dengan penanaman ideologi; baik dengan 
nama Arab atau ajam. Sebagian mengesahkan teror untuk 
mendirikan Negara Islam, sebagian menggunakan ideologi- 
nya untuk menggulingkan negara yang sah dengan ideologi 
khilafah. Dan, pada saat yang sama, Pancasila telah mampu 
menunjukkan kemampuannya yang bisa bertahan dalam 
mempersatukan bangsa, bahkan dalam kondisi-kondisi sulit 


sekali pun. 


Pancasila bukanlah milik orang lain. Inilah yang perlu 
dikatakan. Pancasila ialah milik kita sebagai seorang muslim. 
Pancasila lahir dari perjuangan panjang dalam mendirikan, 


mempertahankan, dan membangun negara. Pancasila ialah 
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bagian dari kemerdekaan bangsa kita, di mana perjuangan 
kemerdekaan bangsa Indonesia, mewujud dalam lahirnya 
Pancasila. Dengan demikian, memilih Pancasila bagi bangsa 
kita, dan bagi seorang muslim ialah memilih kemerdekaan, 
mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan 
itu dari sudut seorang muslim. 

Jangan pernah meremehkan kemerdekaan bangsa kita, 
sebagai bagian dari perjuangan santri dan muslim Indonesia. 
Basis dari perjuangan bangsa kita ini dahulu ialah pesantren- 
kiai, tarekat-mursyid, keraton-pangeran, dan sebagian kecil 
elite baru didikan sekolah modern. Bangsa Indonesia di- 
proklamasikan juga oleh sebagian besar tokoh-tokoh muslim. 
Jadi, kemerdekaan dan hasilnya ialah bagian dari perjuangan 
umat Islam. 

Lihatlah, mukadimah UUD 1945 dengan begitu indahnya, 
mencerminkan rasa syukur kepada Allah Swt. Lihatlah lagu 
syukur, sebagai cerminan lagu nasionalis untuk mensyukuri 
kemerdekaan, diciptakan oleh seorang sayyid dari Semarang, 
bernama Sayyid Hasan Muthohar. Lihatlah tokoh-tokoh 
nasionalis yang menjadi elite bangsa Indonesia terdidik, 
mereka belajar kepada para kiai dan guru ngaji muslim untuk 
mengasah titik temu kebangsaan dan Islam. Lihat juga, Kartini 
yang pernah berguru kepada KH. Saleh Darat Semarang tentang 
al-Qur'an. Ki Hajar Dewantoro berguru kepada seorang kiai 
di Prambanan, dan pendidikannya ialah mencerminkan pola 
pesantren dengan materi-materi ketamansiswaan. Soekarno 


berguru kepada HOS Cokroaminoto hingga gandrung dengan 
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keadilan sosial dan pembelaan terhadap rakyat jelata, yang 
disebutnya dengan istilah Marhein. 

Dan, Republik Indonesia ketika akan didirikan, para 
elite republik ini, terutama Soekarno lewat KH. Abdul Wahid 
Hasyim meminta restu kepada Hadhratusy Syaikh Hasyim 
Asy'ari, pemimpin kharismatik umat Islam pada saat itu. 
Setelah tirakat berhari-hari, dan setelah sidang PPKI yang 
mengegolkan Pancasila, Hadhratusy Syaikh memberikan izin, 
dan berdirilah republik ini dengan dasar Pancasila. Jadi, 
republik Indonesia ini dengan dasar Pancasila, berdiri sejak 
awal sudah mendapatkan restu dari para ulama, bahkan 
mendapat restu pemimpinnya para ulama. 

Sampai-sampai KH. Achmad Shiddiq mengatakan, 
“Barang sudah kita kunyah setiap hari, tidak usah diper- 
soalkan.” Maksud dengan kata “barang” itu ialah Pancasila. 
Lalu, Pancasila apakah sah menurut Islam? Jawaban menurut 
NII dan sejenisnya “tidak sah”, dan karenanya diperlukan 
berdirinya sebuah negara Islam, termasuk melakukan berbagai 
teror. Oleh karena itu, mereka melakukan pemberontakan, 
tetapi gagal total, dan pada tahun 1962 mengalami kekalahan 
telak. Generasi-generasi barunya kemudian meneruskan 
dengan cara mereka sendiri dalam bentuk kelompok-kelompok 
kecil, termasuk menyusup ke kampus-kampus. 

Akan tetapi jawaban umat Islam Indonesia dan para 
ulama dan kiainya mengatakan bahwa Negara Indonesia 
dengan dasar Pancasila ini ialah sah. Konferensi Alim Ulama 


di Cipanas Bogor, juga memberikan rekomendasi sah, dan 
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pemimpin yang diangkat ialah waliyul amri adh-dharuri bi 
syaukah, yang harus ditaati, dan karenanya menggulingkan 
pemimpin yang sah dari Negara RI adalah bughat. Ormas NU 
juga mengatakan sah. Pancasila juga sah. Muhammadiyah 
juga mengatakan sah. Yang paling dikenal tamsil di dalam 
Muhammadiyah, dikemukakan oleh tokoh KH. AR Fachrudin 
yang mengatakan, “Hidup di Indonesia ini, seperti orang 
memakai sepeda motor di jalan. Di jalan ada peraturan harus 
memakai helm dan lain-lain. Maka, seorang yang baik, ia harus 
memakai helm, dan mengurus SIM-STNK.” 

Argumentasi kenapa masyarakat muslim menerima 
Negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila ini, di 
antaranya: Islam tidak menentukan jenis negara apa yang 
harus dibuat umat Islam sepanjang sejarahnya, Islam lebih 
memilih untuk meletakkan prinsip-prinsip mengelola negara, 
seperti syura, amanah (akuntabel-profesional), likai la dulatan 
bainal aghniya, keadilan, ada wata awanu fil birri (gotong 
royong), ada kebersamaan dalam membangun (persatuan), 
dan lain-lain, dan setiap wilayah umat Islam berbeda-beda 
menentukan bentuk negara dan jenisnya, tergantung 
tantangan dan kesepakatan yang dicapai di antara para 
pemimpin negara-negara itu. Lihatlah, Arab Saudi, Turki, 
Suriah, Mesir, Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain 


yang berbeda satu sama lain. 
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Negara dengan dasar Pancasila juga merupakan per- 
janjian antar kelompok, yang mayoritasnya ialah muslim. 
Sementara itu, masyarakat Islam diperintahkan oleh Allah 
Swt. agar menghormati sebuah perjanjian yang sudah dibuat, 


sebagaimana firman-firman-Nya berikut: 


T A420 o 2 Éo g „o 2, 

sgial laal gaada Z Al Less 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad!” 
itu....” (QS. al-Maa'idah [5]: 1). 


de 
Z 32 QU 2 o a» 2A 2 22 o a 


“...Dan, penuhilah janji. Sesungguhnya, janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. al-Israa' (17): 
34). 


Dan, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda: 


“Orang Islam adalah menurut kesepakatan mereka, 
kecuali kesepakatan dalam menghalalkan perkara 


haram, atau mengharamkan perkara halal.” (HR. Ibnu 


Majah). 


162 Agad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah, dan perjanjian 


yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 
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“Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat 
amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak 
bisa menepati janjinya.” (HR. Ahmad). 


Pembelaan terhadap eksistensi Negara Republik Indonesia 
dan Pancasila, dengan demikian ialah bagian dari perjuangan 
dan kewajiban umat Islam, sesuai dengan tantangan dan 
pencapaian kesepakatan di dalam bangsa Indonesia. Bahkan, 
bentuk NKRI dengan dasar Pancasila ini, menurut KH. 
Achmad Shidiq, ialah bentuk final dari perjuangan umat 
Islam Indonesia, dan perjuangan selanjutnya ialah mengisi, 
mengoreksi, dan membangun agar negara sesuai dengan cita- 
cita awal didirikan sebagaimana tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945, sesuai dengan nilai-nilai mengatur negara menurut 
Islam, seperti adanya syura, adanya keadilan-kemaslahatan, 
dan seterusnya. 

Oleh karena itu, KH. Wahab Hasbullah menyadari per- 
lunya seorang muslim Indonesia mencintai negaranya, yang 
disebutnya sebagai bagian dari pengamalan iman, hubbul 
wathan minal iman. Lalu, digubahlah sebuah syair terkenal 


olehnya berikut: 


ya lalwathan-yalal wathan yalal wathan 
hubbul wathan minal iman 
wala takun minal hirman 


inhadu ahlan wathan 
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Indonesia biladi 
anta unwanul fakhama 
kullu man ya'tika yauma 


thami an yalga himama 


Dengan sendirinya, tugas muslim Indonesia ialah men- 
cintai bangsanya yang merupakan bagian dari imannya, 
mempertahankan agar tauhid bisa terpelihara dalam bumi 
Indonesia sehingga kita harus menjaga sila Ketuhanan 
yang Maha Esa, kita juga ingin keadilan ditegakkan di bumi 
Indonesia sesuai yang diperintahkan al-Our'an, karena- 
nya kita harus menjaga dan mengontrol pelaksanaan sila 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga ingin 
mempertahankan wa ta awanu alal birri wa at-tagwa, gotong 
royong dalam membangun kebaikan bangsa sehingga kita 
harus mempertahankan dan mengamalkan sila persatuan 
Indonesia. 

Kita juga ingin orang Indonesia tidak berbuat semau- 
maunya sampai berbuat anarki untuk memperjuangkan 
kepentingannya, karena memang masing-masing orang 
dan kelompok punya kepentingan sehingga perlu melalui 
mekanisme demokratis dengan dasar kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
sebagaimana perintah wa amruhum syura bainahum, dan 
perwakilan. Dan, karenanya kita harus mengontrol, membela, 


dan meningkatkan pelaksanaan sila kerakyatan yang 


NEGARA BUKAN-BUKAN 4: 229 


KAN > 


dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan. 

Kita juga harus memperlakukan orang lain sesama 
manusia dan warga negara sebagai manusia secara adil 
dan beradab, bukan semau-maunya sehingga kita harus 
ikut mengontrol, membela, dan meningkatkan nilai-nilai 


kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan saja. 
Bukankah Allah Swt. berfirman: 


AG Hi ĝ Ha sg GG KS 313 
Pn 3 Kn” 9 sal G 4 Ang J99 
“Dan, sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan. 
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. 
al-Israa' [17]: 70). 


Lalu, kalau kelompok-kelompok yang berusaha men- 
dirikan negara non-Pancasila memanfaatkan parlemen, 
ada jawaban yang diberikan oleh KH. Abdurrahman Wahid 
yang kami terima, “Kita berusaha dengan sekuat tenaga, 


bagaimana mereka tidak memenangkan pertarungan dan 
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voting di parlemen.” Ini juga menjadikan generasi baru 

muslim harus menyadari, meskipun ada tuntutan hidup di 

zaman modern dengan berbagai khazanah pengetahuan, 

di mana pada akhirnya, pencarian Anda akan terukur dari 

perjalanan panjang yang berakhir pada ujungnya Anda akan 

bertemu dengan Pancasila, mendinamisasinya, mengoreksi 
pelaksanaannya, mengontrolnya, dan membelanya. Itu kalau 

Anda bergulat dengan rakyat umat dan bangsa. Karenanya, 

generasi baru juga punya tanggung jawab terhadap warisan 

dari para pendahulu dan pendiri bangsa ini. 

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pada saat ini oleh 
generasi baru ialah ikut terlibat dalam memperjuangkan nilai- 
nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat: 

e Ikut memenangkan pertarungan sosial (dengan segala 
cara yang santun, cerdas, dan kontekstual), baik dalam 
pengetahuan, perbuatan, dan jika perlu dalam voting di 
parlemen agar Negara Indonesia dengan dasar Pancasila 
ini tetap lestari dan bertambah baik untuk mencapai 
baldataun thayyibatun warabbun ghafur. Dan, itu harus ada 
gerakan kolektif yang kuat. Dan, generasi baru muslim 
harus bertindak sebagai para muslihun laki-laki dan 


perempuan, sebagaimana diajarkan oleh ayat al-Our'an: 
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“Dan, Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan 
negeri-negeri secara zhalim, sedang penduduknya 
orang-orang yang berbuat kebaikan.” (OS. Huud [11]: 
117). 


Mengembalikan amanah pengelolaan negara untuk 
kemakmuran rakyat, dengan ikut memerangi korupsi 
lewat gerakan anti korupsi, memperluas pengetahuan 
tentang bahaya laten korupsi, mendidik anak-anak untuk 
sadar tentang pentingnya anti korupsi dalam hidup 
seorang muslim, dan ikut mendorong alat-alat hukum 
untuk terlibat dan penindakan korupsi. 

Ikut menasionaliskan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber-sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran 
bangsa agar tercapai keadilan sosial, dan karenanya di- 
perlukan melakukan reevaluasi dan renegoisasi, dan kalau 
diperlukan pemutusan kontrak terhadap pengelolaan 
sumber-sumber alam yang merugikan rakyat dan bangsa 
Indonesia. Sebuah negara yang tidak mampu menjadikan 
kekayaan alamnya sebagai alat produksi, padahal SDA- 
nya sangat melimpah maka negara itu sedang sakit, fi 
gulubihim maradh, akan bangkrut, dan generasi yang 
bertanggung jawab ialah mereka yang tidak ingin negara 
ini bangkrut, dan mengobati yang sakit. 

Ikut mentransformasikan perjuangan masyarakat 
Indonesia agar maju, tanpa harus meninggalkan tradisi, 


kearifan lokal, dan penghormatan terhadap orang tua, 
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guru, dan pahlawan pada masa lalu, sekaligus tanpa harus 
membebek kepada negara-negara lain. Ini yang disebut 
oleh Gus Dur dengan istilah dinamisasi, yang mencakup 
dua hal: “Penggalakan kembali nilai-nilai hidup lama yang 
positif (yaitu tradisi yang ada), selain juga mencakup 
penggantian nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang 
dianggap lebih sempurna. Proses penggantian nilai ini 
disebut modernisasi, dan dengan sendirinya pengertian 
modernisasi terkandung dalam dinamisasi itu.” Dalam 
kata dinamisasi terkandung pemahaman “perubahan 
ke arah penyempurnaan keadaan dengan menggunakan 
sikap hidup, nilai-nilai, dan peralatan yang telah ada”, 
yang berarti perubahan terus menerus sebagai bagian dari 
upaya kemanusiaan penyempurnaan kualitas masyarakat 
itu sendiri dengan berpijak pada tradisi. 

Ikut membangun kesadaran menghubungkan antara 
Islam (pesantren, santri kitab kuning, al-Qur'an, sunnah, 
tarekat, dan lain-lain), bangsa-rakyat, dan manusia 
di muka bumi; kesadaran bahwa kita ini bagian dari 
seorang muslim, kita juga bagian dari bangsa, dan 
kita juga bagian dari manusia di muka bumi yang tak 
terpisahkan sehingga pengetahuan generasi baru muslim 
perlu digerus kembali untuk menyinergikan keislaman- 
keumatan, keindonesiaan-kerakyatan, dan kemanusiaan- 


kosmopolitanisme. 
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TAMBAHAN 4: 


MEMPROGRESIFKAN PANCASILA 
DAN MASALAH-MASALAH BANGSA KITA 


aat ini, kita hidup pada zaman reformasi. Reformasi 
mengimplikasikan pada penataan dan penciptaan 
lembaga-lembaga kenegaraan dengan filosofi yang digerakkan 
oleh liberalisasi politik dan ekonomi, tetapi juga melahirkan 
PMA yang besar, kemiskinan, otonomi, utang, materialisme, 
korupsi, dan lain-lain. Meskipun harus kita akui, ada 


pencapaian hidup yang lebih bebas dari kondisi sebelumnya. 


Reformasi yang kita lakukan juga bermakna “reformasi 
di atas meja” yang membagi manusia Indonesia ke dalam 
kelompok: elite dan mafia koruptor berjamaah merajalela; 
kelompok kecil kritis semakin sendirian; kelompok terbesar 
masyarakat hidup biasa-biasa saja, mengalami kemiskinan, 
tetapi bermental konsumtif dan kehilangan orientasi. 

Selanjutnya, muncullah persaingan bebas dan liberalisasi 
ekonomi yang menegaskan kepentingan dan kelompok secara 
mendasar, minus etos keadilan sosial dalam pandangan hidup 
Pancasila. Akibatnya, solidaritas kebangsaan dan rasa kita 


sebagai satu bangsa semakin hilang. Ditambah lagi, jauhnya 
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partai dengan rakyat, dan ketidakadilan dirasakan oleh 
masyarakat di daerah-daerah. 

Kita harus ingat tujuan berdirinya Republik Indonesia. 
Kita tidak ingin terjajah secara fisik, kultural, dan mental; 
yang perlu dibedakan dengan saling pengaruh memengaruhi 
antarbudaya; merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur, 
melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan 
umum, dan ikut menjaga perdamaian dunia; dan membentuk 
negara kesatuan dan pemerintahan merdeka dengan dasar 
lima sila. 

Alhamdulillah, kita masih punya Pancasila yang men- 
cerminkan prinsip-prinsip dasar hidup bersama yang di- 
sepakati sebagai titik temu, tujuan, dan falsafah bangsa. Dan, 
karenanya, Pancasila bukan semata kompromi. Pancasila 
bukanlah keranjang sampah, karena di dalamnya terkandung 
falsafah sosial bangsa, dan visi kebangsaan. Lima dasar yang 
tetap sebagai satu kesatuan, ajeg dan paten, dalam sila per 
sila terdapat pandangan hidup kebangsaan. Sementara itu, 
penerjemahannya bersifat dinamis yang harus mengacu pada 
UUD 1945. 

Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang terbukti 
keampuhannya dalam soal yang satu ini, meskipun meng- 
hadapi banyak tantangan dari luar dan dalam. Pancasila 
juga sebagai penuntun arah bagi legislasi hukum positif, dan 
memberi orientasi kepada pembangunan yang dilakukan 


dalam berbagai segi; dan rambu-rambu di ranah publik serta 
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relasi antarkelompok, bukan di wilayah kedaulatan teologis 
masing-masing agama, kepercayaan, dan kelompok. 

Kita harus sadar bahwa semua elemen bangsa terdiri 
atas kelompok-kelompok. Dalam hal ini, Pancasila perlu 
memandang sama atas semua kelompok bangsa, tidak 
memihak. Ajaran dan doktrin kelompok menjadi salah satu 
bahan dalam merumuskan dinamisasi Pancasila dan undang- 
undang. Pancasila menghendaki sikap lapang-toleransi dan 
dinamisasi kelompok untuk berartikulasi secara publik agar 
berwawasan Pancasila. Demokrasi menjadi putaran roda yang 
memberikan jaminan kepada masing-masing kelompok untuk 
bisa tetap menyuarakan hak dan kepentingannya, dengan 
didasarkan pada kemanusiaan beradab dan persatuan. 

Setiap warga bangsa juga mesti sadar, Pancasila akan 
menjadi kritis manakala dikonstruksi menjadi ideologi 
tertutup, dan digunakan oleh satu kelompok dengan me- 
maksakan kehendak, dengan meminjam tangan pemerintah 
atau kelompok mayoritas; ada satu kelompok diistimewa- 
kan, dan memperoleh konsesi terlalu lebih, bahkan dengan 
menghilangkan hak kelompok yang lain; dipreteli dan diambil 
hanya satu sila; hanya dijadikan simbol, diganti dengan 
“kekuatan” uang, politik citra, dan kerja-kerja pencolengan 
yang rapi yang tujuannya hanya mempertahankan kekuasaan. 

Kita pernah mengalami suatu masa ketika Pancasila 
absen dalam perdebatan-perdebatan publik. Pada masa itu, 
praktik Pancasila ditutup wacananya oleh Soeharto dan 


euforia politik; nilai-nilai dan visi Pancasila berjarak teramat 


“ala 
ur TA 
en 


NEGARA BUKAN-BUKAN 27 


jauh dengan praktik elite-elite yang memimpin negeri ini. 
Semakin tipisnya rasa persatuan sebagai satu bangsa, karena 
satu kelompok ingin memaksakan kehendak, karena ada 
tendensi penggunaan Pancasila bagi kepentingan politik, dan 
sikap pragmatis hancur-hancuran oleh elite, dan adanya krisis 
negarawan di dunia politik. 

Oleh karenanya, di tingkat wacana kita perlu men- 
dialektikakan Pancasila; kita perlu memandang dari sudut 
Pancasila terhadap persoalan-persoalan krusial kebangsaan 
kita. Bahkan, terhadap perjalanan reformasi selama 10 tahun 
ini; di tingkat praktik mencapai tujuan kebangsaan, di tengah 
tidak adanya tujuan yang jelas, visi dan orientasi yang ingin 
diwujudkan kepemimpinan nasional; dan dalam melawan 
koruptor/korupsi, membenahi partai-partai oportunis, elite- 
elite pencoleng, kemiskinan laten di kalangan rakyat, dan 
dalam melawan kekerasan berbasis agama dan ras, Pancasila 
semakin relevan diajukan. 

Dalam upaya memprogresifkan Pancasila, perlulah dilihat 
dari sudut titik temu kesepakatan, Pancasila ialah hasil para 
demokrat-founding father’s Indonesia, dan dari sudut tujuan 
kebangsaan, Pancasila ialah filosofi yang progresif. Progresif 
bukanlah kekerasan. Progresif sebagai filosofi berarti sampai 
ke akar-akarnya bisa berpikir filosofis Pancasila dan bertindak 
dalam kerja-kerja berkesinambungan, termasuk dalam 
dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan 
beradab. Sementara itu, tindakan kekerasan bukan tindakan 


progresif, tetapi tindakan pengecut, tidak beradab. 
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Praktik kekerasan tidak selalu terkait dengan kemiskinan 
dan ekonomi, tetapi juga soal keyakinan, doktrin, peluang, 
dan dukungan. Kekerasan bisa saja dilakukan kelompok 
sipil dan negara secara struktural. Kekerasan bisa berbentuk 
fisik, psikis, dan kultural. Dan, kekerasan terkadang juga 
menjadi instrumen negosiasi sebuah kelompok, baik karena 
diperlakukan secara tidak adil, atau karena kepentingan politik 
tertentu. Meski begitu, semua jenis kekerasan ialah tidak 
diterimanya cara-cara beradab untuk menyelesaikan masalah, 
dan ini harus diperjelas sejelas-sejelasnya. 

Kekerasan bisa muncul dari pendukung alternatif non- 
Pancasila dengan bom, penggunaan kekerasan, sweeping, dan 
sebagainya. Atau muncul dari pendukung/dalam Pancasila 
yang tentu sukar dideteksi dan cenderung untuk kepentingan 
politik kekuasaan memunculkan kekerasan sipil, konflik- 
kekerasan horisontal, dan dimunculkan untuk tujuan politik- 
politik tertentu. Dan, kekerasan struktural negara bisa dalam 
bentuk kejahatan HAM ataupun teror terhadap masyarakat. 

Perlu diperhatikan, sesungguhnya kekerasan ialah per- 
soalan keyakinan, pendidikan agama, jaringan tertentu, 
dukungan logistik, penggunaan untuk kepentingan politik, 
dan lain-lain. Kekerasan tidak bisa mati oleh gerakan 
senjata negara, meskipun untuk kasus tertentu “mungkin 
dibutuhkan”, apabila telah mengarah pada penggulingan 
pemerintahan yang sah, dan diperlukan “memprogresifkan 


Pancasila” sebagai perjuangan kultural, semesta, dan non- 
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senjata dalam kelompok-kelompok pro-Pancasila, dan untuk 
mencapai tujuan bangsa. 

Semua komponen bangsa, apabila masih ingin negara ini 
berdiri dan bermanfaat, mutlak perlu mendukung dan ikut 
mengembangkan Islam kebangsaan-kerakyatan dari semua 
kelompok, sebagai bagian untuk ikut memperkuat kebangsaan 
Indonesia. Di samping itu, ormas mainstream perlu mengambil 
jarak, tetapi sekaligus menjalin komunikasi dengan negara, 
tetapi tidak subordinat agar ada kontrol sosial; dan pada saat 
yang sama perlu keterbukaan dalam penanganan kekerasan, 
termasuk terorisme. Sebab, melawan kekerasan bukan soal 
proyek, melainkan soal tujuan berbangsa, Pancasila, dan 
kepentingan nasional. 

Lebih jauh, untuk mengatasi masalah kekerasan juga 
diperlukan pendidikan agama di bawah kontrol negara. 
Semestinya, negara jadi katalisator mempertemukan agama 
dan kebangsaan-kerakyatan, bukan malah membikin se- 
parasi sehingga diperlukan restrukturisasi terhadap ancaman 
potensi kekerasan dari alternatif non Pancasila di dalam 
pendidikan agama yang dikelola negara. 

Lantas, ke mana sekarang Pancasila akan kita arahkan? 
Formalnya, kita masih memiliki Pancasila, tetapi perilaku 
dan sikap hidup kita sebagai hasil dari “revolusi di atas meja” 
telah mengubah dan menimbulkan kontradiksi yang saling 
bertentangan dengan pandangan dan falsafah Pancasila, baik 
antara anggota masyarakat maupun di kalangan elite sendiri, 


termasuk dalam soal pengelolaan SDA. 
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Di samping itu, perlu ada tekad bersama untuk 
menegaskan kembali tujuan berbangsa kita sebagaimana 
yang ada dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu 
“menghilangkan penjajahan” dan membentuk pemerintahan 
yang merdeka, berdaulat dengan dasar Pancasila. 

Dan, yang perlu diperkuat ialah menajamkan kembali 
semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Kita 
sebagai bangsa Indonesia mesti menegaskan kemerdekaan 
kita secara terus menerus. Hal-hal yang berkaitan dengan 
kekerasan, korupsi, kemiskinan, dan lain-lain tentu perlu di- 
selesaikan oleh siapa saja, dan di mana saja, dengan merujuk 


pada Pancasila. 
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TENTANG PENULIS 


Nur Khalik Ridwan lahir di Banyuwangi pada 15 
Maret 1974. Sejak kecil, ia menempuh pendidikan agama 
di langgar dan pesantren. Ia berguru ilmu-ilmu pesantren 
di PP. Darunnajah Tanjungsari Banyuwangi, kepada KH. 
Thoha Muntaha dan KH. Dardiri Salam, dan PP. Inayatulloh 
Yogyakarta. Kemudian, secara khusus ia mendalami ilmu 
agama kepada KH. Jazuli Abdul Madjid di Sempu Banyuwangi. 

Pendidikan formal dimulainya dari MI Kebonsari 
Banyuwangi, MTsN Srono Banyuwangi, MANPK Jember, 
IAIN Sunan Kalijaga, dan drop out dari Pascasarjana USD 
Yogyakarta. Semasa mahasiswa, ia pernah menjadi PU Majalah 
Avokasia dan ikut dalam Gerakan 98 di IAIN Sunan Kalijaga, 
dan PMII. 

Setelah lulus kuliah, ia menekuni dunia tulis menulis, dan 
menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh NGO berbasis 
Nahdliyin, meskipun tidak pernah masuk di NGO. Ia bergiat 
bersama kaum muda NU dalam gerakan kultural di berbagai 
kegiatan, dan ikut mendirikan "Jamaah NU Yogyakarta” dan 
“Koperasi Bumi Aswaja”. Sementara, bersama kaum muda 


lintas etnis-agama-kelas di Yogyakarta, ia ikut mendirikan 
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LKiS. Di samping itu, ia tetap menekuni dunia tulis menulis 
dan ikut terlibat dalam gerakan sosial, serta ikut terlibat 
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Warga NU di Babakan Ciwaringin, Pertemuan Kaum Muda 
NU di Muntilan (di RM Podhojoyo), Mlangi, dan Tambakberas 
Jombang pada saat Muktamar NU diselenggarakan di 
Jombang. Sekarang, ia menjadi anggota PP RMI NU, mengajar 
bidang Aswaja dan Tarekat di Staispa (Sekolah Tinggi Sunan 
Pandanaran, dan terlibat dalam mengisi Kelas-Kelas Pemikiran 
Gus Dur yang diselenggarakan Seknas Gusdurian. 

Beberapa karya yang telah ditulis di antaranya: Islam 
Borjuis, Pluralisme Borjuis, Agama Borjuis, Detik-Detik 
Pembongkaran Agama (Agama Kebajikan), Santri Baru, 
Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan (bersama Ahmad 
Nurhasim), Tafsir al-Ma'un, Tentang Shalat Dua Waktu (naskah 
tersimpan di rak buku dan tidak diterbitkan), Regenerasi 
NII, NU dan Neoliberalisme, Seri Gerakan Wahhabi (3 Jilid), 
Membedah Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (naskah tersimpan 
di rak dan belum diterbitkan), koordinator tim penulis buku 
George Gunus Aditjondro versus Gurita Cikeas, NU dan Bangsa 
1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan, Suluk Gus 
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Dur, dan tulisan-tulisan lain di jurnal dan penelitian yang 
diterbitkan dalam kumpulan tulisan. Naskah lain yang akan 
terbit ialah Syarah atas 9 Nilai Utama GD, dan Ensiklopedi 
Khittah NU. Sekarang sedang menulis Aswaja an-Nahdliyah. 
Guna mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai 
buku-buku kami, silakan akses divapress-online.com dan 
bergabunglah bersama kami di akun Facebook: Penerbit DIVA 


Press. 
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"Bagi Gus Dur, Pencasdla sengatlah penting bags eka ena 
begira Kesatuan Republik Indonesia, Gus Dur 
mempatakan, Tanpa Pancasila negara akan bubar 
Pancasila wah perangkat asas, dan ja akan ada 
selamanya Ia adalah papash tendang negara yang 

hana kita milki, dan kita perjuangkan.” 


-— A. Ubaidillah, MLA.. PRD. Direktur adonan 
Cenièr ar Civic Hiucation OC UIN jakarta. 


"Gus Dur telah lama percaya bahwa Pancasila merupakan 
kompromi terbaik untuk memecahkan mesalah-mesalah sulit mengenai 
hubungan agama dan negara." 


— Greg Barton, penulis buku lars Bhograhi Cas Dur. 


Rea tangan Anda Ina mengupas secara kampih perikiranpemnikiran 
Gus Dur yentang Pancasala, dan pentingnya negata Pancasila bag bangsa 
Indian Selain itu, buku im juga menjadi karya atontatd yang mengulas prisma 
Demak nan Gus Dur tentang Keciogi bagi, 


Dingan amalit yang cordas, dan dukungan data yang valid, penulis berhasil 
memangkin bacaan berbobot Tak pelak, buku mi amal yak dipadikaan tuhan 
nias kia, generasi Danga Incoesia, Terlebih, dewata ini, mash bentak 
kelanpok yang antipati berharap negara Pancinila. Bahkan, sebaggan berupaya 


merongong kedaulatan RI, dan Ingin mengganti deco Pancasila dengan 
sela 
Selamat peri a! 
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